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KATA PENGANTAR

capan rasa syukur marn kita panjatkan kehadirat Tuhan atas segala rahmat dan kasih
U sayang-Mya sehingga kita telah melaksanakan tugas dan fungsi selama tahum 2020.
Laporan Kinerja (LKj} Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2020 adalah
wujud laporan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi
sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Rl No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instamsi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Momor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja. LKj merupakan
cerminan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian
Timur dalam rangka pencapaian 5asaran Strategis yang tercermin dalam capaian |KU Kemenkeu-Two
serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2020 yang mengacu
kepada Rencana S5trategis (Renstra) DJBC Tahun 2020-2024. Laporan ini disampaikan secara
sisternatis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan
kepada pimpinan atas keberhasilan dan inovasi yang telah dicapai maupun tantangan dan hambatan
yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2020.

Selaku pimpinan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, kami mengucapkan terima
kasih kepada seluruh jajaran di Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur atas keberhasilan yang
telah dicapai yang tercermin dalam Milai Kinerja Organisasi serta kepada pihak lain baik internal
maupun eksternal serta secara langsung maupun tidak langsung ikut serta membantu dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi kepabeanan dan cukai. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa
hal yang perlu ditingkatkan guna meraih hasil yang lebih baik di periede mendatang diantaranya
melalui upaya penataan organisasi, penguatan S5DM, penyempurnaan proses bisnis, peningkatan
pengawasan dan pelayanan, penguatan koordinasi, pelaksanaan inovasi, maupun melalui

penyempurnaan indikator kinerja secara terus menerus dan pelaksanaan pengendalian internal yang

memadai.
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Akhir kata, LKj Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2020 ini disampaikan
sebagai akuntabilitas pelaksanaan mandat, tugas, dan fungsi kepabeanan dan cukai yang telah
dilakukan. Diharapkan LK] ini bermanfaat sebagai wujud pertanggungjawaban secara internal untuk
memperkaya bahan perumusan kebijakan maupun bahan LK) unit yang lebih tinggi serta

pertanggungjawaban secara ekstemal selaku instansi publik.

Ballkpapan, 1% lanuari 2021
Kepala Kantor,

=

Rusman Hadi
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RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur
Tahun 2020

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2020
adalah cerminan pertanggungjawaban atas pencapaian 5asaran Strategis yang diukur melalui
pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU}] EKemenkeu-Two Kantor Wilayah DIBC Kalimantan
Bagian Timur Tahun 2020. Selain itu, LKj Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur Tahun
2020 ini juga disusun dengan tujuan secara internal memberikan bahan masukan bagi pimpinan
dalam perumusan kebijakan serta secara eksternal sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai
instansi publik.

Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri
Eeuangan Momor 30/KME.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuwangan maka
dimulai juga Manajemen Kinerja Kementerian Keuangan [Kemenkeu) berbasis Balanced Scorecard
(BSC). Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kemenkeu didasarkan pada Keputusan
Menteri Keuangan MNomor 12/EME.0L/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan
Departemen Keuangan dan telah diganti dengan Keputusan Menteri Keuangan MNomor
467/KMEK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
Manajemen Kinerja di Kemenkeu meliputi level Kementerian Keuangan (level Kemenkeu-Wide,
kemudian diturunkan (coscode] kepada level eselon I, 1l Il IV dan pelaksana (Kemenkeu-One
sampai dengan Kemenkeu-Five). 5ebagai bagian dari Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah DIBC
Kalimantan Bagian Timur juga telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis Bolonced
Scorecard tingkat eselon Il (Kemenkeu-Twao).

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur dalam
memfasilitasi perdagangan dan industri, melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dan
penyelundupan dan perdagangan ilegal, mengoptimalkan penerimaan negara di sektor
kepabeanan dan cukai, serta memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai
yang efektif dan efisien maka Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur menetapkan Visi dan
Misi dalam pencapaian tujuan dam sasaran tersebut. Visi dan Misi tersebut kemudian dijabarkan
dalam beberapa Sasaran 5trategis (55), serta diukur pencapaian kinerjanya melalui IKU serta
mempertanggungjawabkan kinerja yang dicapai dalam suatu Laporan Kinerja [LKj).

Terhadap 55 yang telah ditetapkan dilakukan pemetaan ke dalam suatu Peta Strategi yang
merupakan kerangka hubungan sebab akibat atas 55 yang satu dengan 55 yang lain yang
menggambarkan keseluruhan perjalaman strategi organisasi. Selain itu, Peta S5trategi juga

bermanfaat sebagai alat komunikasi strategi secara visual dari pimpinan kepada semua jajaran.
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Peta Strategi Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2020 adalah
sebagaimana dalam diagram berikut dibawah ini:

Gambar 1.0 Peta Strategi
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Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur telah
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ditetapkan 13 [tiga belas) 5asaran Strategis (55) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU)
yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur
dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2020. Sasaran 5trategis dan IKU Kantor Wilayah
DIBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.0 Sasaran Strategis dan IKU

KODE 55 KODE KL

55-1 Penerimaan negara yang la-CP | Persentase realisasi penerimaan kepabeanan
optimal dan cukai

55-2 | Asistensi industri dan pemberian Za-N | Waktu penyelesaian proses kepabeanan
fasilitas kepabeanan dan cukai

2b-N | Persentase implementasi inisiatif

yang efektif
peningkatan devisa hasil ekspor
55-3 Sinergi pengawasan dan 3a-CP | Tingkat efektivitas pengawasan dan
penegakan hukum yang efektif penegakan hukum kepabeanan dan cukai
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KODE 55 KODE KU
55-4 Kepuasan pengguna layanan d4a-N | Indeks kepuasan pengguna jasa
yang tinggi
55-5 Kepatuhan pengguna layanan Za-CP | Persentase kepatuhan importir
vang tnag! ates peraturamn Sb-N | Persentase piutang bea dan
kepabeanan dan cukai
cukai yang diselesaikan
55-6 | Perencanaan dan analisis Ba-N | Indeks penyelesaian kajian di
perumusan kebijakan yang bidang kepabeanan dan cukai
optimal
55-7 Komunikasi dan edukasi yang 7a-N | Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi
efektif
55-8 | Pelayanan publik yang prima Ba-N | Rata-rata persentase realisasi janji layanan
kepabeanan dan cukai
55-9 Pengawasan kepabeanan dan 9a-N | Persentase efektivitas kegiatan patroli dan
cukai yang efektif operasi kepabeanan dan cukai
9b-N | Persentase efektivitas patroli laut
55-10 | Pengendalian mutu yang 10a-N | Rata-rata persentase tingkat efektivitas
optimal monitoring dan pengawasan kepatuhan
internal
10b-M | Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat
Pengawas Fungsional
55-11 | 5DM yang kompeten 11a-N | Persentase peningkatan kompetensi
pegawai
55-12 | Organisasi yang fit for purpose | 12a-N | Persentase efektivitas manajemen organisasi
55-13 | Pengelolaan keuangan optimal | 13a-N | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Secara umum, target IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian

Timur pada tahun 2020 dapat dicapai dengan baik untuk sebagian besar target pada IKU yang

telah ditentukan dalam kontrak kinerja Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2020.

Secara rinci data pencapaian target IKU Eemenkeu-Two Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian

Timur pada tahun 2020 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1 Capaian KU Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur

KU Tahun 2020
Kode Mama Target Realisasi
Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan
1a-CP cskai®) 100% 107,88%
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1KLL Tahun 2020
Kode MNama Target Realisasi
2a-N | Waktu penyelesaian proses kepabeanan 1,20 hari
Persentase implementasi inisiatif peningkatan
2b-N : . - pon Bl%
devisa hasil ekspor
Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan
3acp |, © TR e 74,5%
hukum kepabeanan dan cukai
i 4,25
da-N Indeks kepuasan pengguna jasa
a pu peEngguna | (skala 5)
ta-Cp | Persentase kepatuhan impaortir Bl%
Sh-MN Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan oa%
it Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan 3
™ | dan cukai [skala 4)
e e . 85
Ta-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi
[skala 100)
Rata-rata persentase realisasi janji layanan
Ba-N e . e 1005
kepabeanan dan cukai
Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi
9a-N ) 3 g e TO%
kepabeanan dan cukai
9b-MN Persentase efektivitas patroli laut T1%
Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitorin
10a-N i g B . 90%
dan pengawasan kepatuhan internal
Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat
10b-N i B0
Pengawas Fungsional
11a-N | Persentase peningkatan kompetensi pegawai T5%
12a-N | Persentase efektivitas manajemen organisasi B5%
13a-N | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95%

*| Sesuai target APBN/APBN-P

Kendala dan Strategi dalam Pencapaian 5asaran di Tahun 2020

Meskipun secara umum target kinerja IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DIBC Kalimantan

Bagian Timur

pada tahun 2020 dapat tercapai

dengan baik sesuai

dalam perjanjian

kinerja/kontrak kinerja Kanwil DIBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2020, dalam proses

pencapaiannya masih terdapat beberapa tantangan dan kendala antara lain:

EANTOR WWILAYA H DIBC AL IMANTEN BaslAN TIMUR
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10.

. Penerimaan bea dan cukai terutama bea masuk pada tahun 2020 relatif banyak mengalami

penurunan antara lain karena dampak dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan
menurunnya volume kegiatan Impor dan Ekspor yang disebabkan oleh kebijakan penerapan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah.

. Penerimaan Bea Masuk di beberapa KPPBC di lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian

Timur menurun karena terjadi penurunan volume kegiatan importasi yang dapat dibuktikan
dengan penurunan jumlah PIB pada tahun 2020 (14.677 PIB) dibandingkan tahun 2019 (18.267

PIB).

. D wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur terdapat pabrik yang

mengedarkan Barang Kena Cukai (BEC) berupa HPTL sehingga penerimaan cukai

mempengaruhi penerimaan kepabeanan secara keseluruhan.

. Luasnya wilayah pengawasan Kantor Wilayah DIBC Kalbagtim dibandingkan dengan jumlah

5DM dan sarana prasarana yang ada;

. Banyaknya pelabuhan tradisional / pelabuhan tidak resmi;

. Pelabuhan resmi yang ada tidak steril dikarenakan:

a. Bercampurnya terminal kedatangan Internasional dan Domestik;
b. Banyaknya pedagang/buruh informal yang berjualan/lalu lalang; dan
c. Masih terdapat instansi lain diluar CIQ.

. Masih terbatasnya sarana dan operator patroli darat dan laut serta dukungan komunikasi yang

ada.

. Belum adanya aturan pabeanm yang baku terkait pengawasan pengangkutan barang

strategis/tertentu [hasil tambang, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil pertanian) di dalam

Daerah Pabean (antar pulau) yang memungkinkan diselundupkan ke luar negeri tanpa

dilindungi dokumen yang sah mengingat:

a. Belum adanya mekanisme pengawasan pabean yang baku atas pengangkutan barang
strategis di dalam Daerah Pabean;

b. Belum adanya kewajiban dan sanksi terkait penyampaian laporan kepada instansi DIBC atas
pengangkutan barang strategis/tertentu dalam Daerah Pabean dari pihak-pihak terkait.

. Keterbatasan pemahaman atau perbedaan interpretasi hukum aparat penegak hukum dan

sistemn peradilan terhadap ketentuan pabean dan cukai.
Keterbatasan dana DIPA dalam rangka pelaksanaan pengawasan.

Dalam upaya menanggulangi kendala-kendala tersebut, unit pengawasan di Kanwil DIBC

Kalbagtim melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan target berdasarkan analisis;
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. Pergerakan disesuaikan dengan informasi yang diperoleh;

Memanfaatkan DOKPPN secara efisien;

Memanfaatkan hubungan/koordinasi dengan aparat penegak hukum lain;

Menjalin hubungan secara intens dengan KPPBC di lingkungan Kanwil DIBC Kalbagtim;
Melakukan kerjasama informasi dengan kanwil lain baik di internal DIBC maupun Kementerian

Keuangan;

. Pergerakan pengawasan dilakukan dengan targetting.

Untuk memenuhi pencapaian target penerimaan bea masuk dan bea keluar pada tahun

2021, Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur telah menyusun strategi sebagai berikut:

i

1m.

1.

12.

1z

Melaksanakan monitoring. bimbingan, analisis penerimaan, dan koordinasi upaya-upaya

terkait optimalisasi penerimaan.

. Melaksanakan monitoring. bimbingan, analisis penerimaan, dan koordinasi terkait optimalisasi

penerimaan.

. Mengadakan pertemuan dengan jajaran Kantor Wilayah Direktorat lenderal Pajak Kalimantan

Timur dan Utara untuk melaksanakan Joint Analysis dalam rangka optimalisasi penerimaan
negara.

Mengadakan Focus Group Discussion tentang keberatan dan banding di bidang kepabeanan
dan cukai

. Mengadakan rapat bersama KPPBC untuk mengoptimalisasikan penerimaan negara dan

melaksanakan koordinasi pengawasan di bidang kepabeanan.
Pemetaan wajib pajak yang berkontribusi besar terhadap penerimaan Kantor Wilayah DIBC
Kalimantan Bagian Timur dengan tujuan mendorong wajib pajak tersebut untuk meningkatkan

kegiatan ekspor/impor yang berpotensi terhadap penerimaan negara.

. Melakukan pembinaan terkait teknis kepabeanan ke pihak internal maupun ekstermal.

Monitoring piutang lancar dan memberikan warning kepada KPPBC untuk secara aktif

melakukan komunikasi dengan pengguna jasa agar segera melunasi hutangnya.

. Asistensi kepada KPPBC untuk melakukan penelitian dokumen secara cermat dalam rangka

mengurangi terjadinya potential loss penerimaan negara.

Melakukan asistensi penetapan tarf dan nilai pabean dan melaksanakan koordinasi dengan
pejabat, terkait penelitian ulang atas beberapa PIB yang diberitahukan.

Melaksanakan verifikasi penerimaan dan validasi data piutang tingkat Kantor Wilayah setiap
triwulan, sehingga diperoleh data penerimaan beserta piutang yang valid.

Melaksanakan bimbingan teknis ke KPPBC terkait pembinaan kepada pengguna jasa terutama

tentang pengklasifikasian barang minerba dan peralatan eksplorasi serta Nilai Pabean.
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PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
1. Tugas
Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis,
pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam
wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Fungsi
Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
untuk memfasilitasi perdagangan. mendukung industri, melindungi masyarakat. dan
mengumpulkan penerimaan negara serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan
guna mewujudkan good governance, pemerintah telah menyempurnakan organisasi dan tata
kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan ditetapkannya Peraturan

Menteri Keuangan Momor 188/PMEK.01/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan peraturan dimaksud Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
menyelenggarakan fungsi:

a. Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan dan cukai;

b. Pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang
kepabeanan dan cukai pada unit-unit operasional di daerah wewenang Kantor Wilayah;

c. Pengendalian, evaluasi, perijinan, dan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;

d. Penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai;

e. Pemberian bantuan hukum terhadap permasalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan
tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

f. Pengendalian, ewvaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang
kepabeanan dan cukai;

g- Pengendalian, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan
pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana
kepabeanan dan cukai;

h. Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak
pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
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i. Peremcanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan
cukai;

J- Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di
bidang kepabeanan dan cukai;

k. Pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor
Wilayah;

I. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja;
dan

m. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Struktur Organisasi

Berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia MNomor
188/PME.01/2016 tanggal 5 Desember 2016, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
adalah instansi vertikal Direktorat lenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien Kantor Wilayah DIBC

Kalimantan Bagian Timur mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Kanwil DIBC Kalimantan Bagian Timur

Sk
Fenindakan |

Selsd
Fenindakan i1

Sushagisn TU dan
Esusngan

Sl Pmeyichican

s Barang Hasi
Femireiaian

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Kantor Wilayah DIBC
Kalimantan Bagian Timur mempunyai tugas pokok yang dijabarkan dalam 5 (lima)
bagian/bidang adalah sebagai berikut:
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1. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, ketatausahaan dan
rumah tangga, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan
melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai,
damn jabatan fungsional lainnya sesuai denmgan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang
bersangkutan.

2. Bidang Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, melaksanakan
penelitian ulang dan penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan
dan cukai, melaksanakan penyusunan rencana, analisis potensi, pemantauan dan evaluasi
realisasi penerimaan bea masuk. bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai
peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
mielaksanakan koordinasi dan pengelolaan data, penyajian informasi dan pelaporan,
memberikan bantuan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, serta asistensi dari segi
hukum dalam penyusunan keputusan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat
lenderal Bea dan Cukai yang mempunyai implikasi di bidang hukum.

3. Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perijinan dan fasilitasi di bidang kepabeanan dan
cukai, dan melaksanakan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan
kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat, serta memberikan bimbingan kepatuhan di
bidang kepabeanan dan cukai.

4. Bidang Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan pemberian
bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengoordinasian dan pelaksanaan intelijen,
melaksanakan patrali dam operasi pencegahan pelanggaran peraturan
perundang-undangan, dan melaksanakan penindakan dan penyidikan tindak pidana
kepabeanan dan cukai.

5. Bidang Kepatuhan Intemal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas,
pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban
kerja, investigasi intermal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan
terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana
kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di

wilayah kerja Kantor Wilayah.

B. Peran 5trategis Organisasi
Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur diberi mandat untuk mengatur sumber daya
dan sumber dana untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi yang dibebankan berupa
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pelaksanaan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, ewaluasi, dan pelaksanaan tugas
dibidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur membawahi &
{enam) KPPBL. Untuk menjalankan peran strategisnya. Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian

Timur memiliki DIPA Tahun Anggaran sebesar Rp10.833.970.000,00.

C. Sumber Daya Organisasi

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur
didukung oleh 49& S5DM pegawai yang tersebar pada 7 (tujuh) satuan kerja di lingkungan Kantor
Wilayah DJIBC Kalimantan Bagian Timur.

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai di Lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

No. Unit Kerja Jumlah Pegawai
1 Kantor Wilayah DIBC Kalimantan a1
BaEian Timnur

2 KPPBC TMP B Balikpapan 120
3 KPPBC TMP B 5amarinda 76
4 KPPBC TMP C Bontang 47
5 KPPBC TMP C Sangatta 40
B KPPBC TMP B Tarakan 73
7 KPPEC TMP C Nunukan 59

JUMLAH 496

Sumber: SIMPEG per 31 Desember 2021

Untuk unit kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur komposisi pegawainya

adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Tabel Komposisi Pegawai

. s d C b a|d|c b a d [= b | a

1 | Kepala Kantor - 1 - - - - - - - = = = 1

2 | Kepala Bagian/Bidang -l -4 -]-17- -] - = 5

3 | Kepala Subbagian/Seksi | - -l -14a|l9fs] - -1 - = 18

4 | Pelaksana - - - - 1 - 1 3 9]15] 9 (19 57
JUMLAH - 1 4 5 (10| 5 1] 3 9]15] 9 (19 a1

Sumber: SIMPEG per 31 Desember 2021

D. Sistematika Pelaporan
Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 Kantor Wilayah DIBC Kalimantan

Bagian Timur disusun sebagai berikut:
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1. Pengantar
5ajian berisi definisi, dasar, ruang lingkup, dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kantor
Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2020.
2. Ringkasan Eksekutif
Sajian berisi intisari laporan sehingga pimpinan instansi penerima laporan dan atau pimpinan
instansi pelapor memperoleh overview informasi yang menyeluruh atas:
A Sasaran Strategis (55) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020
Pada bagian ini berisi ringkasan pencapaian 55 dan KU Tahun 2020.
B. Kendala dan 5trategi dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2020
Pada bagian ini berisi informasi mengenai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam
mencapai tujuam dan sasaran beserta langkah-langkah yang telah diambil dalam
mengatasi permasalahan tersebut.
3. Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis
organisasi serta permasalahan utama [strotegic isswed) yang sedang dihadapi organisasi
adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:
A Tugas, fungsi dan struktur organisasi;
B. Peran strategis organisasi;
C. Sumber daya organisasi;
D. Sistematika pelaporan.

4. Bab Il Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020, sebagai berikut:
A. Rencana Strategis
1. Pernyataan Visi dan Misi;
2. Kondisi umum, potensi, dan permasalahan;
3. Penetapan Tujuan dan Sasaran;
4. Program, kegiatan, dan rencana aksi
B. Penetapan Kinerja
1. Peta Strategi Organisasi Tahun 2020
2. Tabel berisi: 55, IEU, dan target sesuai dengan Kontrak Kinerja Tahun 2020
5. Bab Il Akuntabilitas Kinerja
A Capaian Kinerja Organisasi
Pada subbab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Milai Kinerja

Organisasi (NKOQ) Tahun 2020, yang memuat:
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2

Penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi (resume jumlah KU
dengan status indikator merah, kuning, hijau, atau abu-abu)

Tabel capaian kinerja organisasi sesuai dengan NKOQ Tahun 2020

B. Marasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2020

Pada subbab ini disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan konsep B5C

denmgan cara membandingkan anmtara capaian IKU yang terdapat dalam Peta Strategi

masing-masing satuan kerja dengan targetnya.

Marasi IKU dimaksud dilengkapi dengan:

Hal yang mendukung dapat tercapainya rencanaftarget atau alasan tidak tercapainya
target;

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala;
Kaitan pencapaian target tahum 2020 dengan targetfsasaran dalam Renstra DJBC
2020-2024;

Dalam setiap narasi IKU diharapkan juga ditampilkan data dalam bentuk tabel dan grafik.

Untuk setiap |IKUdilakukan pengukuran dengan :

1.
.

4.

Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini;
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun

lalu dan beberapa tahun terakhir;

. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis ocrganisasi;

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Selanjutnya setiap IKU dilakukan analisis terhadap :

1

5.

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif
solusi yang telah dilakukan;

. [Efisiensi penggunaan sumber daya;
. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

pernyataan kinerja;

. Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian

kinerja;

Rencana aksi ke depan [menyesuaikan dengan penganggaran Tahun 2020).

C. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang

telah digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen

Perjanjian Kinerja, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran.
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6. Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di
masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.
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BAB Il
PERENCAMAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sehubungan dengan penetapan Keputusan Direktur lenderal Bea dan Cukai Nomor
198/BC/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Rencama Strategis Direktorat lenderal Bea dan
Cukai Tahum 2020-2024 dan sejalan dengan penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis
Balanced 5corecard (BSL) di Kementerian Keuangan, maka dipandang perlu untuk mensinergikan
antara Renstra, Rood Map, dan BSC. Renstra merupakan dokumen perencanaan strategis untuk
lima tahun ke depan sedangkan Rood AMap merupakan penjabaran Renstra menjadi sasaran yang
lebih terukur dan operasional berupa milestone tahunan sebagai penunjuk arah dalam mencapai
sazaran di dalam Renstra. Untuk evaluasi pencapaian sasaran dalam Rood Mop, maka digunakan
B5C dengan penetapan kinerja melalui penjabarannya dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Laporan Kinerja [LAKIN) Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagiam Timur Tahun 2020 ini
merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi DIBC dalam rangka
pencapaian Sasaran Strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada Tahun Anggaran
2020 yang tercermin dalam capaian KU Kemenkeu-Two Tahun Anggaran 2020 yang mengacu
kepada Rencana Strategis (Renstra) DIBC Tahun 2020-2024.
1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam Rencanma Pembangunan langka Menengah MNasional (RPIMMN) Tahunm 2020-2024
ditetapkan visi Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwwjudnya Indonesio Maju yaong Berdaoulat,
Mandiri don Berkepribodion Berfondoskan Gotong Royong”™. Dalam rangka pencapaian visi
tersebut, Presiden menetapkan beberapa misi yang mencerminkan kegiatan inti dan
mandatnya menjadi lebih baik. Selain itu, juga terdapat lima arahan utama presiden terkait
pembangunan 50M, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan
birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Kementerian Keuangan tentunya juga berperan dalam mendukung wisi misi Presiden
tahun 2020-2024. Dimana visi Kementerian Keuangan yaitu Menjodi Pengelolo Keuongan
Negarg untuk Mewujudkan Perekonomion Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan
Berkeadilan wntuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju
yang Berdoulot, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskon Gotong Royong”.

Dan sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC juga memiliki visi, yaitu Menjodi
Institusi Kepobeaman dan Cukai Terkemuka di Dunio dolam rongka mendukung Visi
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Kementerian: “Menjodi Pengelolo Keuongon Negoro wntuk Mewujudkon Perekonomion
Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.

DIBC adalah salah satu institusi yang memegang peranan penting dalam menjaga
hak-hak keuangan negara demgan fungsi yang kompleks dan terus berkembang sejalan dengan
semakin tingginya aktivitas perdagangan intermasional dan tuntutan untuk memenuhi
kepentingan nasional. Volume perdagangan yang tinggi dalam era perdagangan bebas
membuka peluang bagi industri dalam negeri untuk mampu bersaing di tingkat internasional
sekaligus meningkatkan tantangan dan persaingan bagi industri dalam negeri untuk memenuhi
kebutuhan pasar domestik. Di sisi lain, semakin banyaknya aktivitas impor ke dalam negeri
khususnya barang mentah atau bahan produksi diharapkan dapat mendorong industri nasional
untuk semakin kreatif dan berkembang.

Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran DIBC sangat besar, khususnya
terkait dengan fasilitasi perdagangan dan pengawasan terhadap hak-hak keuangan negara
serta perlindungan kepada lingkungan hidup dan masyarakat yang menjadi kepentingan
nasional. Era globalisasi dan meningkatnya kejahatan lintas negara menjadi tantangan DIBC
untuk melindungi kepentingan nasional terutama terkait dengan barang-barang yang dapat
menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju
juga membutuhkan peran DIBC dalam mengoptimalkan dam menghindari kebocoran
penerimaan negara. Lebih dari itu, DIBC juga harus mampu berperan untuk melindungi
lingkungan dan masyarakat dari ancaman barang-barang tertentu melalui instrumen cukai yang
juga dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan negara guma menopang belanja
pemerintah.

Wisi DIBC telah disempurnakan, sehingga dapat mencerminkan cita-cita tertinggi DIBC
dengan lebih baik lewat penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus
terpelihara di masa depan. Visi DIBC merupakan perwujudan visi Kementerian Keuangan yang
mendukung visi Presiden.

Dalam rangka pencapaian visi Presiden tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia
Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong™, Presiden
menetapkan beberapa misi yang mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya menjadi lebih
baik. Adapun misi Presiden sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
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Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.

o m o oNom

Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Megara Kesatuan.

Sementara itu, Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden
nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dam nomor 3
{Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan

2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta
pengawasan dan penegakan hukum yang efektif

3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif

4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum

5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelalaan Sumber Daya Manusia
yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Direktorat lenderal Bea dan Cukai mendukung Misi Kementerian Keuangan nomor 1
(Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan), nomor 2 (Mencapai tingkat
pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan
hukum yang efektif), dan nomor 5 (Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan
pengelolaan S0M yang adaptif sesuai kemanjuan teknologi) dengan wpaya:

1. Memfasilitasi perdagangan dan industri

2. Menjaga perbatazan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan
perdagangan illegal

3. Optimalisasi penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Misi merupakan langkah spesifik yang harus dikerjakan demi tercapainya pernyataan visi
dan tujuan transformasi DUBC. Setelah melalui beberapa kali penyempurnaan, pernyataan misi
DIBC kini lebih mencerminkan perubahan menuju peran fasilitasi perdagangan dan ecommerce.
MNamun demikian, peran DIBC secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan,
keamanan dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adapun proses
penyempurnaan misi DIBC dimaksudkan wntuk menjamin kekhususan dan menghindari
tumpang tindih antara yang dicakup DIBC dan yang dicakup lembaga lain yang juga terlibat
dalam fungsi perindungan masyarakat serta untuk menanamkan rasa kebanggaan dan
kepemilikan internal DIBLC. lika ditarik ke Misi Presiden dan Wakil Presiden, terlihat bahwa Misi

DIBC mendukung pencapaian Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, 3, dan 7.
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Wisi dan Misi DIBC perlu dipahami oleh setiap insan pegawai Bea Cukai dan
menumbuhkan kebanggaan dalam jiwa seluruh Sumber Daya Manusia DIBC sehingga mampu
menggapai cita-cita tertinggi DJBC. Permyataan visi dan misi yang jelas juga akan memastikan
DIBC untuk memprioritaskan inisiatif transformasi yang selaras dengan aspirasi jangka panjang
DIBC dan Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Kondisi Umum, Potensi, dan Permasalahan

Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur adalah unit wertikal Eselon |l Direktorat
lenderal Bea dan Cukai yang mengikuti arah kebijakan Unit Eselon | Direktorat lenderal Bea
dan Cukai. Dalam perkembangannya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mengalami
perubahan prioritas dari tugas utama sebagai Revenue Collector menjadi Trade Faocilitator,
Industrigl Assistance, dan Community Protector. Kebijakanm di bidang kepabeanan mulai
diarahkan wntuk fokus pada kelancaran arus |barang. pemberian fasilitas
pembebasan/keringanan bea masuk dan fasilitas Kawasan Berikat, sehingga dapat mengurangi
ekonomi biaya tinggi dan menciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan industri dam
investasi.

Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai community protector. trade focilitator,
industrigl assistance, dan revenuwe colfector, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan
kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para pengguna jasa. Akan tetapi,
terdapat juga beberapa tantanganm yang harus diantisipasi. agar tidak mengganggu upaya
Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur guna memenuhi target kinerja, melakukan
pengawasan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada industri dan masyarakat, serta
optimalisasi penerimaan.

Beberapa potensi dan tantangan yang dihadapi oleh Kantor Wilayah DIBEC Kalimantan
Bagian Timur dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan tantangan Kantor
Wilayah DIBC Kalimantan Bagianm Timur kami sajikan dalam 2 [dua) tema besar yaitu Tema
Pelayanan dan Tema Pengawasan.

2.1. Tema Pelayanan
Potensi yang ada di DIBC dalam memberikan pelayanan kepada stokeholder-nya
antara lain:
a. Telah adanya kesepahaman dengam beberapa instansi terkait melalui
stokeholders-lab untuk mempercepat pelayanan dalam rantai logistik;
b. Sebagian besar pelayanan DIBC telah didukung oleh teknologi informasi yang

memadai;
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2.7

c. Adanya komitmen wyang tinggi dari para pimpinan dan pegawai DIBC dalam
memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholders.

Tantangan yang dihadapi DJBC dalam memberikan pelayanan ke depan antara lain:

a. Terus meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif,
dan efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas;

b. Mempertahankan dam meningkatkan standar pelayanan yang tinggi kepada
stokeholder;

c. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan para pengguna jasa kepabeanan dan
cukai.

d. Peningkatan peran Bidang Fasilitas Kepabeanan dalam struktur organisasi vertikal DIBC
yang baru;

e. Peran aktif Kantor Wilayah dalam pemberian dan pelayanan fasilitas kepabeanan
kepada Industri Kecil dan Menengah {IKM) melalui kerjasama dengan Kamar Dagang
dan Industri {Kadin) dan Dinas Perindustrian dan Koperasi di daerah masing-masing.

Tema Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan pabean dan cukai yang dilaksanakan Kanwil DIBC

Kalbagtim meliputi pengawasan sebagai berikut:

a. lmpor yaitu sejak pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean sampai
pengeluaran barang ke peredaran bebas;

b. Ekspor yaitu sejak barang ekspor akanm dimuat ke sarama pengangkut sampai keluar
melewati wilayah pabean;

c. Cukai yaitu pengawaszan peredaran BEKC yang tidak memenuhi ketentuan;
d. Pengawasan khusus ekspor batubara;

e. Pengawasan antar pulau barang tertentu sesuai dengan pasal 4A ayat (1) dan pasal 85A
Undang-Undang Momor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undamg-Undang
Momor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dengan obyek pengawasan berupa:

— Hasil Tambang;
— Hasil Perikanan;
— Hasil Hutan;
— Hasil Pertanian.
Tujuan optimalisasi pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai adalah mencapai
optimalisasi dan penyelarasan:
a. Revenue Collector;

b. Trode Fasilitator/industrial Assistance;
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c. Community Protector;

d. Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan
perdagangan ilegal;

Beberapa potensi yang dimiliki oleh Kantor Wilayah DIBC Kalbagtim wntuk
memaksimalkan pengawasan antara lain:

a. Sumber Daya Manusia;

b. Sarana dan Prasarana;

c. lejaring intelijen;

d. Hubungan/koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum lain;

e. Pemanfaatan sistem informasifaplikasi (CEISA, CITAC, AlS, Marine Traffic, dan aplikasi
lainnya).

f. Kerja sama pengawasan dan informasi dengan instansi lain yang terkait (Dinas
Pertambangan dan Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah
Daerah, Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanam).

Tantangan yang dihadapi dalam kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai di
wilayah Kalimantan Timur dan Utara seperti:
a. Kondisi alam;
¥ Wilayah geografis yang luas dan mencakup wilayah perbatasan dan perairan (laut
dan muara) yang umnik.

¥ Topografi daerah yang tidak mudah untuk ditembus.
Terdapat beberapa kasus pelanggaran khususnya terkait peredaran BEC ilegal yang
terjadi di area terpencil/pedalaman, di mana petugas sendiri agak kesulitan untuk
mencapai area tersebut.

¥ Banyak titik perlintasan tidak resmifjalur tradisional di sepanjang garis perbatasan
darat yang dijadikan jalur penyelundupan, terutama NPP.

b. Bentuk, modus dan jenis pelanggaran yang kian berkembang seiring walktu.

c. Pengetahuan kesadaran dan resistensi masyarakat/stokeholder terkait penegakan
ketentuan Kepabeanan dan Cukai masih rendakh.

Hal-hal yang mendukung dapat terlaksana kegiatan pengawasan dan penegakkan
hukum secara optimal selama periode tahun 2020 adalah:

a. Manajemen kinerja yang dianggap tepat;

b. Optimalisasi SDM;

c. Efisiensi penggunaan dana operasi;

d. Kerja keras dan kompetensi penyidik yang ada;
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e. Koordinasi dengan pihak eksternal dan internal yang baik;

f. Sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan secara optimal.

3. Penetapan Tujuan dan Sasaran

Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, telah ditetapkan 5
(lima) tujuan Kementerian Keuangan. Direktorat lenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab
pada pencapaian 3 (tiga) tujuan Kementerian Keuangan yaitu:

a. Tujuan pertama: Pengelolaan fiskal dan sektor keuangan yang sehat dan berkelanjutan;

b. Tujuan kedua: Penerimaan negara yang optimal; dan

c. Tujuan kelima: Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung 3 (tiga) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, DIBC telah
menetapkan sasaran, yaitu :

a. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal dan sektor keuangan
yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.

b. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan mnegara yang optimal adalah
penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal.

c. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile.
efektif, dan efisien adalah:

1) Organisasi dan SDM yang optimal
2) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
3} Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Selain sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Keuangan
2020-2024, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, Kantor
Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur telah menetapkan pula beberapa sasaran strategis
sebagai berikut:

a. Penerimaan negara yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan bea masuk, bea
keluar, dan cukai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBN-P.

b. Asistensi industri dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang efektif. 5alah satu
kebijakan strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah percepatan pelayanan yang
salah satunya diwujudkan dengan mempercepat proses penyelesaian dokumen impor,
ekspor, dan cukai yang diajukan oleh pengguna jasa, mamun tetap mempertimbangkan
aspek pengawasan. Asistensi industri adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat
lenderal Bea dan Cukai dalam rangka percepatan pelayanan, pemberian pemahaman
terhadap industri terkait kebijakan kepabeanan dan cukai yang salah satu tujuannya

dalam rangka memperlancar lalu lintas logistik impor dan ekspor sehingga menjadi salah
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satu parameter untuk mewujudkan iklim usaha yang semakin kondusif. Fasilitas
kepabeanan dan cukai adalah fasilitas dan kemudahan kepabeanan dan cukai berdasarkan
ketentuan pelaksanaan Undang-Undang di bidang kepabeanan dan cukai, dalam rangka
mendorong pertumbuhan perdagangan dan industri dalam negeri.

Sinergl pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait,
guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai
berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuanmgan negara,
melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan

nasional.

. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap

pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan
pelanggan oleh lembaga independen.

. Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai adalah

kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam
melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.
Perencanaan dan analisis perumusan kebijakan yang optimal. Untuk menjaga ocrganisasi yang
berkesinambungan [continously improvement), maka peru disusun perencanaan serta
dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan
tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dar organisasi,
serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercamtum dalam
dokumen perencanaan (rencana strategis ataupun dokumen program). Analisis rumusan
kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang
didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional.
Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang
kepabeanan dan cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Komunikasi dan edukasi yang efektif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
dan pelaku ekonomi atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang
kepabeanan dan cukai yang pada akhirnya akan memperancar proses pelayanan di bidang
kepabeanan dan cukai.

Pelayanan publik yang prima adalah pelayanan yang diberikan oleh DJBC kepada pengguna
layanan (customer) dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna layanan (customer)
sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna layanan (customer) bidang kepabeanan
dam cukai. Pelaksanaam tugas pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dengan
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mengutamakan kepentingan pengguna layanan [customer) dan mengacu kepada standar
waktu layanan dalam rangka mendukung industri dan memfasilitasi perdagangan.

i. Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif adalah kegiatan yang dilakukan dalam
rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan dan cukai secara efektif.

j- Pengendalian mutu yang optimal adalah mengawasi, mengamati, mengecek dengan cermat,
memantau pekerjaan maupun laporan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai demgan
ketentuan/peraturan yang berlaku

k. 5D0M yang kompeten adalah 5DM yang mampu bersaing dengan indikator pegawai yang
bersangkutan memiliki kemampuan kepemimpinan yang tepat. mengetahui apa yang harus
dan akan dilakukan atas semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan
untuk keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

|. Ovganisasi yang fit for purpose adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi
kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi DJBC. Dengan demikian
organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai
demgan tuntutan kebutuhan dan dimamika transformasi kelembagaan Kementerian

Keuangan.

m. Pengelolaan keuangan yang optimal adalah pengelolaan atas dana yang tersedia dalam

dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), yang dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan
dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat
efisien dan konsisten dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan

dalam perencanaan kinerja dan anggaran.

. Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi

Sebagai Unit Vertikal Eselon |l Direktorat Jemderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah DIBC
Kalimantan Bagian Timur mendukung 4 (empat) tujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
dengan 12 (dua belas) sasaran strategisnya. Selain sasaran strategis yang telah ditetapkan
dalam Renstra Direktorat lenderal Bea dan Cukai 2020-2024, dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja organisasi, Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur telah
menetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis. 5asaran strategis tersebut merupakan kondisi
yang ingin dicapai secara nyata oleh Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagianm Timur dan
mencerminkan pengaruh atas timbulnya hasil (outcome) dari pelaksanaan program. Adapun
untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis dan program
diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Program.
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Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan
dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari aparatur
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai,
dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup.

Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk
mencapai tujuan dan sasaran strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun
2020 adalah sebagai berikut:

Program : Program Pengawasan, Pelayaman, dan Penerimaan di Bidang
Kepabeanan dan Cukai;

Kegiatan : 1680

Kegiatan : Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan, Pelayanan dan Penerimaan
Kepabeanan dan Cukai di Daerah

Sasaran Kinerja : Terwujudnya pembinaan atas pelaksanaan pelayanan, fasilitasi, dam
pengawasan yang efektif serta optimalisasi penerimaan di bidang

kepabeanan dan cukai.

Tabel 2.1 Indikator Pendanaan Kinerja Kegiatan

Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di daerah 10 Dokumen Rp346.800.000,00
Pengawasan Kepabeanan dan Cukai di daerah 11 Dokumen Rp869.634.000,00
Pembinaan Kepabeanan dan Cukai di daerah & Dokumen Rp56.904.000,00
Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan Rpl.381.336.000,00
Layanan Perkantoran 1 Layanan Rp8.906.792.000,00

Total Rpl1.561.466.000,00

B. Penetapan Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi
yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yanmg lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah
komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja
terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Perjanjian kinerja pada dasarmya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan
janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian
kimerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai
secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi

pada hasil (owtcome). Dalam melakukan perencanaan kinerja juga ditetapkan wukuran-ukuran
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kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan renmcana tingkat capaian untuk
masing-masing indikator.

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020 Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur
disusun dengan mendasarkan pada sistemn pengelolaan kinerja berbasis Bolanced Scorecard (B5C)
sehingga kinerja Kantor Wilayah DIBC Kalimantam Bagian Timur diukur atas dasar penilaian
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran
strategis sebagaimana telah ditetapkan dengan Kontrak Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah
DIBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada awal tahun 2020.

Sasaran Strategis (55) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu peta Strategi berupa
kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi.
Peta Strategi Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2020 adalah sebagaimana

dalam diagram berikut dibawah ini:

Gambar 2.1 Bagan Peta Strategi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

I,

e

5

1} EE
it _—

, . 7

Berdasarkan visi, misi dan sasaran instansi telah ditetapkan 5asaran Strategis [55). Indikator
Kinerja Utama (IKU) dan target tahun 2020 bagi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

untuk dasar evaluasi kinerja dan dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi. S5ecara rinci Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target yang telah ditetapkan
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dalam Kontrak Kinerja Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur pada tahum 2020 dapat

disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-Two

No. 55 Kode TKLU 1KU LT Polarisasi
p : Persentase realisasi
1 enenm?an negara 1a-CP penerimaan kepabeanan 100%:*) Max
yang optimal d
dan cukai
R . . Waktu penyelesaian proses s ~
Asistensi industri dan 2a-N 1,20 hari Min
| pon kepabeanan
2 pembernan fasilitas - -
I Persentase implementasi
e ; 2 2b-M inisiatif peningkatan devisa B1% Max
cukai yang efektif .
hasil ekspor
. : Tingkat efektivitas
Sinergi pengawasan d -
3 dan penegakan 3a-CP PO o PEnEE 74.5% Mlax
. hukum kepabeanan dan
hukum yang efektif "
cukai
a Kepuasan peng.gun.a 22N !nde ks kepuasan pengguna 4,25 Max
layanan yang tinggi jasa {skala 5)
Kepatuhan per.uggu.na Ea-CP F'ersenFase kepatuhan B1% Max
c layanan yang tinggi importir
S, Persentase piutang bea dan
kepabeanan dan Sb-M . p E_ 94% Mlax
. cukai yang diselesaikan
cukai
Perencamaan dan . N
lici Indeks penyelesaian kajian 3
[ - _'_5'5 permsan Ba-M di bidang kepabeanan dan Max
kebijakan yang R |skala 4)
. cukai
optimal
Komunikasi dan Indeks efektivitas BS
7 . ; Ta-N B ) lax
edukasi yang efektif komunikasi dan edukasi [skala 100)
: Rata-rata persentase
Pel blik
] aena-.-alr-ui:apu : Ba-N realisasi janji layanan 10:0% Max
il kepabeanan dan cukai
Persentase efektivitas
Pengawasan 9a-N kegiatan patroli dan operasi T Max
9 | kepabeanan dan kepabeanan dan cukai
kai fektif i
cukal yang efekt 9b-N F'erser.utase efektivitas 71% Max
patroli laut
Rata-rata persentase tinghat
10a-N efektivitas monitoring dan a0% Max
Pengendalian muly pengawasan kepatuhan
1o _ internal
yang optimal
Persentase tindak lanjut
10b-MN rekomendasi Aparat BO% Max
Pengawas Fungsional
11 | 5DM yang kompeten 11la-N Persentase peningkatan To% Max

kompetensi pegawai

—
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No. 55 Kode IKU 1KU Target Polarisasi

11 Organisasi yang fit for 123N F'ersepbase efelctw.ltas_ g5 Max
purpose manajemen organisasi
Pengelolaan Persentase kualitas

12 . 13a-N 95% Max
keuangan optimal pelaksanaan anggaran

az

*) Sesuai target APBM/APEMN-P
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AKUNTABILITAS KINERJIA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur telah
ditetapkan 13 [tiga belas) 5asaran Strategis (55) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU)
yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur
dengan Direktur lenderal Bea dan Cukai tahun 2020.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 467/KME.0L1/2014
tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, status capaian kinerja
organizasi di indikasikan dengan hijau, kunming. merah sesuai dengan nilai indeks capaiannya
dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.0.1 Status Capaian Kinerja

wore |

100X <120 B0<X < 100 X< B0

Memenuhi ekspektasi Belum memenuhi ekspektasi Tidak memenuhi ekspektasi

Secara umum status capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian
Timur selama tahun 2020 terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun sesuai Kontrak
Kinerja Nomor: 27/BC/2020 dan Addendum Kontrak Kinerja Nomor: 27A/BC/2020 (langsung di
E-Performance) dapat tercapai dengan baik sebagaimana berikut ini:

Gambar 3.1 Rincian Capaian Kinerja Kanwil DIBC Kalimantan Bagian Timur

8

IKU berstatus Hijau

0 IKU berstatus Kuning

(U berstatus Abu-abu

Pengukuran tingkat capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah DIBC Kalimantam Bagian
Timur tahun 2020 sesuai dengan konsep BSC dinyatakan dengan indeks capaian dan dihitung

dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja yang terdapat dalam Peta Strategi
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Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2020 dengan targetnya.
Rincian capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur tahum 2020

tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.0.2 Tabel Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DIBC Kalimantan Bagian Timur

Stakeholder Perspective 115,96
55-1 Penerimaan negara yang optimal 107.88
Persentase realisasi penerimaan
1a-CP 100%: 107.BE% 107.88
. kepabeanan dan cukai
55.2 Asistensi industri dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang 120
efektif
2a-N Waktu penyelesaian proses kepabeanan 1.20 hari 0.37 hari 120
Persentase implementasi inisiatif
2b-N 81% 100% 120
peningkatan devisa hasil ekspor
55-3 Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif 120
Tingkat efektivitas pengawasan dan
Ly penegakan hukum kepabeanan dan cukai Ta.5% AT 120
Customer Perspective 105,39
55-4 Kepuasan pengguna layanan yang tinggi 108,00
4a-N Indeks kepuasan pengguna jasa l:s:;lz:!i] 4,59 108,00
Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan
55-5 110,78
cukai
La-CPp Persentase kepatuhan importir 81% 93.2% 115,17
Sh-N F'f!rsenta_se piutang bea dan cukai yang 94% 99,999% 106,38
diselesaikan
Internal Process Perspective 114,00
55-6 Perencanaan dan analisis perumusan kebi yang optimal 120
Indeks penyelesaian kajian di bidang 3
Ba-N 164 120
kepabeanan dan Cukai (skala 4)
55-7 Komunikasi dan edukasi yang efektif 111,58
Indeks efektivitas komunikasi dan 85
TaN | o dukasi (skala 100} i Sy
55-8 Pelayanan publik yang prima 108,22
8a-N Rata-rata persentase I‘EE|I5—BEI!EH]I 100% 108,22% 108,22
layanan kepabeanan dam cukai
55-9 Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif 118,40
Persentase efektivitas kegiatan patroli
ol dan operasi kepabeanan dan cukai i A% 120
9b-N Persentase efektivitas patroli laut 71% 82,93% 116,80
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55-10 Pengendalian mutu yang optimal 11181
Rata-rata persentase tingkat efektivitas

10a-N manitoring dan pengawasan kepatuhan 90% 100% 11111
internal

Persentase tindak lanjut rekomendasi
Aparat Pengawas Fungsional

10b-N a0% 90% 112,50

55-11 5DM yang kompeten 120

1 F"ersenl?se peningkatan kompetensi — 55,89% 120
pegawal

55-12 Organisasi yang fit for purpose 116,66

12a-N P'ersetﬂasje efektivitas manajemen 85 39,16% 116,66
organisasi

55-13 Pengelolaan keuangan yang optimal 104,05

13a.CP Persentase kualitas pelaksanaan 955 37,38% 102,51
anggaran

*] Perhitungan Capaian berdasarkan format perhitungan NKO tahun 2020

B. Marasi Evaluasi dan Analisis Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

1a-CP  Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Pada pericde 1 lanuari s.d. 31 Desember 2020, penerimaan kepabeaman dan cukai di
lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur yang meliputi bea masuk, bea keluar, dan cukai
sebesar Rpb54.299.850.344,00 atau sebesar 107.88% dari target yang ditetapkan dalam
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-232/BC/2020 tanggal 2 Movember 2020
tentang Distribusi Target Penerimaan wntuk Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur
sebesar Rp513.805.075.000.

Tabel 3.1.1 Realisasi Target Penerimaan APBN/APBN-P Tahun Anggaran 2020 Kanwil DUBC
Kalimantan Bagian Timur [dalam ribuan rupiah)

Capaian

penerimaan

1. | 637.558.453,00 | 51380507500 | 450.643.543.37 | 62.780.952.42 | B75.314,56 | 554.255.850,34 | 107.88

Eeterangan: Sumber data CEISA Billing [Penerimaan Bruto) dan SPAN (restifus]] update 11 lanwearl 2020
Total realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai (BM, BEK, dan Cukai) s.d. 31 Desember

2020 sebesar Rp554.299_850.344.00 atau sebesar 107.B8% dan target tahunan APBN-P 2020.

Realisasi penerimaan DIBC mengalami penurunan dari tahun lalu namun capaian Indikator Kinerja
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Utama (IKU} mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Capaian dari IKU ini naik sebesar 11,36%

jika dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2019,

Perbandingan target Penerimaan Kanwil DIBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2019 dan

Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.1.2 Target Penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur 2019-2020

Target Penerimaan

Jenis Mominal Kenaikan / iy
2019 2020 (Penurunan) {Penurunan)
Bea Masuk | 609.105.764.000,- | 476.045.697.000,- | -(133.056.067.000),- -2T7.95%
2 | Bea Keluar 19.098.922.000,- | 37.519.815.000,- 18.420.853.000,- 43,10%
3 | Cukai 679.140.000,- 235.563.000,- -[443.577.000),- -138.31%
Total Target 628.883.826.000,- | 513.805.075.000,- | -{115.078.751.000),- -22,40%
Keterangan: 1. Sumber data MPO dan Laporan IKU tahun

1. Bea masuk termasuk BM-DTP
Dari tabel di atas dapat dilihat capaian IKU penerimaan di Kanwil DIBC Kalimantan Bagian

Timur pada tahun 2020 lebih tinggi daripada capaian tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan target

tahun 2020 target Kanwil DIBC Kalimantam Bagian Timur menurun sehingga menjadi Rp

513.805.075%.000,00. Target tersebut lebih remdah Rp 115.078.751.000,00 daripada tahun 2019

(target tahun 2019 sebesar Rp 628.883_826.000,00).

Dari grafik di atas dapat juga disimpulkan sebagai berikut:

. Terjadi penurunan target penerimaan Kanwil DIBC Kalimantan Bagian Timur sebesar 115,08

miliar rupiah dibanding dengan APBN-P 2019.

. Target penerimaan Bea Masuk turun sebesar 27,95% atau nominalnya naik sebesar 133,06

miliar rupiah dibanding dengan APBN-P 2019.

. Target penerimaan Bea Keluar naik sebesar 49,10% atau nominalnya sebesar Rp 12,91 miliar

rupiah dibanding dengan APBMN-P 2019.

. Target penerimaan Cukai turun sebesar 1BB,31% atau nominalnya sebesar Rp 443,58 juta

rupiah dibanding dengan APBN-P 2019.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian penerimaan tahun 2020 adalah sebagai

berikut:

1

Penerimaan bea dan cukai terutama bea masuk pada tahun 2020 relatif banyak mengalami
penurunan antara lain karena dampak dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan
menurunnya volume kegiatan Impor dan Ekspor yang disebabkan oleh kebijakan penerapan

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah.

. Penerimaan Bea Masuk di beberapa KPPBC di lingkungan Kanwil DIBC Kalimantan Bagian

Timur menurun karena terjadi penurunan volume kegiatan importasi dibuktikan dengan

penurunan jumlah PIB pada tahun 2020 [14.677 PIB) dibandingkan tahun 2019 [1B.267 PIB).
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3

Di wilayah kerja Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur terdapat pabrik yang
mengedarkan Barang Kena Cukai (BEC) berupa HPTL sehingga penerimaan cukai
mempengaruhi penerimaan kepabeanan secara keseluruhan.

Selain memungut jenis penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai, KPPBC dilingkungan

Kanwil DIBC Kalimantan Bagian Timur juga melakukan pungutan terhadap penerimaan Pajak

Dalam Rangka Impor (PDRI) yang menjadi persepsi Direktorat lenderal Pajak.

Strategi dalam pencapaian target penerimaan tahun 2020

Untuk memenuhi pencapaian target penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar pada tahun

2020, Kantor Wilayah DJIBC Kalimantan Bagian Timur telah menyusun strategi-strategi sebagai

berikut:

1.

Melaksanakan monitoring. bimbingan, analisis penerimaan, dan koordinasi terkait optimalisasi
penarimaan.

Mengadakan pertemuan dengan jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jlenderal Pajak Kalimantan
Timur dan Utara untuk melaksanakan Joint Analysis dalam rangka optimalisasi penerimaan
negara.

Mengadakan Focus Group Discussion tentang keberatan dan banding di bidang kepabeanan
dan cukai

. Mengadakan rapat bersama KPPBC untuk mengoptimalisasikan penerimaan negara dan

melaksanakan koordinasi pengawasan di bidang kepabeanan.

Pemetaan wajib pajak yang berkontribusi besar terhadap penerimaan Kantor Wilayah DIBC
Kalimantan Bagian Timur dengan tujuan mendorong wajib pajak tersebut untuk meningkatkan
kegiatan ekspor/impor yang berpotensi terhadap penerimaan negara.

Melakukan pembinaan terkait teknis kepabeanan ke pihak internal maupun ekstermal.

. Monitoring piutang lamcar dan memberikan warning kepada KPPBC untuk secara aktif

melakukan komunikasi dengan pengguna jasa agar segera melunasi hutangnya.
Asistensi kepada KPPBC wntuk melakukan penelitian dokumen secara cermat dalam rangka

mengurangi terjadinya potential loss penerimaan negara.

. Melakukan asistensi penetapan tarf dan nilai pabean dan melaksanakan koordinasi dengan

pejabat, terkait penelitian ulang atas beberapa PIB yang diberitahukan.

. Melaksanakan verifikasi penerimaan dan validasi data piutang tingkat Kantor Wilayah setiap

triwulan, sehingga diperoleh data penerimaan beserta piutang yang valid.

. Melaksanakan bimbingan teknis ke KPPBC terkait pembinaan kepada pengguna jasa terutama

tentang pengklasifikasian barang minerba dan peralatan eksplorasi serta Nilai Pabean.
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Mitigasi yang dilakukan oleh Bidang Kepabeanan dam Cukai yaitu dengan melakukan
redistribusi target penerimaan kepada seluruh KPPBL sesuai dengan potensi dan proyeksi
realisasi penerimaan yang telah KPPBC sampaikan.

2a-CP 'Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan

Waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance time) merupakan salah satu
mata rantai dalam proses pergerakan arus barang sebagai bagian dari dwelling time. Dwelling time
adalah lama waktu sejak barang impor dibongkar dari kapal sampai dengan barang keluar dari
pelabuhan. Indikasi perhitungan dweiling time adalah lamanya kontainer impor ditumpuk di
pelabuhan [waktu penumpukan kontainer di pelabuhan).

IEU penyelesaian proses kepabeanan dimonitor dengan pengukuran pencapaian customs
clearance time terhadap kegiatan layanan importasi yang meliputi penyelesaian seluruh dokumen
PIB pada semua jalur pelayanan yaitu jalur merah, jalur kuning. dan jalur hijau, serta PIB yang
diajukan oleh importir Mitra Utama (MITA) pada kantor pelayanan Bea dan Cukai di 10 (sepuluh)
pelabuhan utama, yaitu:

a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

b. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C S5oekarno-Hatta;

c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan;

d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Mas;
e. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak;
f. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak;

g. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai;

h. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda;

i. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan;
J- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar.

Pada tahun 2020, IKU ini memiliki target sebesar 1,20 hari dengan polarisasi minimize,
dimana semakin kecil jumlah harif semakin cepat penyelesaian proses kepabeanan maka indeks
capaian menjadi semakin tinggi. Realisasi tahun 2020 adalah sebesar 0,37 hari dengan rincian

sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.2.1 Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan

s.d Q2 a3 s.d 03 04 Pol/K.P.

hari hari hari hari hari hari hari
Realisasi 0.39 0,39 0,39 0,37 0,37 0,37 0,37
hari hari hari hari hari Hari Hari

Min/TLEV
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| Capaian | 305,41% | 307,89% | 30?,3595| 325.66% | 325 66% | 328.00% | 328.00% |

2b-MN Persentase Implementasi Inisiatif Peningkatan Devisa Hasil Ekspor

Peningkatan realisasi nilai devisa ekspor adalah bentuk konsistensi eksportir dalam
melakukan kegiatan eksportasi, dimana meningkatnya jumlah kegiatan ekspor yang dilakukan oleh
eksportir baik eksportir lama/baru akan berbanding lurus dengan semakin tingginya nilai devisa
ekspor yang dihasilkan. Nilai devisa ekspor yang dimaksud disini adalah nilai yang diberitahukan
pada dokumen PEB untuk eksportir dengan komoditi hasil laut.

Untuk mencapai |[KU Persentase Implementasi Inisiatif peningkatan devisa ekspor adalah
dengan rincian sebagai berikut :
1. Komponen Perencanaan dengan pembobotan sebesar 35%

a. Analisis Singkat atas Objek inisiatif yang memuat informasi minimal:
1) Latar belakang program;
2) Kendala dan altermatif solusi;

3) Pihak-pihak eksternal yang akan terlibat danm bekerja sama yang disertai dengan tujuan

dari keterlibatan dan kerja sama terkait.

4} Timeline pelaksanaan kerja sama/pembahasan dengan pihak-pihak eksternal terkait.

%) Telah dilaksanakan analisis singkat atas objek inisiatif sebagaimana analisis optimalisasi
potensi ekspor komoditi hasil laut sesuai dengan Nota Dinas Kepala 5eksi Pelayanan
Kepabenan dan Cukai Momor ND-234/WBC16/KPP.MP.OS0E/2020 tanggal 27 Maret
2020.

b. Pembentukan tim yang dituangkan ke dalam KEP tim implementasi yang disertai tugas dan
fungsi seluruh anggota tim dalam penyelesaian inisiatif. Sudah dilakukan pembentukan tim
dengan nomor KEP-46/WBC.16/KPP.MP.05/2020 tanggal 27 Maret 2020.

2. Komponen Proses dengan pembobotan sebesar 50%

a. Pelaksanaan kegiatan public campaign dan/atau asistensi dan/atau sosialisasi kepada para
pihak terkait [pengusaha, calon investor, masyarakat, pengguna jasa, dllj yang dibuktikan
dengan dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan Sharing 5ession dan Public
Compaoign dalam rangka optimalisasi ekspor komoditi hasil laut di Tarakan telah
dilakzanakan pada 25 Juni 2020 melalui video conference aplikasi zoom dan telah dilakukan
sosialisasi melalui media sosial KPPBC TMP B Tarakan terkait ekspor. Hal tersebut dibuktikan
dengan laporan kegiatan sesuai Nota Dinas Kepala 5eksi Pelayanan Kepabenan dan Cukai |
Nomor ND-314, WEBC.16/KPP.MP.0504,/2020 tanggal 29 Juni 2020.
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b. Persentase penyelesaian pembahasan dengan pihak-pihak ekstermal terkait sebagaimana
tercantum di dalam amalisis objek inisiatif yang disertai dengan notulensi dalam setiap
pembahasan dan kesimpulan atas pembahasan yang telah selesai dilaksanakan (dalam hal
pembahasan dilaksanakan lebih dari satu kali), perhitungan persentase penyelesaian adalah
sebagai berikut

c. Telah dilaksanakan koordinasi dan pembahasan kegiatan Ekspor bersama Perusahaan CV
Lima Mutiara Indomal, Disperindagkop dan UMKM Kota Tarakan sesuai
ST-217/WBC.16/KPP.MP.052020 tanggal 12 Agustus 2020, serta kunjungan ke PSDKP kota
Tarakan sesuai 5T-224,/WBC. 16/KPP.MP.05/2020 tanggal 24 Agustus 2020.

d. Penandatanganan Mol dengan masing-masing pihak terkait danfatau Mol! bersama
dengan seluruh pihak terkait. Telah dilaksanakan penandatanganan Mol dengan pihak
PSDKP Tarakan dalam rangka meningkatkan devisa ekspor hasil perikanan sesuai dengan
UND-17/WBC.16/KPP.MP.05/2020 tanggal 23 September 2020 bertempat di KPPEC TMP B
Tarakan pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020.

3. Komponen Hasil dengan pembobotan sebesar 15%

Terdapat peningkatan atas Dewviza Hasil Ekspor dari target tahun sebelumnya minimal 5 %.

Target Devisa ekspor tahun 2019 yaitu sebesar USD 64.914.847,50 sedangkan untuk target

minimal Devisa ekspor tahun 2020 yaitu sebesar USD 68.160.589,87 (105% dar Target tahun

2019). Realisasi Devisa s5.d. 31 Desember 2020 yaitu sebesar USD 80.024.293,04. Pada tahun

2020 DHE yang diperoleh KPPBC TMP B Tarakan sebesar 123,27% dibandingkan Target Devisa

tahun 2019 atau 117.4% dari Target minimal Devisa tahun 2020.

Persentase implementasi inisiatif peningkatan devisa hasil ekspor KPPEC TMP B Tarakan
Tahun 2020 dihitung dengan menggunakan formula berikut:

Gambar 3.2 Formula IKU Persentase Implementasi Inisiatif Peningkatan Devisa Hasil Ekspor

Persentase implementasi = (35%) Komponen Perencanaan + (50%) Komponen Proses

+ [15%) Komponen Hasil

Dengan mendasarkan pada data diatas, Persentase |KU efektifitas peningkatan devisa
ekspor KPPBC TMP B Tarakan sampai dengan bulan Desember 2020 adalah 100 %. Perbandingan
Persentase |KU efektifitas peningkatan devisa ekspor KPPBC TMP B Tarakan tahun 2020 dengan

periode sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:
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Tabel 3.3.1 Perbandingan IKU Persentase Implementasi Inisiatif Peningkatan Devisa Hasil Ekspor

Persentase

implementasi
inisiatif
peningkatan
devisa hasil

ekspor

Gambar 3.3 Devisa Hasil Ekspor

SOO00000
BOO00000
FOO00000
GOO00000
SOO0000
A0O00000
30000000
20000000
10000000

o

2019 2020
B Tarmet HOHE
Analisis:

1. Hal - hal yang mendukung tercapainya target adalah:

a. Berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait upaya yang nyata dalam meningkatkan
produksi produk perikanan sehingga mempengaruhi peningkatan pada devisa ekspor.

b. Melakukan koordinasi demgan kantor pabean tempat pemuatan ekspor komoditi hasil laut
terkait teknis pelaksanaan konsolidasi barang ekspor.

c. Melakukan Supporting kepada Eksportir baru, pengusaha, pengguna jasa, masyarakat serta
agen pelayaran/penerbangan dengan cara melakukan public campaign, sosialisasi dan
asistensi.

d. Meningkatkan sinergi dengan P5DKP Kota Tarakan melalui kegiatan koordinasi dan

penandatanganan Mol Kerjasama untuk mengoptimalkan pengawasan ekspor di Kota

Tarakan.
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2. Kendala yang dihadapi:

a. Belum ada tempat khusus untuk kegiatan pelelangan ikan.

b. Sarama pendukung kegiatan ekspor kurang memadai.

c. Kesulitan untuk mendapat kontainer internasional.

d. Belum ada mother vesse! yang melayani rute Tarakan langsung ke luar negeri untuk
pengangkutan komediti hasil perikanan.

e. Pelaksanaan kegiatan yang mendukung tercapainya target peningkatan devisa hasil ekspor
mienjadi terkendala dikarenakan adanya pandemi Cowvid-19.

f. Pemberlakuan kebijakan fockdown di Malaysia mengakibatkan arus ekspor ke Malaysia
sempat terhenti dan menjadi berkurang bila dibandingkan sebelum pandemi covid-19.

3. Efisiensi penggunaan sumber daya:

a. Efisiensi waktu dan biaya dengan menggabungkan dua program dalam satu kegiatan [Public
Campaign dan Sharing Session Dengan Eksportir Hasil Laut).

b. Pelaksanaan pembahasan dengan pihak eksternal, kegiatan public campaign dan sharing
session dilakukan secara online melalui zoom meeting. hal ini dilakukan untuk mengurangi
kontak fisik akibat pandemic covid-19 dan juga membuat lebih efisien waktu dan biaya.

4. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

a. Berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait upaya yang nyata dalam meningkatkan
produksi produk perikanan sehingga biza berimbas pada penigkatan devisa ekspor.

b. Meminta arahan terkait teknis pelaksanaan konsolidasi barang ekspor, dengan barang dan
dokumen diterbitkan di pelabuhan muat asal dan dilakukan konsolidasi di pelabuhan muat
ekspor.

. Melakukan Supporting kepada Eksportir baru, pengusaha, pengguna jasa, masyarakat serta
agen pelayaran/penerbangan dengan cara melakukan public campaign, sosialisasi dan
asistensi.

d. Meningkatkan sinergi dengan PSDKP Kota Tarakan melalui kegiatan koordinasi dan
pembuatan MolU/ Kerjasama untuk dapat semakin mengoptimalkan kegiatan Ekspor di Kota
Tarakan.

5. Rencana aksi ke depan :

a. Melanjutkan program yang sama yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dengan target
yang meningkat.

b. Menjalankan kegiatan yang bersifat tatap muka dengan tetap menjalankan protokol
kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19.
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3a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai

Komponen | : Persentase Hasil Penyidikan yang Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan (P21)

Penyidikan adalah rangkaian tugas dan fungsi dalam rangka mengungkap fakta-fakta dan
bukti-bukti terjadinya tindak pidana kepabeanan dan cukai serta TPPU guma menemukan
perbuatan pidana, alat bukti yang cukup, dan tersangka pelaku tindak pidana.

Berkas perkara adalah berkas kasus tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai serta
TPPLL

Tindak pidana kepabeanan dan cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan
Kepabeanan dam Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam demgan pidana sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Momor 10 Tahun
1395 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Momor 33 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

SPDP adalah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sebagai penugasan penyidik untuk
memulai kegiatan penyidikan.

Penyidikan Tindak Pidama Asal (TPA) adalah penyidikan atas peristiwa pidana di bidang
Kepabeanan dan Cukai wyang memenuhi unsur-unsur pasal ketemtuan pidana dalam
Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.

Penyidikan Tindak Pidana Asal Kriteria Khusus (TPAk) adalah penyidikan atas peristiwa
pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai yang memenuhi unsur-unsur pasal ketentuan pidana
dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai yang dalam penerapannya
ditetapkan oleh Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan.

Penyidikan Tindak Pidama Pencucian Uang (TPPU) adalah pengembangan dar penyidikan
TPA dalam bidang Kepabeanan dan Cukai yang memenuhi unsur pidana sesuai dengan
Undang-Undang Momor & tahun 2010 tentang Pencegahan dam Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang. Dalam hal penyidik Bea Cukai melaksamakan penyidikan TPPU, diwajibkan
melaporkan perkembangan tiap bulan paling lambat taggal 7 kepada Direktur P2.

Status P21 adalah status berkas perkara pidana yang telah diserahkan oleh Penyidik DIBC,
dan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, serta siap untuk dilimpahkan ke Hakim
Pengadilan untuk dilanjutkan ke proses persidangan.

Jumlah berkas perkara yang berstatus P21 adalah berkas perkara pada periode tahumn
berjalan yang berasal dari 5PDP tahun berjalan dan S5PDP yang belum P-21 pada tahun sebelumnya
(Year-1).

5P3 adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan tentang proses penyidikan yang
dinyatakan berhenti berdasarkan Pasal 109 ayat (2} Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
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yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang

berjalan, karena:

1. tidak diperoleh bukti yang cukup;

2. peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;

3. penghentian penyidikan demi hukum.

5PDP yang dikembalikan adalah S5PDP yang dikembalikan oleh laksa Penuntut Umum
berdasarkan kewenangannya karena tidak mengalami perkembangan dalam kurun waktu &6 bulan
dari dimulainya proses penyidikan, tidak dimasukkan dalam perhitungan (mengurangi saldo SPDP).

Jumlah SPDP yang diperhitungkan adalah jumlah akumulasi 5PDP yang outstanding
sampai dengan akhir tahun sebelumnya (y-1) ditambah dengan jumlah 5PDP yang diterbitkan
pada periode berjalan dikurangi:

1. SPDP yang diterbitkan 5P3 dan SPDOP yang dikembalikan oleh Kejaksaan;

2. S5PDP yang pengujian keabsahan upaya paksa dan penggunaan wewenang [pra peradilan})-nya
diputuskan kalah dan menyebabkan timbulnya SPDP baru.

3. S5PDP yang proses penyelesaian penyidikannya mengalami kendala dan dirasa memiliki tingkat
kesulitan yang tinggi, dapat dikecualikan dari perhitungan IEU [mengurangi saldo SPDP),
dengan syarat sebagai berikut:

a. SPDP yang dapat dikecualikan adalah SPDP yang telah dilaksanakan proses penyidikan
minimal 3 bulan sejak tanggal SPDP.

b. Pemilik 1K mengirmkan nota dinas kepada Direktur P2 mengenai SPDP yang memiliki
kendala penyelesaian berkas perkara beserta penjelasannya.

c. Direktur P2 mengirimkan nota dinas balasan yang memberikan persetujuan bahwa atas
5PDP sebagaimana butir (2) di atas dapat dikecualikan dari perhitungan [KU tahumn ini.

d. Batas waktu pengiriman nota dinas sebagaimana butir (2) di atas adalah tanggal 31 Oktober
tahun berjalan.
Untuk SPOP yang dalam penanganan berkas perkaranya meliputi Tindak Pidana Pencucian

Uang (TPPU). apabila tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan, maka tetap dimasukkan ke

dalam perhitungan di tahun berjalan dan menjadi outstanding pada tahun setelahnya.

IEU Komponen | ini secara rinci dirumuskan sebagai berikut:
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Tabel 3.4.1 Formula KU Komponen | P21

Berknos perkara TPA yang berstatus P21
Z SPOF TPA x90% x 0,95 +
Persentase Hasil
Penyidikan yang Zﬁrrkﬂ: perkara TPAk yang berstatus P21 PRI
x Xl
Dinyatakan Lengkap SPOPTPAK

oleh Kejaksaan [P21)

5 16

Z Berkas perkara TPPU yong berstatus P21
SPDP TPPU
Realisasi pelaksanaan penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) di
lingkungan Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2020 telah dilakukan
dengan rician sebagai berikut:

Tabel 3.4.2 Rincian IKU Komponen | P21

KPPBC TMP C Nunukan SPOP-02/WBC.16/KPP.MP.OG/PPNS/2019 P21
tanggal 22 November 2019

KPPBC TMP C Nunukan SPOP-03/WBC16/KPP. MP.OG/PPNS/ 2015 P31
tanggal 20 Desember 2019

Realisasi Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan [P21) Kantor
Wilayah DJBC Kaliamantan Bagian Timur adalah 85,5%.

Komponen Il : Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal

Penmgawasan BKC HT llegal adalah semua kegiatan pengawasan barang kena cukai hasil
tembakau (rokok, cerutu, klembak, klobot, dam hasil pengolahan tembakau lainnya) yang
dilakukan oleh satuan kerja Direktorat lenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya.

Rencama Pelaksanaan Pengawasan BKC HT llegal Barang Kema Cukai llegal adalah jumlah
rencana yang sudah ditetapkan dalam periode awal tahun mempertimbangkan prevalensi
merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, persentase penduduk pedesaan, jumlah
sumber daya manusia dan anggaran tiap satuan kerja.

Atas rencana pelaksanaan Pengawasan BKC HT llegal BKC ilegal sebagaimana poin 2 di atas,
Khusus untuk Kantor Wilayah DIBC membagi rencana tersebut ke KPPBC di wilayah kerjanya.

Capaian IKU dihitung menggunakan 4 komponen KU, yaitu komponen | (pelaksanaan
sosialisasifbobot 10%), komponen Il |Pelaksanaan Pengawasan BKC HT llegal/bobot 10%).
komponen |l (Efektivitas Pengawasan BKC HT llegal/bobot 40%), dan komponen IV {Tindak Lanjut
Penindakan/bobot 409).
ponen Il ini secara rinci dirumuskan sebagai berikut:.
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Tabel 3.4.3 Formula IKU Komponen Il Pengawasan BEC llegal

Persentase T Amalisasi Eithpunturet o I 58 Cpmras
yang
keberhasilan  Prein Kegistan it marghasikan u;:_‘".:'m":m
pengawasan Sagaliven FJ.:HT 0% e nindakan — X 10%
sﬁft_ml_kmlm w s 1 Bancana I Amalizasi — "
pere-l:laran.E.-arang Sasalivesi D HT [ — Cpmrmni Paxar Pn::::
Kena Cukai ilegal g o

Pelaksanaan |KU Komponen Il di lingkungan Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur
selama tahun 2020 dengan skor pelaksanaan sosialisasi BKC HT dengan jumilah 45 kali, realisasi
operasi sebanyak 53 kali, operasi yang menghasilkan penindakan sebanyak 52 kali dan SBP yang
ditindaklanjuti sebanyak 52 kali. 5ehingga realisasi persentase keberhasilan pengawasan
peredaran Barang Kena Cukai ilegal Kantor Wilayah DIBC Kaliamantan Bagian Timur adalah
103,31%.

Rincian data IKU Komponen |l pengawasan BKC ilegal dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.4.5 Rincian Data IKU Komponen || Pengawasan BEC llegal

Eomponsn Il
Peng

Mama Ksrtor

]u :11Inh

Tindnk
Lamjut
Ealimantan 120, 120, - 98, = 100,
Bagan Timur B 30,0 - EE] 33 . LE] 3200 1 134 154,30 15 103.31%

Adapun perumusan capaian KU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum
kepabeanan dan cukai adalah rata-rata dari kedua komponen tersebut sejumlah 94.41% dari
target yang ditetapkan sejumlah 75%.

Tabel 3.4.6 Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan
Culkai
Realisasi 2020

Target Realisasi Capaian

3a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum

kepabeanan dan cukai 4% | S8 120

da-M Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Sasaran Strategis |KU ini adalah kepuasan pengguna layanan yang tinggi. Kepuasan
pengguna layanan yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang
kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna jasa.

IEU ini mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa di lingkungan Kantor Wilayah DIBC
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Kalimantan Bagian Timur atas pelayanan yang diberikan oleh seluruh KPPBC di lingkungan Kantor
Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur. Responden survei adalah pengguna jasa yang menerima
pelayanan di bidang Kepabeanaan dam Cukai pada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur.

Pada tahun 2020, pengukuran |KU diperoleh melalui survei dengan jumlah sebaran
responden serta standarisasi metode survei menggunakan mekanisme pengumpulan data secara
online yang dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Berdasarkan survei, hasil perhitungan
indeks kepuasan pengguna jasa disampaikan melalui nota dinas Direktur Kepatuhan Internal
Momor: MD-834/BC.08/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Penyampaian Indeks Hasil Survei
Kepuasan Pengguna lasa Tahun 2020.

Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa atas layanan yang
terdapat di Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian dan satuan kerja vertikal di bawahnya.

Indeks kepuasan menggunakan skala 5 yang didefinisikan:

Tabel 3.5.1 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna lasa

Fermula Target Realisasi Indeks

Indeks kepuasan menggunakan skala 5 yang
didefinisikan:

1.00 - 1,99 adalah Tidak Puas

2.00-2.99 adalah Kurang Puas 4,25 4,59 108,00

3.00-3.99 adalah Cukup Puas

4,00 - 4,49 adalah Puas

4,50 - 5,00 adalah Samgat Puas

Sesuai tabel di atas, dapat terlihat bahwa realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Kantor
Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sudah memenuhi target dengan memperoleh indeks 4,59
yang dikategorikan sangat puas.

Rincian survei untuk capaian |KU ini dijelaskan dengan gambar berikut:
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Gambar 3.4 Survei Kepuasan Pengguna Jasa Kanwil DIBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2020

Survei Kepuasan Pengguna Jasa "
Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timu
Tahun 2020

Indikatar Indeks Kategor

Sixtem dan Prosedur Pelayanan Samgat Puas

Kegelasan Persyaratan Administrasi F 1.61 Sangat Puas ' .40 1
Kegelasan Prosedur Pelayanen F 461 Sagal Puas ' 042 I
Kemudahan Prosedur Pelayanan £ 164 Sangat Puas P 036 1
Kegelasan Hiaya Pelayanan 453 sangat Puas i 040 m
Kecepatan Waktu Pelayaran i 4.59 Sangal Puas . 042 I
Pegawal dan Petugas Pelayanan 54 Samgat Puas

Keramahan dan Kesopuaman Peparws 4.TZ Samgat Puas ﬂ.-l 0.2z I
Kedisiplinan Pegawai E 459 Sangat Puas ' 036 1
Kecopatan Petugas Pelayanan : 454 Langat Puas P 0.3s n
Keahlian dan Pengetahuan Petagas Pelayanan : 4.55 Sangat Puas .- .38 1]
Keadilan Petugas Pelayanan F 4,58 Sangal Puas ' 0,37 I
Imtegritas Pegawai [ 455 Sangat Puas g 03s 1]
Sarana dam Prazsarana Kanoor i L Samngat Puas

Kenyamanan Lokel Pelayanan ' 4.62 Sangal Puas '- 038 ¥
Kebersihan Kantor : 464 Sangat Puas i 03s I
Kenyamanan Ruang Tungm 1 461 Samgal Puas ' .40 ¥
Kenyamanan Toilet 3 452 Sangat Puas " 042 1
Keelazan Tata Ruang : 4.54 Langat Puas ' a8 1
Ketersediaan Sarana Pendubung Lainnya g 442 Puas " il 1]
Layanan Informas - Samgat Puas

Ketersediaan Layanan Infarmasi 4,54 Sangat Puas @ on I
Kepelasan Layaman Informasi - 457 Sangal Puas " 042 n
Kemudahan Mendapatkan Informsasi - 4.61 Sangal Puas ' 0.35 I
Kemudahan M enyampaikan Pengaduan x 4.57 Sangat Puas '- 0.3a n

Tnileks Kepiass 4.59 Samgat Puas
Faktor Koreks LIk}
Indeks Alhir .59 Samgat Puas

Perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Pengguna lasa dari tahun 2018-2020 dengan target
renstra dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 3.5.2 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna lasa 2018 - 2020

2018 2019 2020 Target

Target Realisasi Indeks Target Realisasi Indeks Target Realisasi Indeks Renstra

Terdapat kenaikan dan penurunan indeks capaian dari Tahun 2018 s.d. 2020, yaitu tahun
2018 dengan indeks capaian 4,45 (sangat puas), pada tahun 2019 dengan indeks capaian 4,16
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{puas) dan pada tahun 2020 dengan indeks capaian 4,59 (sangat puas).

Berdasarkan hasil survei hal-hal yang menyebabkan tercapainya target adalah:
1 Sistem dan prosedur pelayanan
2 Pegawai dan petugas pelayanan
1 Sarana dan prasaran kantor
4 Layanan informasi

Namun demikian, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah melakukan berbagai
pembenahan di tahun 2020 wuntuk meningkatkan kepuasan pengguna jasa dari segi pemberian
layanan dan informasi serta layanan sarana dan prasarana, seperti:

1. Melakukan sosialisasi secara daring. baik melalui media sosial maupun virtuol meeting. live
chot pada website satker yang terhubung langsung ke petugas bea cukai;

2. Renovasi gudang menjadi toilet wanita lobi lantai 1;

3. Penyemprotan desinfektan di area kantor dalam rangka pencegahan COVID-19;

4. Pengadaan sarana protokol kesehatan pencegahan COVID-19, seperti tempat cuci tangan, hand
sanitizer dinding, dll;

5. Perawatan/pencucian kursi milik kantor;

6. Pemeliharaan rutin peralatan kerja elektronik, seperti: AC, PC, printer, dil; dan

7. Renovasi ruangan Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai.

Mitigasi yang dilakukan yaitu memaksimalkan sarana dan prasarana yang mendukung
kegiatan. Seperti menjaga agar lingkungan kantor seperti mushola, lobby dan toilet tetap bersih
sehingga nyaman untuk digunakan dan pemeliharaan inventaris kantor lainnya.

Rencama aksi yang akan dilaksanakan wntuk mencapai |KU ini di tahun 2021 adalah
melakukan optimalisasi anggaran pemeliharaan perangkat komputer yang ada dengan upgrade
hardware [RAM, 550), mengusulkan perangkat komputer dan perangkat pendukung lainnya serta
pemeliharaan pada bangunan gedung kantor yang membutuhkan.

5a-CP  Persentase Kepatuhan Importir

Kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah diukur dengan penilaian kepatuhan pada
kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah dalam proses Pengeluaran Barang.

Proses pengeluaran barang adalah serangkaian proses administratif yang dilakukan oleh
importir dalam rangka pengeluaran barang impor. Proses pengeluaran barang diukur atas importir
yang pada penjaluran dokumen PIB ditetapkan sebagai jalur kuning danfatau merah. Kepatuhan
proses pengeluaran barang diukur berdasarkan kepatuhan atas penyerahan dokumen pelengkap
pabean, penyerahan Penyampaian Kesiapan Barang, dan penyerahan DNP {dalam hal dokumen
diterbitkan INP). Batas waktu penyerahan dokumen pelengkap pabean dam PEB sesuai dengan
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Peraturan Direktur lenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Barang Impor Untuk Dipakai dan batas waktu penyerahan DNP sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor PME-34/PME.04,/2016 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.
Kriteria kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah yang diukur melalui kepatuhan

dalam proses pengeluaran barang adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan penyerahan dokumen pelengkap pabean.

Dokumen pelengkap pabean merupakan seluruh dokumen yang digunakan sebagai
pelengkap pemberitahuan pabean. Penyampaian dokumen pelengkap pabean diserahkan
selambat-lambatnya pulkul 12:

a. hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
b. hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
Terhitung sejak SPIK dan S5PIM.
2. Kepatuhan Penyampaian Kesiapan Barang.

Penyampaian kesiapan barang merupakan pemberitahuan atas kesiapan barang untuk
diperiksa fisik oleh pejabat bea dan cukai setelah dokumen pelengkap pabean diserahkan dan
barang telah siap wuntuk diperiksa. Penyampaian kesiapan barang diserahkan
selambat-lambatnya pukul 12:

a. hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
b. hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
Terhitung sejak ditetapkan SPIM.
3. Kepatuhan Penyerahan DNP (SPJK dan 5PIM)

Dalam hal pejabat bea dan cukai menerbitkan INP, importir wajib menyerahkan DNP
selambat-lambatnya 3 hari setelah diterbitkan INP.

Penghitungan capaian atas komponen kepatuhan impaortir jalur kuning dan jalur merah:
a. Dalam hal tidak diterbitkan INP, maka perhitungan kepatuhan atas dokumen tersebut hanya

untuk penyerahan hardcopy dan/atau PKB; dan
b. Importir dinyatakan patuh apabila
1) Pada kuartal I, 15% dari jumlah dokumen PIB kuning dan merah memenuhi kriteria
patuh;
2) Pada kwartal I, 30% dari jumlah dokumen PIB kuning dan merah memenuhi kriteria
patuh;
3) Pada kuartal lll, 50% dari jumlah dokumen PIB kuning dan merah memenuhi kriteria

patuh; dan
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4) Pada kwartal IV, 70% dari jumlah dokumen PIB kuning dan merah memenuhi kriteria

patuh.
Tabel 3.6.1 Perhitungan Capaian IKU Persentase Kepatuhan Importir

Perhitungan capaian KU

"Persentasc kepatuhan importir

Komponen Kepatuhan | Elmportir yang patuh Elmportir Persentase
Ef:::;jn penyerahan 290 313 92.65%
::|::atuh-.m penyerahian 244 299 H1.61%
:;ppmhﬂn penyerahan a5 53 66100

Capaian KU
Hepatuhan lmportir 2492 313 $3.29%

Pada tahun 2020 realisasi capaian IKU ini adalah sebesar 93,29% dari target yang ditetapkan
sebesar B1% sehingga indeks capaian berwarna hijau pada angka 115,17%. Capaian IKU ini
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang realisasinya sebesar 91.69% dari target yaitu
80%.

S5b-MN Persentase Piutang Bea dan Cukai Yang Diselesaikan

Piutang Kepabeanan dan Cukai merupakan jumlah tagiban yang berupa pungutan negara
dari pengguna jasa akibat pengguna jasa tersebut melakukan kegiatan bisnis yang berhubungan
dengan impor, ekspor maupun barang yang dikenakan cukai. Dokumen sumber awal terbitnya
piutang kepabeanan dan cukai dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.7.1 Sumber Awal Terbitnya Piutang Kepabeanan dan Cukai

1. Kegistan impor : ) souma |

-i-1

= OH-RA

= -3

wETCE-1

= 5PEEp

- SPELA

= P Kaberates Cuksi

Melihat tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Untuk kegiatan impor sumber awal terbitnya piuvtang kepabeanan berasal dari PIB Berkala,
PIBK PIT, Vooruitslag. Rush Handling, SPTNP, 5PP, 5P5A, dan Keputusan Keberatan Impor.
2. Untuk kegiatan ekspor sumber awal terbitnya piutang kepabeaman berasal dari PEB. Surat

Tagih BE. SPEBEK, Keputusan Keberatan Ekspor.
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3. Sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan cukai sumber awal terbitnya piutang
kepabeanan berasal dari CK-1, CK-1A, CK-5, STCK-1. SPPBP, SPPSA dan Keputusan Keberatan
Cukai.

Realisasi Piutang Kepabeanan Dan Cukai

Dalam menunjang realisasi penerimaan, Kepala Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian

Timur memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan

yang kewenangan pengolahan datanya diberikan kepada Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Formula perhitungan IKU piutang adalah sebagai berikut:

Formula IKU Piutang:

I Penyelesaian piutang lancar

I Piutang lancar G

Keterangan:

1. Piutang lancar adalah jumlah piutang yang terbit dan belum dilunasi pada pericde 1 lanuari
2019 s.d 31 Desember 2019 ditambah dengan piutang yang terbit pada 1 Januari 2020 s5.d. 31
Oktober 2020 dan piutang yang terbit pada 1 Movember s.d. 31 Desember 2020 dalam hal
piutang tersebut telah diselesaikan pada tahun 2020.

2. Penyelesaian piutang lancar merupakan penyelesaian piutang yang diselesaikan pada tahun
2020 yang telah dikurangkan dengan penyelesaian piutang macet yang diselesaikan pada tahun
2020.

Menggunakan formula tersebut diatas, realisasi IKU Persentase Piutang Bea dan Cukai yang
diselesaikan di Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2020 diperoleh sebagai
berikut:

Realisasi IKU Piutang:

= 51.5953.239.690 x 1DD%
91.953.792.630

=99,999%

[Realisasi IKU Piutang sebesar 99,999% dari target penyelesaian piutang sebesar 34%)

Paosisi Piutang Kanwil DIBC Kalimantan Bagian Timur pertanggal 31 Desember 2020
Tabel 3.7.2 Data Realisasi penyelesaian piutang

Penyelesaian Piutang Lancar

Jumlah Piutang Lancar  Jumlah penyelesaian piutang lancar  Persentase Penyelesaian

Rp91.953.792.650 Rp%1.353.239.650 55,959%

Sumber: Data Piutang Hasil Rekonsiliasi

Perbandingan persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan dari tahun 2018-2020:
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Tabel 3.7.3 Perbandingan Realisasi penyelesaian piutang 2018-2020

Reslicysi HO1E Renlisasi 2019 Realisasi 2020
Tarpet Realisasi Indeks Tarpet Realises Target Realizas Indeks Target
Persentase
piutang bea dan
i E2% 92.91% 111,30 50, 3% 94,38% 106,53 5, 3% 100% 110,74
cukai yang
diselesaikan

Berdasarkan tabel di atas, maka setiap tahun Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
dapat memenuhi target IKU yang telah ditetapkan.
Langkah-langkah Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur yang telah dilaksanakan
dalam mengoptimalkan pencapaian target penyelesaian piutang:
1. Pembinaan dan bimbingan terkait realisasi penyelesaian piutang kepada KPPBC maupun pihak
eksternal secara intensif;
2. Adanya kesadaran pihak tertagih untuk menyelesaikan kewajibannya;
3. Pemberitahuan ke KPPBC terkait keterlambatan pengiriman laporan LP.1 dan LP.2 serta
laporan Penagihan dan Pengembalian ke KPPBC;
4. Asistensi ke KPPBC dalam hal terdapat potensi piutang tidak tertagih.
Mitigasi yang telah dilakukan oleh Bidang Kepabeanan dan Cukai yaitu melakukan

monitoring terhadap piutang lancer yang terbit dan telah diselesaikan.

Ga-M Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Kajian adalah proses penelaahan atas situasi dan kondisi yang berkembang di organisasi dan
proses perencanaan langkah-langkah organisasi kedepan. Capaian KU ini secara rinci dapat

disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.8.1 Capaian KU Penyelesaian Kajian

Formula
Indeks Penghitungan Capaian KU Indeks 3 3.64 120
penyelesaian | penyelesaian kajian kepabeanan dan cukai | (Skala 4) [Skala 4)
kajian di | adalah sebagai berikut :
bidang
kepabeanan Capaian |KU Kajian=
dan cukai Capaian [KU Kajian Wajib

+ Poin Kajian Tambahan
Capaian Maksimal IEU

Pengukuran Capaian IKU Kajian Wajib

A.  Unsur Penyelesaian Kajian : 30%
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1 : Rencana kajian telah disampaikan
dan diterima Direktur Kepatuhan
Internal sesuai batas wakiu yang
ditentukan.

2 : Naskah kajian telah dizampaikan dan
diterima Tenaga Pengkaji sesuai batas
waktu yang ditentukan.

3 : Kajian telah dipresentasikan Unit
Eselon Il pengusul kajian dan telah
ditelaah oleh Tenaga Pengkaji.

4 : Kajian telah dinilai, dan hasil
telaahan serta nilai kualitas kajian dan
kualitas presentasi telah disampaikan
Oleh Tenaga Pengkaji kepada Unit
Eselon Il pengusul kajian.

B. Unsur Penyampaian Kajian Kepabeanan

dan Cukai : 30%

1 :Maskah kajian telah disampaikan dan
diterima Tenaga Pengkaji lebih dari
tanggal 30 September 2020.

2 :Maskah kajian telah disampaikan dan
diterima Tenaga Pengkaji pada
tanggal 1 sampai dengan 30
September 2020.

31 :Maskah kajian telah disampaikan dan
diterima Tenaga Pengkaji pada
tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus
2020.

4  :Maskah kajian telah disampaikan dan
diterima Tenaga Pengkaji pada
tanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2020.

C. Unsur Penilaian Kualitas Kajian dan

Kualitas Presentasi - 405

Perhitungan Poin Kajian Tambahan

a. Kajian Tambahan akan mendapat poin
sebesar 0,05 apabila telah
disampaikan dan diterima Tenaga
Pengkaji selambat-lambatnya tanggal
30 September 2020.

b. Kajian Tambahan akan ditambah
poinnya sebesar 0,1 apabila kajian
tersebut kemudian dipresentasikan,
ditelaah, dan dinilai berdasarkan
inisiatif Temaga Pengkaji.

Catatan:
1. Penilaian kualitas kajian dan kualitas
presentasi dilakukan oleh Tenaga Pengkaji
terhadap 5 kriteria, dam masing-masing
kriteria diberi skor dan bobot, yaitu :

= Sistematika Penulisan (10%:],
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# Rumusan Masalah [20%).

#» Analisis dan Pembahasan (25%),

*  Manfaat/Feasibility Kajian {30%), dan

= Presentasi (15%).
2. Dalam hal terjadi mutasi kepegawaian, akan
dilakukan penyesuaian dalam penghitungan
capaian IKU yang ditentukan oleh Direktur
Kepatuhan Internal.
3. Dalam hal batas waktu/tanggal bertepatan
pada hari sabtu, minggu, atau hari libur
nasional, maka penyampaian rencana kajian,
penyerahan naskah kajian, kegiatan
presentasi dan penelaahan kajian, serta
penyampaian hasil telaahan dan nilai kualitas
kajian dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Kajian di bidang Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
mengambil tema “Pembentukan KPPBC Khusus”, kajian dilakukan berdasarkan kondisi yang terjadi
di lingkungan Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur.

Kajian memuat hal-hal sebagai berikut JudulfTema Kajian, Latar Belakang., Rumusan
Mazalah, Tujuan Kajian, Landaszan Teori, Metode Analisis, Pembahasan ludul/Tema Kajian.
Kesimpulan dan Saran.

Kajian dinyatakan selesai jika telah disampaikan melalui nota dinas Kepala Kantor Wilayah
kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan ditembuskan kepada Direktorat Kepatuhan Internal.
Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur telah menyampaikan kajian dengan Mota Dinas
Momor: ND-455/WBC.16/2020 tanggal B luli 2020 dan telah di presetasikan pada tanggal 23 luli
2020.

Dari kajian diatas secara singkat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Bea dan Cukai di perbatasan (salah satunya di Kabupaten Nunukan) sebagai salah satu
alat negara penjaga perbatasan negara, disamping Kepolisian dan Tentara Masional Indonesia
[TMI) memilild peran yang sangat penting dalam menjaga negara dan masuknya barang-barang
illegal, kejahatan Transnasional serta penyelundupan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor;

2. Wilayah Kabupaten Munukan yang strategis karema memiliki perbatasan darat (lond border)
dan perbatasan laut (seo border] mengakibatkan tingginya risiko penyelundupan karena
banyak titik-titik pemasukan barang ilegal serta membuka ruang konfrontasi dengan negara
tetangga seperti Malaysia dan Philiipina karena jarak antara kedua negara yang berdekatan;

3. Pelaksamaan tugas pengawasan KPPBC TMP C MNunukan masih belum maksimal yang
disebabkan kurangnya sumber daya manusia, sarana untuk melakukan pengawasan, anggaran
yang terbatas dan lokasi yang sangat jauh dan sulit. Hal ini bisa dilihat dari data penindakan
barang-barang illegal oleh PAMTAS dan ini menjadi tamparan bagi Imstitusi DIBC yang
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sebenarnya di amanatkan untuk menjadi garda terdepan dalam menghambat kegiatan
penyelundupan melalui perbatasan negara;

4. Tipologi KPPBC TMP C Munukan kurang optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi
Kepabeanan dan Cukai terutama mengenai pengawasan masuknya barang ilegal serta
barang-barang larangan dan pembatasan serta dukungan fungsi trade fasilitator;

5. Penerapan fasilitas KILB di wilayah perbatasan juga merupakan hal yang lazim dikelola KPPBC
yang berada di wilayah perbatasan tetapi tidak wuntuk KPPBC lainnya, dan potensi
penyelewengan fungsi dari KILB oleh oknum tertentu dapat merugikan keuangan negara
sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk hal tersebut sejalan dengan wilayah Kabupaten
Munukan yang diproyeksikan menjadi Pusat Kegiatan Strategis Masional (PK5N), dan akan
dibangun 3 (tiga) Pos Lintas Batas Negara [PLEN) Terpadu;

Serta saran yang disampaikan oleh Tim Kajian dalam menyukseskan "Pembentukan KPPBC

Khusus” adalah sebagai berikut:

1. Merekomendasikan KPPBC Tipe Madya Pabean C Nunukan menjadi KPPBC Khusus Perbatasan;

2. Penambahan sumber daya manusia, sarana untuk melakukan pengawasan serta anggaran yang
diselaraskan dengan menerbitkan kebijakan mengenai jangka waktu penempatan danfatau
mutasi pegawai di KPPEC TMP C Nunukan serta menerbitkan kebijakan mengenai unsur
tambahan penghasilan berupa insentif wilayah perbatasan.

3. Percepatan pembangunan dibangun 3 (tiga) Pos Lintas Batas Negara Terpadu (PLEBN terpadu] di
wilayah Kabupatem Munukan yaitu PLBN Terpadu 5ei Myamuk, PLBN Terpadu labang. PLEMN
Terpadu Long Midang.

Dalam mewujudkan tercapainya IKU Kajian, Bidang Kepabeanan dan Cukai telah melakukan
mitigasi dengan melaksanakan video conference dengan KPPEC TMP C Nunukan via zoom untuk

membahas substansi kajian.
Ta-N Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Kegiatan sosialisasi dan kehumasan wang efektif bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi atas peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku di bidang kepabeanan dan cukai yang pada akhirmya akan memperlancar proses
pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

Indeks Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran tingkat pemahaman peserta
dari pihak eksternal DiBC {stakeholders) terhadap substansi/materi
pelatinany/sosializasi/workshop yang dilakukan oleh DJBC.

Variabel yang diukur adalah:

1. Acara (bobaot 20%);
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2. Materi (bobot 30%); dan
3. MNarasumber (bobot 50%).

Pengukuran KW ini dilakukan berdasarkan standardisasi kuisioner yang telah dizampaikan
oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

IKU ini untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan peserta (stakeholders)
terhadap ketentuan dan layanan DJIBC yang menjadi materi pelatihan/sosialisasi/ workshop dan

menjadi umpan balik dalam mengukur tingkat efektivitas pelatihan/sosialisasif workshop.

Tabel 3.9.1 Capaian IKU Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Formula Realisasi
Indeks efektivitas Komuikasi dan a5 594,84 111,58
Edukasi Keterangan: [skala {Sangat efektif)
0= x=<d40 :Tidak efektif 100}

A0= wm<B0 :Kurang efektif
B0 wm<75 : Cukup efektif
755 x<90 :Efektif
30= x< 100 :Sangatefektif
Dalam kurun waktu tahun 2020 Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur telah

melakukan kegiatan edukasifsosialisasi sebagai berikut:

1. Workshop Identifikasi Keaslian Pita Cukai 2020 pada tanggal 21 Januari 2020 dengan indeks
95.37 (sangat efektif].

2. Media Gathering (Kolaborasi untuk Bea Cukai Makin Baik) pada tanggal 12 Februar 2020
dengan indeks 92,51 (sangat efektif).

3. Sosialisasi AEOQ pada tanggal 14 Mei 2020 dengan indeks 33,31 (sangat efektif).

4. Sosialisasi PMEK 171 tahun 2019 tangggal & Agustus 2020 dengan indeks 96,82 (sangat efektif).

5. Ewvaluasi Fasilitas Kepabeanan tanggal 8 September 2020 dengan indeks 96,20 {sangat efektif).

Perbandingan realisasi Indeks Efektifitas Komunikasi dan Edukasi dari tahun 2018-2020

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9.2 Perbandingan Realisasi IKU Indeks Komunikasi dan Edukasi 2018-2020

Realisasi 2018 Realisasi 2019 Realisasi 2020
Target Realisasi Indeks Target Realisasi Indeks Target Realisasi  Indeks
P s | s s | s B | oam
Efaktivitas
Kormunikasi (skala | ([Sangat | 10849 | (skala | (Sangat | 114.36 | (skala | (Sangat | 111.58

dan Edukasi | 100 [ Efektif] 100) | Efektif) 100) Efektif)

Berdasarkan tabel di atas maka Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur dapat

memenuhi target indeks yang telah ditetapkan.
Hal yang mendukung dapat tercapainya target adalah pemberi materi pada saat sosialisasi

dan petugas Kehumasan memiliki pemahaman yang baik dan mampu menyampaikan materi

LAPORAN KINERJA

EANTOR WLAYAH DISC HALIMEMNTEN BAGIHAN TIRU

37



sosialisasi dengan efektif dan didukung peran serta aktif dan keseriusan dari para pengguna jasa

[stake holders) dalam mengikuti kegiatan tersebut. Namun untuk meningkatkan pemahaman dan

efektifitas edukasi dan komunikasi akan menambah frekuensi kegiatan sosialisasi di waktu

mendatang.

Rencama aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai IKU ini ditahun 2021 adalah:

1. Upaya peningkatan jumlah pengguna fasilitas kepabeanan Tempat Penimbunan;

2. Penggalian potensi dan pendataan perusahaan calon penerima fasilitas kepabeanan;

3. Promosi dan sosialisasi kepada perusahaan yang berpotensi sebagai calon penerima fasilitas
kepabeanan;

4. Asistensi/pendampingan pemenuhan syarat pendirian/perizinan Tempat Penimbunan Berikat
kepada perusahaan yang berpotensi sebagai calon penerima fasilitas kepabeanan;

5. Promaosi dan sosialisasi kepada media lokal cetak dan media lokal elektronik di Kota Balikpapan;
dan

b. Sosialisasi Pemanfaatan DBHCHT dan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan

Timur dan Utara.
8a-N Rata-rata Persentase Realisasi Janji Layanan Kepabeanan dan Cukai

Persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai adalah ukuran kinerja pemberian
layanan kepabeanan dam cukai yang diberikan kepada pengguna layanan dengan
mempertimbangkan banyaknya dokumen yang diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan
serta rata-rata waktu layanan dibandingkan standar waktu layanan. Capaian IKU ini secara rinci

dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.10.1 Capaian IKLU Realisasi Janji Layanan

Target R
Rata-rata Penghitungan Capaian KU rata-rata 100% 108,23% | 108.23
persentase persentase realisasi janji layanan pemberian
realisasi janji | fasilitas kepabeanan dan cukai adalah sebagai
layaman berikut:
kepabeanan
dan cukai {[Z dokumen tepat waktu / I dokumen) x 70%)

+ ({1 + (1 - (rata-rata waktu penyelesaian /
rata-rata waktu standar))) x 30%)

Catatan:

1. Capaian KU maksimal 120%.

2. Apabila capaian parameter "} dokumen
tepat waktu/F Dokumen” kurang dari
100%, maka capaian maksimal IKU ini adalah
100%.
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Seiring dengan gerakan reformasi birokrasi Departemen keuangan maka untuk menciptakan

pelayanan prima kepada penmgguna jasa diperlukan program janji layanan yang mengedepankan

unsur transparansi, bebas KKN, profesionalisme, efektif dan efisien. lanji layanan dapat tercapai

secara maksimal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10.2 Data s.d. Bulan Desember Setiap Janji Layanan

LAPORAN KINERJA

s.d Bulan Desember Rata-rata Waktu] Rata-rata
No. lanji Layanan Jumlah Jumlah Dokumen | Penyelesaian [Waktu Standar
Dokumen Tepat Wakbu
1 | Pelayanan Penetapan Izin Sebagai 1 1 2 Hari Kerja 3 Hari Kerja
Eawasan Berikat
2 | Pelayanan Penetapan Izin Sebagai 4 4 2.5 Hari Kerja 3 Hari Kerja
Pusat Logistik Berikat
3 | Pelayanan Penetapan Izin Sebagai - 3 Hari Kerja
Gudang Berikat
4 | Pelayanan Penetapan lzin Sebagai - 3 Hari Kerja
Penerima Fasilitas Kemudahan Impor
Tujuan Ekspor Pembebasan
5 | Pelayanan Penetapan Izin Sebagai - 3 Hari Kerja
Penerima Fasilitas Kemudahan Impor
Tujuan Ekspor Pengembalian
6 | Pelayanan Pemberian Pembebasan Bea 348 344 1,99 Jam 5 lam Kerja
Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak
Dalam Rangka Impar Atas Impor Barang
Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi
7T | Pelayanan Pemberian Pembebasan Bea - 5lam Kerja
Masuk Atas Impor Barang Qleh
Pemerintah Pusat Atau Pemerintah
Daerah Yang Ditujukan Untuk
Eepentingan Umum
8 | Pelayanan Perubahan Data lzin 5 5 1.1 Hari Kerja 2 Hari Kerja
Eawasan Berikat
9 | Pelayanan Perubahan Data lzin Pusat 14 14 1.4 Hari 3 Hari Kerja
Logistik Berikat
10 | Pelayanan Perubahan Data lzin Gudang 7 7 0,85 Hari 2 Hari Kerja
Berikat
11 | Pelayanan Perubahan Data lzin KITE 1 1 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja
Pembebasan
12 | Pelayanan Perubahan Data lzin KITE - 3 Hari Kerja
Pengembalian
13 | Pelayanan Penerbitan Nomor Induk - 30 Hari Kerja
Perusahaan (MIPER)
14 | Pelayanan Laporan B [ % Hari Kerja | 30 Hari Kerja
Pertanggungjawaban Realisasi Ekspor
BCLET.O1 |SPPI)
1% | Pelayanan Laporan 3 3 8.3 Hari Kerja | 20Hari Kerja
Pertanggungjawaban Realisasi Ekspor
BCLKT.02 {SKPF.BM]
16 | Pelayanan Penetapan Tempat Sebagai B i L Hari Kerja | 30Hari Kerja
Eawasan Pabean
17 | Pelayanan Penetapan Tempat Sebagai B 8 L Hari Kerja | 30Hari Kerja
Tempat Penimbunan Sementara
18 Mﬂan Penetapan Surat Keputusan 28 7 44,57 Hari Kerja ] 55 Hari Kerja
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Atas Keberatan di Bidang Kepabeanan
dan Culcai

Realisasi tahun 2020 adalah sebesar 108,23% dengan target 100% dan indeks capaian
108,23 yang dijelaskan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.10.3 Capaian KU Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Realisasi [ 110,61% 9E.31% | 104.46% | 110,3% | 106.4% | 113.68% | 108.22%
Capaian 110,61 98.31 104,46 110,3 106.4 113,68 | 108,22

Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur telah melakukan langkah- langkah terkait
penanganan dan antisipasi terkait realisasi janji layanan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai,
antara lain:

1. Menyusun Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Momor KEP-40,/WBC.16/2020 tentang
Penetapan Standar lanji Layanan pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tanggal 5
Februari 2020.

2. Membuat Berita Acara tentang tidak terpenuhinya lanji Layanan bukan karena kelalaian
petugas.

3. Melakukan koordinasi demgan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Indonesia National

Single Window (IN5SW), dan PIC Logistik dari Kontraktor Kontrak Kerja 5ama (KEKKS).
9a-N Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai

Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil
ditindak oleh petugas KP DIBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1
Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan.

Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik.

Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik
berdasarkan Mota Hasil Intelijen (NHI) dari unit intelijen maupun sumber informasi lainnya.

Jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau Operasi Penindakan adalah jumlah rencana
yang disampaikan oleh Manajer Kinerja Organisasi pada awal tahun berdasarkan data dan analisis
dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan dengan mempertimbangkan :

1. Rencana Patroli dan Operasi Penindakan usulan dari Kanwil, KPUBC dan KPPBC

2. Rencana pelaksanaan pengawasan barang kena cukai illegal

3. Rencana Patroli laut yang sudah ditetapkan Subdit Patroli laut.

4. Data historis NHI, info lainnya (untuk patroli), LI-1 {info dari masyarakat), tertangkap tangan

(pada tahun sebelumnya).
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Pelaksanaan patroli danfatau operasi penindakan adalah bentuk realisasi dari rencana

operasi penindakan sejak tanggal 1 Januari 2020 yang dibuktikan dengan LPT (Laporan

Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.

Capaian IKU dihitung menggunakan 3 komponen, yaitu:

Komponen I: Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan, bobot 20%)

Komponen li: Efektivitas Patroli dan/atau Operasi Penindakan, bobot 40%) dan

Kompeonen Il: Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan, bobot 40%).

Detail kemponen tersebut diuraikan sebagai berikut :

Komponen I: Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan (Bobot:20%)

1

Komponen | dihitung dari jumilah pelaksanaan patroli danfatau operasi penindakan dibagi

dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan.

. Pelaksamaan Patroli danfatau Operasi Penindakan dibuktikan dengan laporan kegiatan

pENgawasan.

. Dalam hal pelaksanaan Patroli danfatau Operasi Penindakan melebihi rencana pelaksanaan

yang ditetapkan, maka nilai maksimal kemponen | adalah 120%. Misalnya. jumlah pelaksanaan
patroli dan/atau operasi penindakan sebanyak 14 patroli dan/atau operasi, sedangkan rencana
hanya 10 patroli danfatau operasi penindakan. Maka capaian komponen | bukan 140%,
melainkan menjadi 120%.

Komponen II: Efektivitas Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan (Bobot : 40 %)

1

5

Kegiatan penindakan adalah kegiatan penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai yang
dilakukan oleh unit penindakan DJBC sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal
terakhir bulan yang dilaporkan dan dibuktikan dengan dokumen 5BP.

. Kegiatan pelaksanaan patroli dan/atau operasi yang menghasilkan Penindakan selanjutniya

dibedakan berdasarkan kriteria khusus dengan score 1.2 dan 1.0 wntuk penindakan selain

kriteria khusus.

. Kriteria khusus akan disampaikan kemudian melalui Nota Dinas Direktur Penindakan dan

Penyidikan.

5BP dengan kriteria khusus dicantumkan pada app.penindakan.net dan dibuktikan dengan
adanya dokumentasi, foto danfatau keterangan dar satkerterkait pada laporan kegiatan
pENgawasan.

Komponen Il dihitung dari jumlah skor SBP dibagi dengan jumilah 5BP.

Komponen Il Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan [Bobot :40%)

1

Komponen Il dihitung dari jumlah score tindak lanjut 5BP dibagi dengan jumlah tindak lanjut

5BP.
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2. Nilai maksimal pada komponen lll tidak dapat lebih dari 120%.
3. Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di
bidang kepabeanan dan cukai dapat berupa:
Gambar 3.5 Score Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran

Mg score | Bukti Pendukung yang Diterbatkan dan Dilampirkan

1 |Penyidikan TPPU 3 h’l’!h- Perintah Tuga: Penyidikan) TPFU

2 |Penyidikan TRPA L3 ISP'TP'IsurutPrrhlnh Tugas Penyidikan)

3 Izrin 14 Kanior

4 |Pembekuan/Pencabutan NPPEKC L4 t Kepautusan kKepals Kantor

3 |Penmenaan Sanksl Administras) Cukal 13 [k Sanks| Ad (5PsA]/Surat Taghan Cukal [STCK-1]
8 |Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukal 12 ISUI'HI Relomendasi [ Pristscresn spbkas sisterm otoemast {CEISA]
7_|Pemblokiran Aises Kepabeanan 12 [rurat Pemberftahuan Pembloksran dan/ataw Surat Keputusan Kepak

B |Penyerahan izin lartas dar instansi teknis 1 Isurut tzin darl Instansl Teknis Terkalt

3 |Perubiahan Klasikes pos tarif 1 [t Penctapan Tarf dan pilai Fabean
10_|Rekomendas Audit dan/atsu penelitian 1 Jumt Relomendas: &udit/Penul

11 |Penyelessian sdministratif 1 |Jookumen acministrasi

12 |Penetapan BMN 1 ISulII: Ezpubusan BN K=pals Kantor stas Penetapan

13 [Pelimpahan ke terkalt 1 [suat Pelimpahian dan//stau Berita Acsrs

14 |Reeicspor 0.8 Joutward Manifest

13 |penetapsn 80M 071 [t BON Kepala Eantor atas

18 |Pembatalan Ekspor e Isurut Persetujuan Pengelusrsn Barang Ekspor [SPPBE)

IEU Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai secara rinci
dirumuskan sebagai berikut:
E Realisasi Patroli dan/atau I Score Patroli danfatau
Operasi penindakan w 20% + hserasi F'enlnafi.ult..:n_l,rang.rnznghasi'lkan SBP " + L Score TL 5SHP w 40%
LRencana Patroli dan fatau E Realisasi Patroli dan fatau E SHP
Operasi Penindakan Operasi penindakamn

Pada tahum 2020, Kantor Wilayah DJIBC Kalimantan Bagian Timur merencanakan
melaksanaan patroli sebanyak 138 kali. Pengukuran capaian IKU ini meliputi remcana dan
pelaksanaan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai di lingkungan Kantor Wilayah DIBC
Kalimantan Bagiam Timur yang meliputi patroli yang dilakukan Kantor Wilayah DIBC Kalimantan
Bagian Timur dan patroli / operasi kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh & (enam) KPPBC
dibawah Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur. Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian
Timur merencanakan 23 kali kegiatan patroli dan & {[enam) KPPBC di bawah Kantor Wilayah DJIBC
Kalimantan Bagian Timur merencanakan 115 kali kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan
cukai.

Berdasarkan rencana tersebut, realisasi pelaksanaan Patroli di lingkungan Kantor Wilayah
DIBC Kalimantan Bagian Timur selama tahun 2020 sebanyak 203 {dua ratus tiga) kali kegiatan
patroli dan operasi kepabeanan dan cukai yang menghasilkan penindakan sebanyak 156 kegiatan
operasi kepabeanan dan cukai dan 1 kegiatan dengan kriteria khusus. Dari kegiatan patroli
sebanyak 203 tersebut. kemudan di administrasikan dalam 1163 Surat Bukti Penindakan yang

seluruhnmya telah ditindaklanjuti. Berdasarkan hal tersebut. maka Pengukuran Persentase
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efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dam cukai di lingkungan Kantor Wilayah DIBC
Kalimantan Bagian Timuwr adalah sejumlah 94.46% dari target yang ditetapkan sejumlah 70%.

Tabel 3.11.1 Realisasi IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan
Cukai

Realisasi 2020

Target Realisasi Capaian

9a-N | Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi

kepabeanan dan cukai i 440N 120

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur
telah dapat memenuhi target Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan
cukai. Tingginya Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai
menunjukkan efektifnya penindakan yang dilakukan. Hal tersebut tidak terlepas dari penindakan
yang dilakukan terhadap pengawasan peredaran Barang Kena Cukai llegal yang tidak jarang
menghasilkan temuan. Selain itu informasi intelijen yang akurat juga dapat mengarahkan pada

temuan pelanggaran.
9b-N Persentase Efektivitas Patroli Laut

Kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka
memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan
cukai secara efektif. Salah satu bentuk pengawasan yaitu kegiatan patroli laut.

Patroli laut adalah kegiatan pengawasan wyang dilaksanakan secara rutin atau
sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan
dugaan pelanggaran diseluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona
Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabeanan
Sarana Operasi Laut adalah 5arana Operasi berupa kapal patroli dan speedboat yang digunakan
untuk melakukan patroli laut dalam rangka pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.

Jumlah minimal hari pelaksanaan patroli laut yang dapat diperhitungkan dalam capaian
kimerja adalah :

1. Speedboat dan Kapal Patroli ukwuran s.d. 15 meter = minimal 7 hari
2. Fast Patrol Boat ukuran 28m, 3Bm, 80m = minimal 14 hari

Pada tahum 2020, Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur merencanakan
melaksanaan patroli laut sebanyak 58 (lima puluh delapan) kali. Pengukuran capaian KU ini
meliputi rencana dan pelaksanaan patroli di lingkungan Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian
Timur yang meliputi patroli yang dilakukan Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur dan
patroli yang dilakukan oleh 5 (lima) KPPBC dibawah Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian
Timur (belum termasuk KPPBC Sangatta karena tidak memiliki armada). Kantor Wilayah DIBC
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Kalimantan Bagian Timur merencanakan 14 [empat belas) kegiatan patroli laut dan 5 (lima) KPPBC
di bawah Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur merencanakan 44 (empat puluh empat)
kegiatan patroli laut.

Pelaksanaan Patroli Laut di lingkungan Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur
selama tahun 2020 sebanyak 70 (tujuh puluh) kali kegiatan patroli laut dengan patroli yang
melakukan pemeriksaan sarana pengangkut sebanyak 70 patroli, menghasilkan penindakan
sebanyak 25 (dua puluh lima) Surat Bukti Penindakan dari 25 {dua puluh lima) kegiatan patroli laut,
dimana dar 25 (dua puluh lima) penindakan tersebut 14 (empat belas) diantaranya berdasarkan
targetting. Formula IKU Persentase Efektifitas Patroli Laut pada tahun 2020 terdapat komponen
pemanfaatan informasi (targetting) dalam rangka kegiatan pemeriksaan sarana pengangkut dan
hal tersebut ikut mendapat porsi dalam perhitungan capaian. Pengukuran kinerja Persentase
Efektifitas Patroli Laut meliputi capaian pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada
tahun 2020 sehingga realisasi persentase Efektifitas Patroli Laut Kantor Wilayah DIBC Kalimantan
Bagian Timur adalah 82,93%.

Adapun formula IKEU Persentase Efektivitas Patroli Laut sebagaimana tabel berikut:

Gambar 3.6 Formula IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut

Komponent [ Komponen [ Kampanenll | ompoceny

T Peeksanaar Pairolmut £PaBaTsan Bl Bk F Felaiazraan Fetr bast yeng
e el e kssan ang mergfeshan raenghes ban Ferd2aban
¥ felimareen Felmliber a0, Serena Perganghut 05% 4 Feriscean SR terdm erken tarp=iing ok | e | azaak
I Perguraraan Fammed Lact I Pelahsanaar Patradlaur I Palboanaan Paiml Gir 3 Pakbmanaan Faimil bar

Dalm hal palitianain patech laue reslabis jornla b rencans gatrol bt masa nil karmpenan gen jhilun gansya rikaimal sdilas 1005 |
Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2019, Kantor Wilayah DJIBC Kalimantan Bagian

Timur merencanakan melaksanaan patroli laut sebanyak 59 {(lima puluh sembilan) kali.
Pelaksanaan Patroli Laut di lingkungan Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur selama
tahun 2019 sebanyak 68 (enam puluh delapan) kali kegiatan patroli laut dengan menghasilkan
penindakan sebanyak 24 (dua puluh empat) Surat Bukti Penindakan dari 24 {dua puluh empat)
kegiatan patroli laut. Pengukuran kinerja Persentase Efektifitas Patroli Laut meliputi capaian pada
Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2019 sehingga realisasi persentase
Efektifitas Patroli Laut Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur adalah 81.86%.
Perbandingan realisasi Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai
di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2018 s.d. 2020 dengan

target renstra dan rincian capaian IKU terlihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 3.12.1 Perbandingan Realisasi IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut 2018-2020

Persentase

Laut

Efektivitas Patroli

Realisasi 2018

Realisasi 2019

Realisasi 2020

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

T0% | 77,76% | 111,08 | 70% | B1,86% | 116,34 | 70% | 82,93% | 116,80

Tabel 3.12.2 Rincian Capaian IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut 2020

Kanit or

Rencana

Patroli
Laurt

Pelaksanaan
Patroli lsut

Patroli Laut
yang
e sk kan

pemeriksaan
Sarana
Pengangkut

Patroli Laut
yang
menghasilkan
penindakan

Patroli Laut
yang
menghasilkan
Fenindakan
Beerdasarkan
Targetting

=] Sangatta

1 Balikpapan 10 12 {diakui 1) 12 (chakul 10} 3 1 B, 0%
z Samarinds a8 13 (diakuil B) 13 |diakui 8} 3 3 BO, 77
3 Tarakan 1o 12 idiakul 13) 12 [chiakul 10) 4 2 B1,D0%
4 | Bontang 8 8 -] 4 2 83,79%
3 Munukan a 10 {dialkui 2) 10 {diakul ) B - 50, 305

T Kanrwil 14 15 {diakui 14) 15 {oiakul 14) 1 1 0, T
Tokal 18 70 {diakul 38) 70 {oiakul 38} 23 14 B2,93%
10a-N Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

1. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat

2. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas

3. Persentase efektivitas pemantauan pengendalian utama

4. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja

5. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis.

PENANGAMAN PENGADUAN MASYARAKAT (A)

Pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat dan dikelola melalui

aplikasi S5IPUMA yang ditangani oleh UKl diseluruh unit kerja DIBC berdasarkan Keputusan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Tata
Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan DJBC.
lenis pengaduan masyarakat terdiri dari:
1. Pengaduan bersifat non-operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan pelanggaran
disiplin dan kode etik pegawai Bea Cukai.
2. Pengaduan bersifat operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan teknis kepabeanan
dan cukai dan permasalahan teknis lainnya [unit penunjang).

Jumlah pengaduan yang diterima adalah seluruh jenis pengaduan yang dikelola dalam

—
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Sistemn Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) pada periode 1 Januari s.d. 30 Oktober 2020

(mon operasional) dan 1 Januari s.d. 30 November 2020 [operasional) ditambah saldo pengaduan

tahun 2019 yang masih belum selesai diproses, ditambah pengaduan masyarakat yang diterima

pada bulan Desember 2020 dalam hal sudah selesai diproses pada tahun 2020.

Jumlah pengaduan yang selesai diproses adalah jumlah pengaduan yang dianggap selesai
diproses pada tahun 2020 dari pengaduan yang diterima.
Pihak yang bertanggungjawab terhadap tindak lanjut pengaduan:

1. Direktorat Kepatuhan Internal bertanggung jawab wntuk melakukan pemantauan dan tindak
lanjut seluruh pengaduan masyarakat non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etik)
yang diterima oleh DIBC;

2. Kantor Wilayah DIBC bertanggung jawab untuk tindak lanjut seluruh pengaduan masyarakat
non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etik pada Kantor Wilayah) dan melakukan
pemantauan tindak lanjut pada kantor-kantor pengawasan dan pelayanan di wilayah kerjanya;

3. KPUBC, KPPBC, BPIB dan PS50 bertanggung jawab wuntuk menindaklanjuti pengaduan
masyarakat terkait pelanggaran disiplin dan kode etik dan pengaduan yang bersifat operasional
di unit kerjanya masing-masing;

Pengaduan telah ditindaklanjuti apabila :

1. Untuk Pengaduan masyarakat non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etik] telah
diterbitkan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) oleh Pengkaji DIBC (Direktorat Kepatuhan
Internal, Kanwil DIBC, KPPBC, BPIB dan P50);

2. Untuk Pengaduan masyarakat operasional telah diterbitkan surat/Mota Dinas penerusan

kepada unit terkait dan/atau Surat Perintah/Tugas tindak lanjut oleh UKKIL.
Pengaduan dianggap selesai diproses, apabila:

. Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pejabat Yang Berwenang, atau

. Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pengkaji, atau

. Pengaduan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Verifikator, atau

PLHMI—E

Pengaduan yang dimintakan data tambahan oleh Verifikator namun tidak mendapatkan
respon dari pengadu dalam waktu 14 hari kalender.
PENGAWASAN KEPATUHAMN PELAKSANAAN TUGAS (B)

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas [PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan
yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan
kepabeanan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai.
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Temuan PEPT terdiri dari:

a. ketidaksesuaian objek PKPT dengan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasamn,
keputusan, dan/atau ketentuan lain; dan/fatau

b. ketidakefektifan, ketidakefisienan, dan/atau ketidakekonomisan objek PEPT,

Rekomendasi hasil PKPT adalah rekomendasi yang memuat perbaikan danfatau
peningkatan pelaksanaan tugas yang diperoleh berdasarkan temuan PEPT sebagaimana tertuang
dalam Laporan Hasil PKPT [LHP) serta disampaikan melalui surat/nota dinas Direktur Kepatuhan
Internal kepada:

1. Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT; dan/atau

2. Pimpinan Unit Kerja DJIBC terkait.

Tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT adalah kegiatan peningkatan pelaksanaan tugas
danfatau tindakan lainnya guna menindaklanjuti rekomendasi PKPT yang dituangkan dalam
suratfnota dinas tindak lanjut rekomendasi yang dibuat dan disampaikan kepada Direktur
Eepatuhan Intermal cleh Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT dan/atau Pimpinan Unit Kerja DIBC
terkait.

Tindak lanjut rekomendasi memadai dalam hal:

1. tindak lanjut rekomendasi PKPT sesuai dengan rekomendasi PEPT;

2. tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT, namun lebih efektif
pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal; atau

3. tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak dapat dilaksanakan dan rekomendasi PKPT dinyatakan
Tidak Dapat Ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal.

Tindak lanjut rekomendasi tidak memadai dalam hal tindak lanjut rekomendasi PEKPT tidak
sesuai dengan rekomendasi PKPT dan tidak lebih efektif.

Jumlah rekomendasi PKPT adalah:

1. Rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Januari s.d. November tahun berjalan; dan

2. Rekomendasi PKPT yang belum ditindaklanjuti dan/fatau telah ditindaklanjuti namun tidak
memadai pada tahun-tahun sebelumnya.

Catatan:

1. Penilaian tindak lanjut rekomendasi PKPT memadai atau tidak memadai dituangkan dalam
surat/nota dinas penilaian tindak lanjut rekomendasi PKPT yang dibuat oleh Unit Kepatuhan
Internal.

2. Rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Desember dihitung pada tahun berikutnya,

kecuali rekomendasi PEPT tersebut telah ditindaklanjuti pada tahun berjalan.
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PEMANTAUAN PENGENDALIAN UTAMA [C)

Pemantauan Pengendalian Interm adalah proses penilaiam atas mutu kinerja sistemn
pengendalian intern dari waktu ke waktu. Pemantauvan dilaksanakan melalui pemantauan
berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi dari keduanya. Pemantauan berkelanjutan
dilaksanakan melalui kegiatan pegawasan/supervise oleh manajemen yang melekat dalam operasi
normal suatu entitas. Evaluasi terpisah pada Kementerian Keuangan dioptimalkan melalui
pemantauan pengendalian wtama dan pemantauan efektifitas implementasi dan kecukupan
rancangan yang dilakukan oleh pelaksana pemantauan pengendalian intem.

Pada akhir twhun 2019, Direktorat Kepatuhan Internal menyampaikan ND-802/BC.08/2019
tanggal 12 Desember 2019 tentang Penyampaian Remcana Pemantauan Tahuman (RPT) Tahun
2020 di Lingkungan DIBC yang memuat tentang kegiatan yang akan dipantau oleh Unit Kepatuhan
Internal pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur yang terdin dari:

a. Pelayanan Keberatan di Bidang Kepabeanan
b. Penatausahaan Barang Hasil Penindakan.

Pemantauan Pengendalian Utama dilaksanakan dengan menggunakan kertas kerja yang
formatnya telah dibakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dengan bebrapa komponen
pelaksanaan pemantauan, meliputi kegiatan:

- Pengujian kepatuhan pengendalian utama [TPPU dan DUPU)

- Pengujian keakuratan pengendalian utama (TOPU dan/atau TRPU)

- Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi

- Mengkoordinasikan proses bisnis pemantavan oleh pelaksana pemantauan di bawahnya
(umtubk Kanwil )

- Menyampaikan laporan kepada pimpinan unit dan/atau pimpinan UKI diatasnya.

Jika pada kegiatan yang dipantau terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan
kertas kerja yang digunakan, maka akan dituangkan pada Laporan Hasil Pengujian Pengendalian
Utama (LHPPU)} sebagai temuan. Dan atas temuan tersebut Unit Kepatuhan Internal akan
memberikan rekomendasi atas temuan tersebut. Rekomendasi atas temuan Pemantauan
Pengendalian Utama ini menjadi sub IKU pada IKU Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas
Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal. Setiap triwulan dilakukan pelaporan triwulanan
yang dilaksanakan oleh UKl Kanwil. Kegiatan ini termasuk monitoring triwulanan dan rekapitulasi
seluruh hasil pemantauan KPPBC di Lingkungan Kanwil DIBC Kalimantan Bagian Timur.

EVALUSI PENGELOLAAN KINERIA (D)
Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit

atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan
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sebelumnya sesuai dengan tugas dam fungsi dalam rangka mewujudkan pengukuran dan
pengelolaan kinerja yang optimal dan valid untuk tercapainya tujuan organisasi.

Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan
Direktorat lenderal Bea dan Cukai diperlukan evaluasi pengelolaan kinerja.

Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusam Direktur
lenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-534/BC/2019 tentang Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan
Kinerja di Lingkungan Direktorat lenderal Bea dan Cukai.

Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian atas unsur:

1. Evaluasi Kinerja Sistem (Systemn Performonce Evaluation)
2. Evaluasi Kinerja Strategis | Strategic Performance Evaluation).

Hasil akhir penilaian evaluasi pengelolaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi
{LHE) yang memuat nilai evaluasi sebagai simpulan serta rekomendasi evaluasi. Penyampaian LHE
disertai dengan penyampaian kuesioner atas kualitas rekomendasi yang telah distandarkan oleh
Direktorat Kepatuhan Internal.

Setiap rekomendasi akan dinilai kualitasnya melalui kuesioner yang disampaikan kepada
evaluee, atas satu rekomendasi minimal dinilai dengan satu kuesioner dengan responden minimal
pengelola kinerja unit yang dievaluasi. Kuesioner penilaian kualitas rekomendasi adalah kuesioner
yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang menurut evaluee diyakini dapat
memberikan dampak positif terhadap pengelolaan kinerja unit nya. Hal ini dianggap terpenuhi
apabila hasil penilaian evaluee terhadap rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja pada lembar
Jeedbock mendapat nilai minimal 3.5 (tiga koma lima).

Evaluee harus menindaklanjuti rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi
dan Evaluator harus memonitor pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan oleh
evoluee tersebut.

Rekomendasi dianggap telah ditindaklanjuti apabila tanggapan/tindaklanjut dari Unit Kerja
tempat dilaksanakannya evaluasi pengelolaan kinerja telah disampaikan kepada Direktorat
Kepatuhan Internal dengan surat kepala Unit Kerja terkait.

Pada tahun 2020, Bidang Kepatuhan Internal Kanwil DIBC Kalimantan Bagian Timur
melaksakan Evaluasi Pengelolaan Kinerja terhadap Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai
(ewvaluasi internal) dan 3 KPPBC (evaluasi ekstemal) sebagai berikut:

a. Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai : 89,73 (A “Baik”)
b. KPPBC TMP C Bontang : 93,30 (A “Baik")
c. KPPBC TMP C Sangatta 194,55 (A “Baik™)

LAPORAN KINERJA £020

KANTOR WILAYAH DISC HALIMANTEN EAGIAN TIMUG



d. KPPEC TMP B Balikpapan 196,27 (A “Baik™)

Dari hasil diatas diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan pengelolaan kinerja pada Bidang
Fasilitas Kepabeanan dan Cukai dan ketiga KPPBC tersebut telah berjalan dengan baik.
CAPAIAN IKL

Capaian |[KU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan
internal dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.13.1 Capaian IKU Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kl

Formula Target Realisasi Indeks

Rata-rata Persentase

Tingkat Efektivitas {A) + (B} +{C} +[D
o S0% 100% 111,11
Monitoring dan Pengawasan 4

Kepatuhan Internal

Pada tahun 2020 berdasarkan tabel IKU Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring
dan Pengawasan Kepatuhan Internal di atas diketahui target dapat tercapai dengan baik. 1KU ini
dapat dicapai karena adanya dukungan sumber daya yamg cukup memadai pada Bidang
Kepatuhan Internal dan Unit Kepatuhan Internal pada unit vertikal.

IEU ini dalam pencapaiannya didukung dengan beberapa pencapaian sub IKU yang secara
rinci dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Persentase penyelesaian proses pengaduan

Untuk sub IKU ini Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagiam Timur bertanggung jawab
untuk tindak lanjut seluruh pengaduan masyarakat operasional dan non-operasional
(pelanggaran disiplin dan kode etik pada Kantor Wilayah) dan melakukan pemantauan tindak
lanjut pada kantor-kantor pengawasan dan pelayanan di wilayah kerjanya.

Pada tahun 2020 terdapat 7 (tujuh) pengaduan melalui SIPUMA yang sifatnya
operasional dan seluruh pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh
Pejabat Yang Berwenang sehingga capaian untuk sub IKU ini adalah 100%.

Pengaduan yang masuk melalui aplikasi 5IPUMA pada KPPEC TMP B Balikpapan ada 5
{lima) pengaduan dan telah ditindaklanjuti dengan tuntas, yaitu:

a. Barang ditahan (Barang beli di aliexpress), telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai
secara operasional pada tanggal 20 Januari 2020 dengan mengirimkan jawaban kepada
pengadu melalui surel dengan menyertakan bukti trocking Barang Kinman dan KEP-122
tentang Janji Layanan KPPBC TMP B Balikpapan
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b. Perbedaan Gross Weight, telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai secara operasional
pada tanggal 18 Juni 2020 dengan mengirimkan jawaban melalui surel kepada pengadu
dengan melampirkan bukti pendukung terkait penimbangan ulangnya.

c. Permintaan untuk melakukan operasi rokok ilegal merk Cartel di Kabupaten Penajam Paser
Utara, telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai secara operasional pada tanggal 08
September 2020 dengan meneruskan aduan kepada 5eksi Penindakan dan Penyidikan dan
telah  dilaksanakam operasi pasar sesuai dengan  Surat  Tugas = MNomor
ST-265%/WBC.16/KPP.MP.01/2020 tanggal 1 September 2020.

d. Rokok ilegal merk Cartel menguasai pasar rokok di Kabupaten Penajam Paser Utara, telah
ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai secara operasional pada tanggal 08 September 2020
dengan meneruskan aduan kepada Seksi Penindakan dan Penyidikan dan telah dilaksanakan
operasi pasar sesuai dengan Surat Tugas Momor ST-269WBC. 16/KPP.MP.0L1/2020 tanggal 1
September 2020.

e. Tata tertib menghitung bea masuk barang impor, telah ditindaklanjuti dan dinyatakan
selesai secara operasional pada tanggal 28 September 2020 dengan mengirimkan jawaban
melalui surel kepada pengadu dan melampirkan Surat Momor
5-1514/WBC.16/KPP.MP.02/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Tindak Lanjut
Pengaduan Masyarakat atas Barang Kiriman Pos.

Pengaduan yang masuk melalui aplikasi 5IPUMA pada KPPBC TMP B Tarakan ada 2 [dua)
pengaduan dan telah ditindaklanjuti dengan tuntas, yaitu:

a. Gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang, telah ditindaklanjuti dan
dinyatakan selesai secara operasional pada tanggal 27 Maret 2020 melalui
NDR-12/WBC.16/KPP.MP.05/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Rekomendasi Pembinaan
Pegawai.

b. Pengaduan koruptor bea oukai di Tarakan, telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai
secara operasional pada tanggal 27 Maret 2020 melalui LAP-04,/WBC. 16/KPP_MP.OS11/2020
tanggal 20 Maret 2020 tentang Perbaikan Laporan tentang Hasil Pengumpulan Data dan
Informasi.

Sehingga capaian untuk sub |KU ini adalah 100%.
. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti objek PEPT
Bidang Kepatuhan Intermal Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur telah

melakukan Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) terhadap 2 [dua) kegiatan antara

lain:
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a. Pelaksanaan Anggaran serta Pertanggungjawaban DIPA oleh Bendahara Pengeluaran

PEPT pada kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada semester | dengan jumlah

rekomendasi 4 (empat) berdasarkan ND-318/WBC.16/2020 tanggal 11 Mei 2020 dan

seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti secara memadai pada ND-449/WBC.16/2020

tanggal 06 Juli 2020.

Rincian rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1) Umtuk selanjutnya agar dilakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran oleh KPA
atau PPK atas nama KPA.

2) Untuk selanjutnya agar KPA atau PPK atas nama KPA melakukan rekonsiliasi internal
antara pembukuan Bendahara Pengeluaran dengan Laporan Keuangan UAKPA paling
sedikit satu kali dalam satu bulan sebelum dilakukan rekonsiliasi dengan KPPM.

3) Umntuk selanjutnya agar rekonsiliasi internal dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan
kas.

4) Untuk selanjutnya agar LP] disusun berdasarkan pembukuan Bendahara Pengeluaran
yang telah direkonsiliasi dengan UAKPA.

Rincian tindak lanjut atas rekomendasi di atas adalah sebagai berikut:

1) KPA atau PPK atas nama KPA telah melaksanakan pemeriksaan Uang Persediaan tunai
yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

2) Menyusun Berita Acara Keadaan Kas Bendahara Pengeluaran setelah pelaksanaan
pemeriksaan Uang Persediaan tunai yang ditandatangani oleh KPA.

3) KPA atau PPK atas nama KPA telah melakukan rekonsiliasi internal antara pembukuan
Bendahara Pengeluaran dengan Laporan Keuangan UAKPA satu kali dalam satu bulan
sebelum dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN.

4) Menyusun Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiiliasi setelah dilakukan rekonsiliasi
intermal antara pembukuan Bendahara Pengeluaran demgan Laporan Keuangan UAKPA.

5) Bendahara Pengeluaran telah menyusun LPJ) berdasarkam pembukuan Bendahara
Pengeluaran yang telah direkonsiliasi dengan UAKPA.

b. Pelaksanaan Penelitian Ulang, Penyusunan MHPU, dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil

Penelitian Ulang

PEPT pada kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada semester || dengan jumilah

rekomendasi 2 (dua) berdasarkan ND-SE7/WBC.16/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dan

seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti secara memadai pada ND-638/WBC.16/2020

tanggal 03 September 2020.
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Rincian rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1) Mengadakan rapat pengarahan pelaksanaan tugas kepada Pegawai yang menangani
Penelitian Ulang di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

2

Melakukan evaluasi atas bhasil penelitian ulang melalui pemeriksaan pemenuhan
prosedur  pelaksanaan Penelitian  Wang (SPKTMNP-01,02,03,04,05.06,07,08 dan
SPKPBE-01.02,03).

Rincian tindak lanjut atas rekomendasi di atas adalah telah mengadakan rapat
pengarahan pelaksanaan tugas kepada Pegawai yang menangani Penelitian Ulang
sekaligus ewaluasi atas hasil Penelitian Ulang sesuai Surat Undamgan MNomor
UND-2/WBC.16/BD.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020.

Sehingga capaian untuk sub |KU ini adalah 10:0%.

3. Persentase tindak lanjut rekomendasi Pemantauan Pengendalian Utama

Untuk sub IKU ini, unit Kepatuhan Intermal bertanggung jawab atas pelaksanaan
maonitoring tindak lanjut rekomendasi atas temuan Pemantavan Pengendalian Utama yang
dilakukan di tiap bulan berjalan. Pada tahun 2020 terdapat 1 (satu) rekomendasi dan telah
ditindaklanjuti dengan memadai. 5ehingga capaian atas sub IKU ini adalah 100%.

Persentase rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja yang ditindaklanjuti

Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur di tahun 2020
telah melakukan evaluasi pengelolaan kinerja sebanyak 4 (empat) kali pada Bidang Fasilitas
Kepabeanan dan Cukai dengan hasil evaluasi diterbitkan 2 {dua) rekomendasi yang seluruhnya
telah ditindaklanjuti secara memadai, KPPBC TMP C Bontang dengan hasil evaluasi
diterbitkan 1 (satu) rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti secara memadai,
KPPBC TMP C Sangatta dengan hasil evaluasi diterbitkan 3 (tiga) rekomendasi yang seluruhnya
telah ditindaklanjuti secara memadai, dan KPPBC TMP B Balikpapan dengan hasil evaluasi
tersebut dihasilkan 4 [empat) rekomendasi yang seluruhmya telah ditindaklanjuti secara
memadai. Sehingga untuk capaian sub IKU ini adalah 10006,

Rincian rekomendasi berdasarkan penyampaian Laporan Hasil Ewvaluasi  (LHE)
pengelolaan kinerja dan tindak lanjut atas rekomendasi dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai
Rekomendasi berdasarkan penyampaian LHE sesuai ND-544/WBC.16,/2020 tanggal 30 Juli
2020 diuraikan sebagai berikut:
1} Memperbaiki dan menyempurnakan manual IKU dengan memperhatikan pemenuhan
prinsip SMART-C.
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2) Memperbaiki format laporan capaian kinerja sesuai dengan ketentuan sebagaimana
Surat Edaran Direktur lenderal Nomor SE-18/BC/2019 tentang Pelaksanaan Dialog
Kinerja Organisasi dan Pelaporan Capaian Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai.

3} Memperbaiki dan menyempurnakan logbook pegawai.

Tindak lanjut atas rekomendasi sesuai ND-80/WBC. 16/BD.03/2020 tanggal 12 Agustus 2020

diuraikan sebagai berikut:

1} Menyempumakan manual IKU dengan memenuhi prinsip SMART-C.

2) Memperbaiki format laporan capaian kinerja sesuai format Surat Edaran Direktur
Jenderal Nomor SE-18/BC/2019 tentang Pelaksamaan Dialog Kinerja Organisasi dan
Pelaporan Capaian Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3} Memperbaiki dan menyempurnakan logbook pegawai.

. KPPBC TMP C Bontang

Rekomendasi berdasarkan penyampaian LHE sesuai ND-350/WBC.16/2020 tanggal 02 Juni
2020 yaitu melakukan perbaikan terhadap beberapa dokumen Kontrak Kinerja dan Manual
IEU sesuai dengan ketentuan terkait pengelolaan kinerja:

Tindak lanjut atas rekomendasi sesuai ND-212/WBC.16/KPP.MP.03/2020 tanggal 10 Juni
2020 yaitu perbaikan atas dokumen Kontrak Kinerja dan Manual IKU berdasarkan link

hittps://bit. indakLanjutRekomendasiPengelolaanKinerja .

. KPPBC TMP C Sangatta

Rekomendasi berdasarkan penyampaian LHE sesuai ND-508/WBC.16/2020 tanggal 17 Juli

2020 diuraikan sebagai berikut:

1} Menyempumakan matriks cascading dari Kemenkeu-Three yang menggambarkan secara
utuh cascading IKU dari Kemenkeu-Three sampai dengan Pelaksana, baik IKU Cascading
Peta (CP), IKU Cascading (C). dan IKU Nom Cascading (M) sesuai format yang telah
ditetapkan dalam Anak Lampiran Il KME 467/KME.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja
di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Fi

Memperbaiki format laporan capaian kinerja pegawai dan pengisian logbook sesuai
dengan ketentuan sebagaimana Surat Edaran Direktur lenderal Nomor SE-18/BC/2019
tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan Pelaporan Capaian Kinerja di
Lingkungan Direktorat lenderal Bea dan Cukai.

3

Untuk selanjutnya memperbaiki dokumen terkait pelaksanaan DKO (Risalah Rapat dan
Lembar Monitoring Matrik Tindak Lanjut) sesuai dengan KME-590/KME.01/2016 tentang

Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
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Tindak lanjut atas rekomendasi sesuai ND-285/WBC16/KPP.MP.04/2020 tanggal 24 luli

2020 diuraikan sebagai berikut:

1} Menyempumakan matriks cascading IKU sesuai format yang telah ditetapkan dalam
Anak Lampiran Il KMK 467/KMK.0L/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan
Kementerian Keuangan.

2) Memperbaiki format laporan capaian kinerja sesuai format Surat Edaran Direktur
Jenderal Nomor 5E-1B/BC/2019 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan
Pelaporan Capaian Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3} Memperbaiki dokumen kelengkapan DKO (Risalah Rapat dan Lembar Monitoring Matriks
Tindak Lanjut) sesuai dengan KMEK-590/KMEK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di
Lingkungan Kementerian Keuangan.

. KPPBLC TMP B Balikpapan

Rekomendasi berdasarkan penyampaian LHE sesuai ND-643/WBC.16/2020 tanggal 07

September 2020 diuraikan sebagai berikut:

1) Memperbaiki kesalahan pengisian dokumen Kontrak Kinerja berdasarkan ketentuan
pada KMK 467/KMEK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinmerja di Lingkungan Kementerian
Keuangan.

Fi

Melengkapi Manual IKU pegawai dan memperbaiki pengisian Manual KU pegawai
berdasarkan ketentuan pada KMK 467/KME.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di
Lingkungan Kementerian Keuangan dan sesuai Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal
Nomor ND401,/BC.08/2020, ND-408/BC.08/2020, dan ND-441/BC.08/2020.

3]

Melengkapi logbook pegawai dan memperbaiki format laporan capaian kinerja pegawai
serta pengisian logbook sesuai dengan ketentuan sebagaimana Surat Edaran Direktur
Jenderal Momor SE18/BC/2019 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan
Pelaporan Capaian Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4

Membuat dokumentasi daftar hadir Dialog Kinerja Organisasi (DKD)} yang dapat
menunjukkan keseluruhan partisipan.

Tindak lanjut atas rekomendasi sesuai MD-1032WBC 16/KPP.MP.OL/2020 tanggal 18
September 2020 diuraikan sebagai berikut:

1) Telah dilakukan penerbitan MNota Dinas Kepala Kantor MNo.
ND-1029/WBC.16/KPP.MP.01/2020 tentang Instruksi Untuk Melakukan Perbaikan Pada
Kontrak Kinerja, Manual IKU dan Logbook Pegawai yang kemudian akan dilakukan
perbaikan  terhadap Kontrak  Kinerja sesuai  dengan ketentuan  pada
KME-467/KME.01/2014.
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2) Telah dilakukan penerbitan MNota Dinas Kepala Kantor MNo.
ND-1029/WBC.16/KPP.MP.01/2020 tentang Instruksi Untuk Melakukan Perbaikan Pada
Kontrak Kinerja, Manual IKU dan Logbook Pegawai yang kemudian akan dilakukan
perbaikan terhadap Kelengkapan Manual KU sesuai dengan ketemtuan pada
KMEK-467 /KME.01/2014.

3) Telah dilakukan penerbitan Nota Dinas Kepala Kantor MNo.

—

ND-102%/WBC.16/KPP.MP.01/2020 tentang Instruksi Untuk Melakukan Perbaikan Pada
Kontrak Kinerja, Manual IKU dan Logbook Pegawai yang kemudian akan dilakukan
perbaikan terhadap Kelengkapan dan Format Logbook Pegawai sesuai dengan ketentuan
pada SE-18/BC/2019.

4) Telah dilakukan pencatatan absensi melalui aplikasi Zoho pada DEQ pericde Agustus

_—

2020 dan hasil absensi telah didownload sebagai rekap absensi.
Sehingga capaian untuk sub |KU ini adalah 10:0%.

Adapun kesimpulan dan kelima sub IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring
dan pengawasan kepatuhan internal capaiannya adalah 100% sehingga ketika disandingkan
dengan formula perhitungannya maka capaian untuk IKU ini adalah 100%.

Tabel 3.13.2 Perbandingan Realisasi Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kl 2018-2020

Realisasi 2019

Tarpet Realizas Indeks Target Reslizesi Indeks Tarpet Renlisasi indeks

Rata-Rata
Persentase
Tingkat
Efektivitas
Monitoring BA% 100 118,28 1 100% 114,28 W 100% 111,11
dan
Pengawasan
Kepatuhan
Internal

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian target Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas

Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal diantaranya:

1. Adanya koordinasi dan sinergi yang baik antara Bidang Kepatuhan Internal denganm Unit
Kepatuhan Internal pada KPPBC.

2. Adanmya monitoring secara berkelanjutan atas tindak lanjut rekomendasi dari Bidang
Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur terhadap Bagian/Bidang
pada Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur dan unit vertikal yang mendapat
rekomendasi.

3. Dalam melaksanakan kegiatan monitoring kepatuhan internal, sumber daya yang digunakan

adalah semua pelaksana lintas seksi.
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4. Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan dalam mencapai IKU ini antara lain:
a. Memberikan asistensi kepada KPPBC TMP C Nunukan, KPPBC TMP C Bontang. dan KPPBC
TMP C 5angatta terkait pengelolaan kinerja, 5Pl, dan Penilaian TkPMR.
b. Memberikan asistensi kepada seluruh pegawai Kantor Wilayah DIBC Kalbagtim terkait
dengan penyusunan Kontrak Kinerja Tahun 2020.
c. Mengadakan kegiatan pelatihan teknis khususnya berkaitan dengan 5Pl kepada pegawai
UKl se-Kalbagtim dalam bentuk FGD
d. Memberikan pendalaman pemahaman kepada seluruh Pegawai tentang seluk-beluk K3
pada bulan Oktober.
Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai IKU ini di tahun 2021 adalah sebagai
berikut:
1. Evaluasi Pengelolaan Kinerja
2. Asistensi Penyusunan Kontrak Kinerja Yang Berkualitas
3. Evaluasi 5PI dam Asistensi WBK
4. Rapat Koordinasi UKl se-Kalbagtim
5. Spot Cek/Sidak Kegiatan Pelayanan pada KPPBC.

10b-N  Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Aparat Pengawas Fungsional {APF) adalah APF intermal pemerintah yaitu Inspektorat
lenderal Kementerian Keuangan (ltjen]) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), serta APF eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Rl (BPK RI).

Rekomendasi hasil audit APF adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh
APF kepada DIBC berkaitan dengan temuan hasil audit.

Audit APF yang ditindaklanjuti yaitu :

1. Hasil audit oleh Inspektorat Jendereal Kemenkeu yang diupload pada modul TeamCentral;

2. Hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan - Republik Indonesia (BPK-RI) selain audit terhadap
Laporan Keuangan;

3. Hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPEP].

5aldo Rekomendasi pada tahun berjalan adalah :

1. lumlah rekomendasi yang diterima DIBC [Dit. Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon 1l
Kantor Pusat DIBC, Kanwil DIBC, KPUBC, KPPBC, BLBC dan P50) selama periode 1 Januari s.d.
31 Oktober tahun berjalan, ditambah;

2. Saldo rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus belum tuntas

berdasarkan data pada Nota Dinas yang disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Internal,

ditambah:
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3. Saldo rekomendasi yang diterima pada periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan
yang telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

Terdapat tiga kriteria yang menjadi dasar perhitungan pencapaian KU ini yaitu belum
ditindaklanjuti, telah ditindaklanjuti mamun belum tuntas serta telah ditindaklanjuti dan sudah
dinyatakan tuntas oleh APF.

Tindak lanjut yang dapat diakui capaiannya pada tahun berjalan adalah tindak lanjut yang
dilakukan selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan terhadap saldo rekomendasi
pada tahun berjalan.

Untuk tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi yang diterima selama periode 1
Movember s.d. 31 Desember tahun berjalan namun belum dinyatakan tuntas, maka tindak lanjut
tersebut tidak diperhitungkan pada tahun berjalan.

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya tidak dapat diakui sebagai
capaian tindak lanjut pada tahun berjalan, sehingga unit yang telah melakukan tindak lanjut atas
saldo rekomendasi tersebut mamun belum dinyatakan tuntas, harus melakukan tindak lanjut
kembali pada tahun berjalan.

Rekomendasi yang diterima pada 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan dan sudah
dinyatakan tuntas oleh APF pada tahun berjalan diperhitungkan dalam capaian IKU tahun berjalan.

Tanggung jawab tindak lanjut:

1. Di Unit Organisasi Eselon |l Kantor Pusat DIBC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti
rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima;

2. Kantor Wilayah DIBC / KPU BC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil
audit Aparat Pengawasan Fungsional pada Kantor Wilayah / KPU BC dan melakukan
pemantauan/monitoring atas capaian satker pada KPPBC dibawahnya dan/atau UPT di wilayah
kerjanya;

3. KPPBC, BLBC, dan PS50 bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit
Aparat Pengawasan Fungsional di unit kerjanya masing-masing.

Kriteria telah ditindaklanjuti untuk termuan BPK dan BPEP:

1. Dit. Kepatuhan Intemal:

Apabila telah mengirimkan kompilasi bahan tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas
Fungsional dari Unit Kerja DJBC (Unit Organisasi Eselon |l pada Kantor Pusat DIBC, Kanwil DIBC,
KPUBC, KPPBC, BLBC, danm P50) kepada Aparat Pengawasan Fungsional atau telah dilakukan
pembahasan bersama Aparat Pengawas Fungsional.

2. Unit Kerja DIBC (Unit Organisasi Eselon 1l pada Kantor Pusat DIBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC,
BLBC, dan P50):
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Apabila telah mengirimkan bahan tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional
kepada Dit. Kepatuhan Internal dalam bentuk Mota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala
Satker atau telah dilakukan pembahasan bersama dengan Pengawas Fungsional.
Kriteria telah dituntaskan untuk temuan BPK dan BPKP:
1. Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian dan diputuskan
tuntas oleh APF;
2. Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian oleh APF dan
diputuskan Temuan Pemeriksaan Tidak dapat Ditindaklanjuti (TPTD).
Kriteria penghitungan capaian IKU tindak lanjut rekomendasi Itjen menggunakan aplikasi
Team Central:
1. 0% jika rekomendasi belum ditindaklanjuti.
2. T0% jika telah menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi Itjen Kemenkeu kepada
Direktorat Kepatuhan Internal melalui Mota Dinas yang ditandatangani ocleh Kepala Satker.
3. 100% jika rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas oleh auditor Itjen.
Capaian |[KU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APF dapat disajikan sebagai
berikut:
Tabel 3.14.1 Capaian IKU Tindak Lanjut Rekomendasi APF

Formula Target Realisasi Indeks

[(70% x Jumlah rekomendasi APF yang
telah ditindaklanjuti namun belum
dinyatakan tuntas) + (100% x Jumlah
rekomendasi APF yang telah
dinyatakan tuntas))

!

Jumilah saldo rekomendasi APF

Persentase tindak
lanjut rekomendasi
Aparat Pengawas
Fungsional

B0% 90% 1200

Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur (Kanwil DIBC Kalbagtim) memiliki & saldo
rekomendasi dari APF pada tahun 2020, baik yang telah dinyatakan “tuntas’ oleh APF maupun
telah ditindaklanjuti namun belum tuntas, dengan rincian:

1. Tidak ada rekomendasi dari ltjen.
2. Tidak ada rekomendasi dan BPEP.
3. & rekomendasi dari BPK Rl, dengan rincian:

a. 3 rekomendasi untuk Kanwil DJBC Kalbagtim telah dinyatakan tuntas berdasarkan Nota
Dinas Direktur Kepatuhan Internal Momor ND-6/BC.08/2021 tanggal 06 Januari 2021 hal
Capaian IKU Tindak Lanjut Audit APF periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020 pada LHP
124/2019 dan LHP 129/2019.
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b. 3 rekomendasi untuk KPPBC TMP B Balikpapan, 1 rekomendasi telah dinyatakan tuntas dan
2 rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan tuntas berdasarkanm Nota
Dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor ND-6/BC.08/2021 tanggal 06 Januari 2021 hal
Capaian |KU Tindak Lanjut Audit APF periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020 pada LHP
129/2019.

Tabel 3.14.2 Perbandingan Realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi APF 2018-2020

Realisasi 2019 Realisas o Target

* Rensira

Tarpet Realisasi Indeks  Tarpet Realizas

Persentase

tindak lanjut

rekomendasi | 743 | 9a44% | 120 | 7e% | 1o00% | 120 | B0 | sowm | 1125 -
Aparat

Pengawas

Fungsional

Mitigasi yang dilakukan dalam pencapaian kinerja IKU ini yaitu:

- Menginformasikan UKI KPPBC wuntuk mempersiapkan data Rekomendasi APF dan
mengumpulkan materi kegiatan Sharing Session .

. Inventarisasi seluruh barang tegahan, BTD, BDN, dan BMN sampai proses penyelesaiannya.

. Kepala Kanwil DIBC Kalbagtim telah menyampaikan update tindak lanjut penyelesaian
rekomendasi BPK atas LHP-124/2019 kepada Direktur Kl dengan Nota Dinas Momor
ND-363WEBC.16/2020 tanggal 9 Juni 2020.

Melakukan koordinasi dengan KPKNL Balikpapan dalam rangka memperoleh persetujuan
usulan peruntukkan BMN, yaitu berupa pemusnahan.

. Melaksanakan kegiatan FGD terkait temuan APF dengan pegawai UKI se-Kalbagtim.
Menetapkan barang-barang BTD, BDM, dan BMMN dengan keputusan kepala kantor, serta
melaksanakan kegiatan pemusnahan setelah memperoleh persetujuan dari Kepala KPKML
Balikpapan.

. Melakukan asistensi penyusunan Matriks tindak lanjut proses penyelesaian LHP-129/2019
kepada KPPEC TMP B Balikpapan pada November 2020.

Melakukan konsultansi serta koordinasi secara intensif dengan UIC di Direktorat Kepatuhan
Intermal yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan tindak lanjut rekomendasi APF Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) pada bulan Nowember. Kegiatan tersebut melibatkan juga Unit

Kepatuhan Internal dari KPPBC TMP B Balikpapan.
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Rencama aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai IKU ini di tahun 2021 adalah
melaksanakan rapat koordinasi UKl se-Kalbagtim agar memiliki kesamaan pandangan dalam

menindaklanjuti rekomendasi APF.
11a-N  Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Peningkatan Kompetensi Pegawai yang diukur pada tahun 2020 adalah kegiatan pelatihan
yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dam ketrampilan pegawai sehingga mampu
meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

Beberapa ketentuan pelaksamaan pelatihan yang diukur kinerjanya melalui IKU ini adalah
sebagai berikut:

1. Bentuk Kegiatan
Pelaksamaan kegiatan pelatihan dapat berupa in house troining. workshop, lokakarya, dan
internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing.

2. Tujuan pelatihan

a. Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan;

b. Peningkatan pemahaman peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai
dan/atau peraturan teknis lain yang menunjang tugas;

c. Peningkatan keterampilan dalam memberikan pelayanan dan pengawasan.

3. Tema yang dipilih sebagai materi pelatihan berdasarkan kebutuhan organisasi yang meliputi:

a. Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai;

b. Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi (contoh: Pelatihan bahasa
asing, pelatihan penggunaan alat scan narkotika/cukai, SLA, dl);

4. Marasumber merupakan pihak internal atau eksternal DIBC yang memiliki kompetensi sesuai
dengan tema materi yang dipilih. Narasumber dapat berasal dari unit masing-masing.
5. Ketentuan peserta pelatihan pada masing-masing unit adalah sebagai berikut:

a. Khusus untuk Unit eselon |l Kantor Pusat DIBC, meliputi Pejabat/pegawai pada unit tersebut
dam wnit vertikal terkait (jika terma materi merupakan peraturan dan ketentuan teknis di
Bidang Kepabeanan dan Cukai yang perlu diberikan kepada wnit wvertikal).

Contoh: Direktorat P2 mengadakan pelatihan deteksi pita cukai terkait operasi pasar BKC

ilegal, maka dalam pelaksanaannya dapat mengundang Direktorat Teknis dam Fasilitas

Cukai, Subdit Humas Direktorat KIAL, dan KPPBLC yang terkait.

b. Pada Kanwil DJIBC, meliputi Pejabat/pegawai pada unit Kanwil tersebut.

c. Pada KPPBC. PSD BC, dan BPIB, meliputi Pejabat/pegawai pada unit tersebut.

6. Kegiatan pelatihan pada tahun 2020 dilakukan sebanyak minimal & kali dalam setahun.
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10.
11.

1z,

. Pelaksamaan pelatihan wajib diikuti dengan pengujian soal Post Test kepada peserta pelatihan

(tidak dilakukan Pre-Test, apabila dilakukan kegiatan Pre-Test maka kegiatan PEP tersebut
tidak dapat diakui sebagai capaian IKU).

Soal Post Test adalah soal yang dibuat oleh Marasumber dan diisi oleh peserta pelatihan setelah
pelaksanaan kegiatan pelatihan.

. Soal yang digunakan dalam pengujian berupa soal benar/salah atau pilihan ganda berjumiah 10

soal.

Tujuan dari pengujian adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta pelatihan.

Pelaksanaan IKU ini menggantikan pelaksanaan kegiatan IKU P2KP (Mulai tahun 2020 seluruh

IKU Indeks efektifitas pelaksanaan P2KP dan sejenisnya ditiadakan).

Penilaian Peningkatan Kompetensi Pegawai:

a. Persentase peningkatan kompetensi pegawai dihitung dari persentase peserta pelatihan
yang mendapatkan predikat efektif {50%) dan persentase rata-rata nilai post-test peserta
{S0r5).

b. Peserta pelatihan yang mendapatkan predikat yang efektif adalah peserta pelatihan yang
nilai post test-nya 7 [skala 10) atau lebih.

Capaian IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai:

Tabel 3.15.1 Capaian IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Formula Realisasi

30% u § Peserta pelatihan

vE mendapat predikat 30% x Rata-rata nilal 75% 95, B0% 120
efektif + past test

¥ Pezerta pelatihan 10 poln

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai yang telah dilaksanakan Kantor Wilayah DIBC

Kalimantan Bagian Timuwr selama kurun waktu tahun 2020, antara lain:

1

PME 171/PMEK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Mask atas Impor Barang oleh Pemerintah
Puusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum dengan hasil

93,12%:;

. TkPMR (Tingkat Kemandirian Penerapan Manjemen Risiko) dengan hasil 92,85%;
. Kewajiban Pelaporan 5PT, ALPHA, dan LHKPN dengan hasil 96,32%;

PME 199/ME.010/2019 tentang Ketemtuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Baran Impor
Kiriman dengan hasil 95, B5%;

. PME Z17/PMEK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak dalam

Rangka Impor Atas Impor Barang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi dengan hasil

93,75%:;
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6. Ketentuan Ekspor Kelapa Sawit, CPO, Produk Turunannya dan ldentifikasinya dengan hasil
93.65%:;

7. Menu Kontrak Kinerja pada CEHRI5 G1 dengan hasil 93,53%;

8. Sosialisasi SE-22/MK.1/2020 tentang Sstem Kerja Kementerian Keuangan pada Massa Transisi
Dalam tatanan Normal Baru dan ND-1562/BC.01/2020 hal Pelaksanaan Pengaturan Skema
WFH da WFO di Lingkungan DJBC dengan hasil 96,92%;

9. Inpres 5 Tahun 2020 tentang Penataan ekosistem Logistik dengan hasil 95,68%;

10. Tatalaksana Penindakan dengan hasil 91,B4%;

11. Pencegahan dan Pembertantasan Penyalahgunaan Gelap narkotika dan Prekursor Narkotika
dengan hasil 97,08%;

12. Penanganan BHP dengan hasil 35,93%;

13. Uang Persediaan (UP) dengan hasil 97,79%:;

14. Relaksaksi Surat Keterangan Asal selama Pandemi COVID-19 dengan hasil 38,526%;

15. Cuti Pegawai Negeri Sipil (PN5) dengan hasil 96,33%;

16. 1. Sistern Pengendalian Internal (5P1); 2. Penanganan Benturan Kepentingan; danm 3.
Whistleblowing System/Pengaduan Masyarakat dengan hasil 93,95%;

17. Dokumen Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Peradilan Indonesia (Pidana, Perdata dan Tata
Usaha Megara) dengan hasil 98, 29%;

18. Dasar-dasar Intelijen dengan hasil 36,00%

19. Interpersonal 5kills dalam Organisasi dengan hasil 97,30%

20. Pengawasan lImpor Ekspor Larangan Pembatasan dengan hasil 96,50%

21. Pengenalan BMN pada Kanwil DIBC Kalbagtim dengan hasil 38,65%

22. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) dengan hasil 99, 70%.

Berikut perbandingan target dan realisasi IKU persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai
DIBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2019-2020:

Tabel 3.15.2 Perbandingan Capaian IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2013
s.d. 2020

Persentase Peningkatan
Kompetensi Pegawai

T 94.46% 75% 95.859%

Terdapat kenaikan realisasi sebesar 1,43% yang artinya program peningkatan kompetensi
pegawai yang dilaksanakan di tahun 2020 lebih efektif dibandingkan denmgan pelaksanaan di tahun
2019. Efektivitas peningkatan kompetensi pegawai ini disebabkan oleh berbagai aspek,

diantara alah penyampaian atau penyajian materi yang lebih informatif sehingga lebih
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mudah bagi pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi pegawai tersebut untuk memahami
dan mencerma materi yang diberikan oleh pemateri sehingga didapatkan hasil program
peningkatan kompetensi pegawai yang efektif. Sejak bulan Maret 2020 (pandemi Covid-19),
pelaksanaan kegiatan PKP dilaksanakan melalui media zoom meeting. Sehingga semua
pelaksanaan kegiatan dilakukan secara online.

Mitigasi yang dilakukan oleh Bagian Umum yaitu setiap pelaksanaan PEP telah dilakukan
pengisian kuisioner oleh peserta PKP untuk menilai kemampuan pemateri, materi yang disajikan,
dan sarpras serta dilakukan Pelaksanaan pelatihan public speaking atau communication skill.

Rencama aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai sub IKU ini di tahun 2021 adalah
Optimalisasi dan pemerataan serta perawatan Jaringan Internet pada Kantor Wilayah DIBC

Kalimantan Bagian Timur.
12a-N  Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi

Persentase efektivitas manajemen organisasi terdiri dari:
A. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

B. Efektivitas implementasi manajemen risiko

A. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi
Sesuai dengan KMK Nomor 590/KME.01/201& tentang Pedoman Dialog Kinerja di
Lingkungan Kementerian Keuangan, Dialog Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat DKO
merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai
di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, strategi, dan rencana aksi
organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala. DEKO diselenggarakan sesuai fokus
materi pembahasan dan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan utama yang meliputi:
1. Persiapan DEO
2. Pelaksamaan DKO
3. Tindak Lanjut
Unsur ini di ukur dengan menggunakan 2 komponen, yaitu :
1. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi
Unsur penilaian pelaksanaan efektivitas Dialog Kinerja Organisasi adalah sebagai berikut:
a. Kehadiran pimpinan unit (10%)
b. Swurat undangan (5%)
c. Kerangka Acuan Dialog Kinerja (KADK) (5%)
d. Absensi peserta rapat [5%)
e. Lembar Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja (25%]
f. Risalah rapat beserta Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (30%)
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g- Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (20%)
Catatan :

1} Unsur c, e dan f sesuai dengan KME 530/KME.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja
di Lingkungan Kementerian Keuangan.

2) Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (unsur g) adalah database/
rekapitulasi Matriks Tindak Lanjut hasil rapat DKO bulan-bulan sebelumnya yang
dilengkapi dengan informasi "status tindak lanjut” dari masing-masing rencana aksi.
Unsur g dianggap sudah dilaksanakan pada bulan pertama DKO (periode capaian IKU
bulan Februari).

2. Tindak Lanjut Arahan Dialog Kinerja Organisasi

Arahan adalah perintah resmi dengan batas waktu yang jelas yang diberikan oleh
pimpinan DKOQ (Pimpinan unit atau Plk / Pt pimpinan unit) pada saat pelaksanaan DKO
kepada wunit terkait untuk melaksanakan rencana aksi dalam rangka perbaikan kinerja
organisasi.

Arahan dimuat dalam notulensi/ risalah DKO dan disampaikan kepada para peserta DKO.

Batas waktu yang jelas adalah batas waktu penyelesaian arahan yang ditentukan oleh
SMEOQSMPMED dan dituangkan dalam matriks tindak lanjut.

Tindak lanjut arahan adalah bentuk tindakan/ kegiatan yang dilakukan oleh Unit In
Charge (UIC) dalam rangka melaksanakan arahan/ rencana aksi DKO. Tindak lanjut arahan
dizsampaikan kepada Pimpinan unit melalui Unit Kepatuhan Internal. Rekapitulasi arahan dan
tindaklanjutnya disebut dengan Matriks Tindak Lanjut. dapat disampaikan pada saat
pelaksanaan DKO. Matriks Tindak Lanjut minimal memuat informasi Arahan/ rencana aksi, Unit
Penanggung Jawab, Target waktu Penyelesaian, Ouwtput yang diharapkan, S5tatus, dan
Keterangan Progres.

Tindak lanjut dinyatakan :

- On Track : Apabila pelaksanaan tindak lanjut arahan masih belum melewati batas waktu
yang telah ditemtukan.

- Off Track : Apabila pelaksanaan tindak lanjut arahan telah melewati batas waktu yang
telah ditentukan.

- Finished : Apabila tindak lanjut telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai oleh pimpinan
units UKL

Arahan yang masuk kedalam penghitungan capaian IKU ini adalah arahan tahun
sebelumnya yang belum selesai ditindaklamjuti ditambah arahan yang dapat diselesaikan
selama tahun berjalan dengan output yang jelas. Apabila terdapat arahan yang belum selesai
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pada tahun berjalan, maka atas arahan tersebut menjadi saldo awal tahun berikutnya.
Target waktu penyelesaian ditentukan berdasarkan urutan :
a. Arahan pimpinan unit pada DEO;
b. Kesepakatan peserta rapat;
c. Dalam hal tidak memenuhi unsur a dan b, maka target waktu penyelesaian ditentukan oleh
Pengelola Kinerja Organisasi (SMKO/MMEKO) berdasarkan skala prioritas.

Capaian sub |KU efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.16.1 Capaian 5ub IKU Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

Sub KL Formula Target Realisasi Indeks
Persentase efektivitas {40% x Pelaksanaan DKO ) + |
Dizlog Kinerja 60% x | TArahan Finished [ § 0% 100%: 111,11
Organisasi Arahan ]}

Sampai dengan bulan Desember 2020 telah dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali Dialog
Kinerja Organisasi Kantor Wilayah dengan rincian:
1. Januari 2020
— (Capaian NfA karena pelaksanaan DKO di bulan Januari untuk pericde tahun 2019.
2. Februari 2020:
— Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 19 Februari 2020 sesuai
ND-100/WBC.16/2020 tanggal 06 Februari 2020 yang sebelumnya pada tanggal 11 Februari
2020 sesuai ND-84/WBC.16,/2020 tanggal 03 Februari 2020.
— Laporan Capaian Kinerja Kanwil DIBC Kalimantan Bagian Timur periede s.d. lanuar 2020
sesuai surat nomor SP-45/WBL.16/2020 tanggal 19 Februari 2020.
— Risalah rapat DKO sesuai ND-31/WBC.16/BD.05/2020 tanggal 24 Februari 2020.
—  Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.
3. Maret 2020:
— Pelaksanaan Dialog Kinerja ©Organisasi pada tanggal 10 Maret 2020 sesuai
ND-160/WBC.16/2020 tanggal 27 Februari 2020.
— Laporan Capaian Kinerja Kanwil DIBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Februari 2020
sesuai surat nomor SP-67WBL.16/2020 tanggal 10 Maret 2020,
— Risalah rapat DKO sesuai ND-41,WBC.16/BD.05/2020 tanggal 13 Maret 2020.
— Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.
4. April 2020:
— Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 14 April 2020 sesuai
ND-233/WBC.16/2020 tanggal 01 April 2020.

LAPORAN KIMER]A 2020

EAMNTOR YWILAYAH DIEC AL IMANTAN BERCIAM TIMUR




Laporan Capaian Kinerja Kanwil DIBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Maret 2020
sesuai surat nomor ND-264, WBC.16/2020 tanggal 15 April 2020.
Risalah rapat DKO sesuai ND-65,/WBC.16/B0.05/2020 tanggal 21 April 2020,

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.

. Mei 2020:

Pelaksanaan Dialog EKinerja Organisasi pada tanggal 11 Mei 2020 sesuai
ND-301/WBC.16/2020 tanggal 05 Mei 2020.

Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. April 2020
sesuai surat nomor ND-321'WBC.16/2020 tanggal 12 Mei 2020.

Risalah rapat DKO sesuai ND-72,/\WB(_16/BD.05/2020 tanggal 13 Mei 2020.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.

Juni 2020

Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 10 Juni 2020 sesuai
ND-348/WBC.16/2020 tanggal 02 Juni 2020.

Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Mei 2020 sesuai
surat nomor ND-370,/WBC.16/2020 tanggal 11 Juni 2020.

Risalah rapat DKO sesuai ND-85,\WB(_16/BD.05/2020 tanggal 16 Juni 2020.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.

L Juli 2020:

Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanmggal 10 Juli 2020 sesuai
ND-429/WBC.16/2020 tanggal 02 Juli 2020.

Laporan Capaian Kinerja Kanwil DIBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Juni 2020 sesuai
surat nomor ND-468,WEBC. 16/2020 tanggal 09 Juli 2020.

Risalah rapat DKO sesuai ND-102/WBC.16/BD0.05/2020 tanggal 14 Juli 2020.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.

Agustus 2020:

Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 10 Apgustus 2020 sesuai
ND-545/WBC.16/2020 tanggal 02 Agustus 2020.

Laporan Capaian Kinerja Kanwil DIBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Juli 2020 sesuai
surat nomor MD-571/WEBC. 16/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

Risalah rapat DKO sesuai ND-124/WBC. 16/BD0.05/2020 tanggal 24 Agustus 2020.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.
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10.

11.

12,

. September 2020:

Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 10 September 2020 sesuai
ND-625/WBC.16/2020 tanggal 01 September 2020.

Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Agustus 2020
sesuai surat nomor ND-655/WBC.16/2020 tanggal 09 September 2020,

Risalah rapat DKO sesuai ND-132/'WBC.16/BD.05/2020 tanggal 14 September 2020.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.

Oktober 2020:

Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 9 Oktober 2020 sesuai
ND-702/WBC.16/2020 tanggal 01 Oktober 2020.

Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. September 2020
sesuai surat nomor ND-7 34/ WBL.16/2020 tanggal 09 Oktober 2020.

Rizalah rapat DEO sesuai ND-155/WBC.16/BD.05/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.

November 2020:

Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 10 Movember 2020 sesuai
ND-781/WBC.16/2020 tanggal 03 November 2020.

Laporan Capaian Kinerja Kanwil DIBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Oktober 2020
sesuai surat nomor ND-808, WBC.16/2020 tanggal 10 November 2020.

Risalah rapat DKO sesuai ND-173/WBC.16/BD.05/2020 tanggal 16 November 2020

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.

Desember 2020:

Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 10 Desember 2020 sesuai
ND-866/WBL.16/2020 tanggal 03 Desember 2020.

Laporan Capaian Kinerja Kanwil DIBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. November 2020
sesuai surat nomor ND-880,"WBC.16/2020 tanggal 10 Desember 2020.

Risalah rapat DKO sesuai ND-192/WBL.16/BD.05/2020 tanggal 19 Desember 2020
Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.

Rekapitulasi monitoring arahan pimpinan unit pada saat pelaksanaan DKO dapat disajikan

sebagai berikut:

LAPORAN KIMER]A 2020

EAMNTOR YWILAYAH DIEC AL IMANTAN BERCIAM TIMUR




Tabel 3.16.2 Rekapitulasi Monitoring Arahan Pimpinan Unit Saat DKO Tahun 2020 dan Status

Tindak Lanjut
MNo. Arahan PIC Target Status Keteramgan
Penyelesaian
1. | Menyusun Tim Kajian Tim Kajian Februari Finished | Telah disusun Swrat Keputusan
Kanwil Kalbagtim Kepala Kantor Wilayah Momor
KEP-62/WBC.16/2020 tentang
Tim Penyusun Kajian Kepabeanan
dan Cukai Kepala Kantor Wilayah
DIBC Kalimantan Bagiam Timur
tanggal 9 April 2020
2. | Menyusun Surat Fasilitas Februari Finished | Telah disusun 5Surat Keputusan
Keputusan Kepala Kepala Kantor Wilayah MNomor
Kantor Wilayah terkait KEP-40/WBC.16/2020 tentang
janji layanan Kanwil Penetapan 5Standar lanji Layanan
pada Kantor Wilayah DIBC
Kalimantan Bagian Timur tanggal
% Februari 2020
3. | Bidang Penindakan p2 Februari Finished | Telah terbit Mota Dinas Direkiur
dan Penyidikan Penindakan dan Penyidikan
memaonitor Mota Dinas Momaor MD-282/8C.10/2020
Direktur Penindakan tentang Penyampaian kriteria
dan Penyidikan terkait khusus KU Pengawasan Tahun
ketentuan Tindak 2020 tanggal 3 April 2020
Pidana Asal Kriteria
Khusus (TPAK)
4. | Mengirimkan rencana Kepabeanan Maret Finished | Telah disusun Swrat Keputusan
kajian ke Kantor Pusat dan Cukai Kepala Kantor Wilayah Momor
KEP-62/WBC.16/2020 tentang
Tim Penyusun Kajian Kepabeanan
dan Cukai Kepala Kantor Wilayah
DIBC Kalimantan Bagiam Timur
tanggal 3 April 2020
5. | Melaksanakan Umum Maret Finished | Telah  dilaksanakan  efisiensi
efisiensi pengiriman pengiriman surat keluar ke kantor
surat keluar ke kantor lain mulai bulan April dan telah
lain menggunakan NADINE Kemenkeu
&. | Monitoring Rencana Urmium Maret Finished | Telah dilaksanakan monitoring
Penarikan Dana (RPD) Rencana Pemarikan Dana (RPD)
sesuai target bulan sesuai target bulan berjalan yang
berjalan telah berubah menjadi deviasi
halaman 3 DIPA di IKPA
7. | Menyelesaikan Fasilitas April Finished | Telah diselesaikan permasalahan
permasalahan terkait terkait IKU ‘Indeks efektivitas
sosialisasi tatap muka komunikasi dan edukasi' dengan
dari IKU ‘Indeks membagikan kuesioner saat tatap
efektivitas komunikasi muka online
dan edukasi’
—
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No. Arahan PIC Target Status Keterangan
Penyelesaian

& | Menyampaikan Kl April Finished | Telah dilaksanakan penyampaian
permasalahan data permasalahan data KU Janji
KL Janji Layanan Layanan kepada Direktur
kepada Direktur Kepatuhan Intermal melalui nota
Kepatuhan Internal dinas Kepala Kantor MNomor
dan Direktur Informasi MND-272,WBL.16/2020 tanggal 17
Kepabeanan dan Cukai April 2020 tentang Permasalahan

data pada KW Rata-rata
Presentase Realisasi lanji Layanan
Kepabeanan dan Cukai

9. | Menganalisis IKU Kepabeanan April Finished | Telah dilaksanakan amalisis IKU
‘Persentase realisasi dan Cukai ‘Persentase realisasi penerimaan
penerimaan bea dan bea dan cukai® yamg masih
cukai’ yang masih dibawah target melalui Nota
dibawah target Dinas Kepala Bidang Kepabeanan

dan Cukai MNomor
ND-55/WBC.16/B0.02/2020
tanggal 18 Mei 2020 tentang
Analisis IKU "Presentase realisasi
penerimaan bea dan cukai' yang
masih dibawah target

10. | Melengkapi Ummum Mei Finished | Telah dilengkapi manajemen
manajemen risiko risiko terhadap IKU dalam LKRK
terhadap IKU dalam termasuk  mitigasinya  sesuai
LERK termasuk dengan Mota Dinas Kepala Bagian
mitigasinya Urnium Momor

WD-60/WBC.16/8G.01/2020
tanggal 15 Mei 2020 tentang
Pengisian LEKRK (Lembar Kerja
Risiko dan Keuangan]

11. | Diharapkan agar Kl Juni Finished | Telah ditindaklanjuti melalui Nota
Bidang Kepatuhan Dinas Kepala Kantor Wilayah
Internal menanyakan DIBC Kalbagtim MNomor
kepada Direktur MND-390,WBC.16/2020 tanggal 18
Kepatuhan Internal Juni 2020 tentang Metode Survei
terkait metode survei dan Tata Cara Pengisian Survei
kepuasan pengguna Pengguna Jasa Tahun 2020
jasa

12. | Diharapkan agar PIC Umum Juni Finished | Telah ditindaklanjuti melalui Nota
manajemen risiko Dinas Kepala Kantor Wilayah
melengkapi DIBC Kalbagtim MNomor
Manajemen Risiko tiap MD-429/WBC 162020 tanggal 2
KL dalam LKERK Juli 2020 tentang Dialog Kinerja
termasuk mitigasinya Organisasi (DKO) Kanwil DJBC

Kalimantan Bagian Timur

13. | Diharapkan agar Kepabeanan Juli Finished | Telah  ditindaklanjuti  melalui

Bidang Kepabeanan dan Cukai Surat Keputusam Kepala Kantor
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Arahan

dan Cukai melakukan
redistribusi terhadap
penerimaan

Target

Penyelesaian

Status

Keterangan
Wilayah DiBC Kalbagtim
KEP-150,/WBC.16/2020 tentang

Perubahan KEP-41/WBC.16/2020

tentang Distribusi Target
Penerimaan Bea Masuk, Bea
Keluar dan Cukai per Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea
dan Cukai di Lingkungan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai Kalimantan Bagian
Timur Tahun Anggaran 2020
14. | Diharapkan agar Umum Juli Finished | Telah  ditindaklanjuti melalui
Bagian Umum Undangan Kepala Kantor Wilayah
melaksanakan rapat DIBC Kalbagtim MNomor
pemantauan terhadap UND-55/WBC.16,/2020 tanggal 6
manajemen risiko Agustus 2020 tentang Undangan
setiap triwulannya Rapat Pemantauan Manajemen
Risiko Triwulan Il Tahun 2020
15. | Diharapkan agar para Fasilitas Agustus Finished | Telah ditindaklanjuti melalui Nota
Kepala Kantor Dinas Kepala Kantor Wilayah
menggali potensi DIBC Kalimantan Bagiam Timur
peningkatan skonomi Momior MND-637/WBL.16/2020
masyarakat pada tanggal 3 September 2020
wilayah tentang Data Pemulihan Ekonomi
pengawasannya dan Masionmal di Lingkungan Kantor
disampaikan dalam Wilayah DIBC Kalimantan Bagian
bentuk resume Timur
kepada Bidang
Kepabeanan dan Cukai
1&. | Diharapkan agar Umum September Finished | Telah ditindaklanjuti  melalui
Bagian Umum pelaksanaan rapat Perhitungan
melaporkan capaian KU Persentase Kualitas

IEU ‘Pelaksanaan
kualitas pelaksanaan
anggaran’ setiap
bulannya

Pelaksanaan Anggaran TA 2020
dengan Mota Dinas Penyampaian
Motulensi Rapat Perhitungan IKU
Persentase Kualitas Pelaksanaan
Anggaran TA 2020 MNomor
MD-128/WBC.16/BG.01/2020
tanggal 15 September 2020

Capaian sub KU persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dari dua komponen yaitu

100% dengan rincian komponen A capaian 100% dan kemponen B capaian 100% dengan target

90%, maka indeks capaian sub IKU 111,11.

Perbandingan persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi di lingkungan Kantor Wilayah

DIBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2018-2020 dengan target seperti tabel di bawah ini:

g
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Tabel 3.16.3 Perbandingan Realisasi Sub [KU Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

Realisasi 2008 Realisasi 2019 Realizasi 230
Suh KU
Target Realisas Inedeks Tarzet Realizas Indeis Tarpet Realisasi Indeks
Parsentase
efektivitas S0% 100% | 111,11 | S0% wok | 1111 | sox 100% | 1
Dialog Kinerja
Organisasi

Berdasarkan tabel perbandingan terlihat bahwa Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian
Timur selalu memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian lebih dari 100%. Hal-hal yang
mendukung tercapainya target adalah kedisiplinan dam komitmen pimpinan unit beserta
jajarannya dalam melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi yang sudah direncanmakan demi
tercapainya sasaran strategis instansi.

Keberhasilan pencapaian sub IKU ini adalah karena perencanaan DKO di Bidang Kepatuhan
Internal dilakukan pada akhir bulan sebelum pelaksanaan DKO dan waktu pelaksanaannya
sebelum batas waktu pelaporan capaian kinerja organisasi yang ditentukan oleh Direktorat
Kepatuhan Internal, menyampaikan notulensi kepada unit terkait untuk menindaklanjuti arahan
pimpinan, dan unsur penilaian pelaksanaan DKO selalu dilengkapi.

Mitigasi yang dilakukan oleh Bidang Kepatuhan Intemal yaitu setiap bulan meminta kepada
Bagian/Bidang dan pimpinan satker untuk menyampaikan laporan capaian kinerja masing-masing
tepat waktu. Untuk tindak lanjut arahan pimpinan satker, mitigasinya adalah dengan meminta
bukti pendukung atas tindak lanjut arahan pimpinan.

Rencama aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai sub KU ini di tahun 2021 adalah
melaksanakan DKO secara rutin setiap bulan.

B. Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Manajemen Risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya
sadar Risiko untuk mengelola Risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan
keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk
meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi dan peningkatan kinerja,
serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Manajemen Risiko dilaksanakan
secara terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan. Adapun tahapan Proses
Manajemen Risiko ini dimulai dari Perumusan Konteks, |dentifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi
Risiko, Mitigasi Risiko, dan terakhir Pemantawan dan review yang mana Komunikasi dan Konsultasi
di lakukan dalam seluruh tahapan Proses Manajemen Risiko ini. Manajemen Risiko ini
berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 577/KME.0L/2019 tentang Manajemen

Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.
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Penerapan Manajemen Risiko dapat diukur efektivitasmya dengan menjumlahkan nilai
unsur-unsur Implementasi Manajemen Risiko yang meliputi pelaksanaan Rapat Manajemen Risiko,
Penyampaian Laporan Manajemen Risiko, Realisasi Mitigasi Risiko, dan Review Manajemen Risiko
dengan bobot yang telah ditentukan. Unsur Implementasi Manajemen Risiko berupa rapat dan
penyampaian laporan manejemen risiko dilaksanakan setiap triwulan, dimulai dari Penyusunan
Profil Risiko dam Rencana Penanganan Risiko selanjutnya berurutan Pemantauvan Manajemen
Risiko dari triwulan | sampai dengan triwulan IV.

Mitigasi risiko adalah tindakam yamg bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga
Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Mitigasi Risiko
dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi dan memilih opsi mitigasi Risiko, menyusun rencana
mitigasi Risiko, dan melaksanakan rencana mitigasi tersebut. Rencana mitigasi Risiko ditetapkan di
awal periode untuk dijalankan dalam jangka waktu periode berjalan {1 tahun). Tahun 2020 Kantor
Wilayah DIBEC Kalimantan Bagian menetapkan 15 (lima belas) risiko yang yang harus di mitigasi
dan diakhir tahun semua risiko tesebut telah dimitigasi sehingga level Risikonya turun sesuai yang
Risiko Residual Harapan. Realisasi mitigasi Risiko ini dihitung persentasenya dengan cara
membandingkan jumlah realisasi target kinerja yang selesai dijalankan dengan target kinerja yang
direncanakan dikali 100% {maksimal 100%]) dan dihitung untuk tiap Risiko.

Berdasarkan penilaian atas wunsur-unsur |Implementasi Manajemen Risiko tersebut,
didapatkan nilai Implementasi Manajemen Risiko pada Tahunm 2020 sebesar 98.32% dari target
B0%.

Tabel 3.16.4 Perbandingan Realisasi Sub IKU Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Tahun 2019

Sub KU

Target Capaian Target S35 Capaian

Persentase

efektivitas

implementasi 75% 597.58% 120 B0% 98.32% 120
manajemen

risiko

Peningkatan realisasi terjadi sebesar 0,74% pada sub IKU ini karema peningkatan nilai
TkPMR untuk tahun 2019 menjadi 99,11 berdasarkan Mota Dinas Kepala Bidang Kepatuhan
Internal Nomor ND-40,/WBC.16/BD.05/2020 tentang Penyampaian Hasil Penilaian TkPMR tanggal
12 Maret 2020, meskipun rapat pemantauan risiko | tidak terlaksana.

Mitigasi yang dilakukan oleh Bagian Umum yaitu mengadakan Kelas Manajemen Risiko

(atau Sharing) Manajemen Risiko untuk intermal kantor.
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Rencama aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai sub [KU ini di tahun 2021 adalah
dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan budaya sadar manajemen
risiko, Pembentukan struktur manajemen risiko dam melakukan penerapan kerangka kerja

manajemen risiko.
13a-N  Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai
rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanmaan anggaran
menggunakan prinsip hemat. efisien, dam tidak mewah dengan tetap memenuhi output
sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pelaksanmaan anggaran diukur dengan
menggunakan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/ME.01/2020 tentang Tata Cara
Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan
Kementerian Keuangan

Unsur yang diukur terdiri dar 2 aspek penilaian yaitu aspek kualitas serta aspek tata kelola
dan administratif. Aspek kualitas dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi,
konsistensi, dan penyerapan anggaran, sedangkan aspek tata kelola dan administratif dinilai dari
13 indikator yaitu penyelesaian pengelolaan UP, data kontrak, kesalahan 5PM, retur S5P2D0, Hal. Il
DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, konfirmasi capaian output, rekon LPJ, renkas, realisasi,
pagu minus dan dispensasi 5PM. Penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Kementerian Keuangan secara keseluruhan meliputi 0% aspek kualitas dan 40% aspek tata kelola
dan administratif.

Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran:

1. Capaian Keluaran, dihitung dari capaian output program dan capaian output kegiatan dalam
DIPA sesuai formula SMART dari DIA [PME No.214/PME.02/2017). Hal ini dilakukan karena
perhitungan Capaian Keluaran pada SMART dari DJA sudah memperhitungkan capaian
Indikator Kinerja Output (Value for Money).

2. Efisiensi, pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih
antara perkalian pagu amggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran
keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

3. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan, pengukuran konsistensi penyerapan
anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan
antara hasil pengurangan akumulasi rencana penarikan dana dengan deviasi realisasi anggaran
dan rencana penarikan dana kumulatif.

4. Penyerapan Anggaran, pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan

antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.
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5. Rewisi DIPA, rasio revisi DIPA dihitung per triwulan dengan membandingkan antara target revisi

10.

11.

dengan jumlah rewvisi triwulan berkenaan, target/frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x
dalam rentang triwulanan dan tidak kumulatif, jenis revisi anggaran yang diperhitungkan
adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap yang disahkan oleh Kementerian Keuangan [DJA,
Dit. Pelaksanaan Anggaran, dan Kanwil DIPb), revisi dalam kewenangan pagu berubah dan
revisi administratif tidak masuk dalam perhitungan.

Dewviasi Halaman Il DIPA, adalah selisih absolut anmtara realisasi anggaran dengan rencana
penarikan dana (RPD) setiap bulan, Nilai IKPA Deviasi Hal. lll DIPA dihitung berdasarkan rata-rat
Dewiasi Hal. Il DIPA sampai dengan bulan berkenaan dan akan dikunci pada awal triwulan
dengan batas revisi Halam Il DIPA, nilai deviasi yang dihitung mulai periode lanuari sampai

dengan Movember, Bulan Desember dikeluarkan dalam perhitungan.

. Pagu Minus, dihitung berdasarkan rasio antara jumlah pagu minus pada semua jenis belanja

sampai dengan level akun & digit terhadap pagu DIPA Satker, pagu minus yang menjadi dasar
perhitungan kinerja memupakan nominal pagu minus pada tanggal 31 Desember tahun
anggaran berjalan yang belum diselesaikan.

Penyampaian Data Kontrak, dihitung berdasarkan rasio antara data kontrak yang disampaikan
tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPM, kontrak yang dihitung
dalam penilaian adalah kontrak dengan nilai Rp. 50 juta keatas.

. Pengelolaan UP dan TUP, dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian pertanggungjawaban

UP dan TUP tepat waktu terhadap seluruh pertanggungjawaban UP dan TUP yang disampaikan
ke KPPN, indikator ini mempertimbangkan sisa dana UP dan TUP yang belum disetor pada akhir
tahun {31 Desember) sebagai penalti nilai kinerja (mengubah status tepat waktu menjadi
terlambat umtuk pertanggungjawaban UP dan TUP terakhir). jenis UP dan TUP vyang
diperhitungkan dalam IKPA adalah UP dan TUP Tunai sumber dana Rupiah Murni (RM}), tidak
termasuk UP dan TUP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah dan yang bersumber dari
dana PNBEP.

Penyampaian LP] Bendahara, dihitung berdasarkan rasio antara LPJ Bendahara Pengeluaran
yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh kewajiban penyampaian LP] Bendahara ke
KPPM (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya), dalam hal tanggal 10 bulan berikutnya jatuh
pada hari libur, maka LP] Bendahara Pengeluaran disampaikan pada hari kerja sebelumnya.
Dispensasi Penyampaian 5PM, dihitung berdasarkan jumlah 5PM yang mendapat dispensasi
karena melewati batas waktu penyampaian 5PM sebagaimana diatur dalam ketentuan

mengenai Pedoma Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran.
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13.

14,

15.

16.

17.

Penyerapan Anggaran, dihitung berdasarkan rasio antara persentase penyerapan anggaran
atas pagu DIPA terhadap target penyerapan anggaran triwwulanan, target penyerapan anggaran
KL ditetapkan secara proporsional untuk Triwulan I-II-I-IV sebesar 15%-40%-60%-90%.
Penyelesaian Tagihan, dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian 5PM LS Kontraktual Non
Belanja Pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh 5PM LS Kontraktual Non
Belanja Pegawai yang disampaikan ke KPPM.

Konfirmasi Capaian Output, dihitung berdasarkan rasio antara jumlah output yang
terkonfirmasi terhadap seluruh output yang dikelola Satker, Rasio Konfirmasi Capaian Output
(RCKO) dihitung setiap bulan, dengan nilai IKPA tiap bulannnya merupakan rata-rata nilai RKECO
sampai dengan bulan berkenaan, data KOO merupakan data yang dihasilkan dari proses input
Capaian Output pada Aplikasi SAKT] yang telah terkonfirmasi dalam mekanisme pelaporan
pada sistemn informasi yang disediakan oleh Direktorat lenderal Perbendaharaan.

Retur Surat Perintah Pencairan Dana (5P2D), dihitung berdasarkan rasio antara jumlah 5P2D
yang diretur terhadap jumlah 5P2D yang telah diterbitkan KPPN.

Pengembalian/ Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), dihitung berdasarkan rasio antara
pengembalian SPM oleh KPPM karena ditolak oleh sistem pada saat konversi aleh front office di
KPPM (kesalahan formal) dan pada saat verifikasi middle office [kesalahan substantif).
Perencaan Kas (Renkas), dihitung berdasarkan rasio antara jumlah Renkas/RPD Harian yang
dizampaikan tepat waktu {sesuai dengan nilai dan jenis transaksinya) terhadap seluruh Renkas
yang disampaikan ke KPPN.

IEU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran ini bertujuan untuk mengukur optimalisasi

pengelolaan anggaran.

Tabel 3.17.1 Tabel Capaian IKU Anggaran 2020 per Tanggal 31 Desember 2020

Ho. Unsur Kualitas Pelaksanaan Yo “:ﬂ:m Capaian
S (a) (&) (cl=(akx(b)

1 Capaian Keluaran 100,00% 43,50% 43.590%
2 Efiziensi 90, 46% 28,60% 2587%
3 Penyerapan Anggaran 95,18% 9,70% 9.23%
4 Konsistensi 99 60% 18,20% 18,13%
Nilai SMART DJA 9E,73%

Nilai IKU SMART DJA 96,73% 60% 58,04%

5 Pengelolaan UP 8571% 8% 6,B6%
Data Konfrak 100.00% 15% 15,00%
Kesalahan SPM 95,00% 5% 4 75%
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Retur SP2D 100,00% 5% 5,00%
Hal lll DIPA MIA MIA NiA
10 | Revisi DIPA MN/A MIA MNiA
1" Penyelesaian Tagihan 100,00% 12% 12.00%
12 | Konfirmasi Capaian Output 100,00% 10% 10,00%
13 | RekonLPJ 100,00% 5% 5,00%
14 | Renkas 0,00% 0% 0,00%
15 | Realisasi 100,00% 15% 15,00%
16 | Pagu Minus 100,00% 5% 5,00%
17 | Dispensasi SPM 100,00% 5% 5,00%
Milai IKPA 98,36%
Milai IKU IKPA | 098,36% 40% 39,34%
Realisasi IKU PKPA Tahun 2020 97,38%
Capaian IKU PKPA | 97,38% | 95% 102,51%

Tabel 3.17.2 Perbandingan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018
s.d. 2020

s.d. 2020 dapat memenuhi target IKU yang telah ditetapkan.

1KLL Persentase Kualitas
Pelaksanaan Anggaran

Realisasi

2018

92,65%

2015

98.85%

97.38%

Target

Capaian IKU

95%

95%
104,05

95%
102,51

Berdazarkan tabel di atas, Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2018

Pada tahun 2020, capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran dapat melebihi target IKLU. Hal

tersebut dikarenakan seluruh indikator dalam komponen penilaian Kualitas Pelaksanaan Anggaran

tercapai dengan baik.

Mitigasi yang telah dilakukan oleh Bagian Umum yaitu Meneliti ulang masing-masing data

pada SPM sebelum dikirim ke KPPN dan mengontrol realisasi masing-masing Bidang/Bagian setiap

minggu serta meneliti ulang masing-masing data pada 5PM sebelum dikirim ke KPPN dan

mengontrol realisasi masing-masing Bidang/Bagian setiap minggu

Rencama aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai sub IKU ini di tahun 2021 adalah

dengan menyampaikan pemberitahuan anggaran pada Triwulan | dan penyampaian target

kegiatan masing-masing Bidang setiap triwulan.

p—
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C. Realisasi Anggaran

Perencanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan prinsip Penganggaran Berbasis
Kinerja [PBK) dan pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif merupakan salah satu penunjang
utama tercapainya tujuan organisasi. Kegiatan Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur
dalam Tahun Anggaran 2020 dibiayai dari belanja rutin yang dituangkan dalam DIPA Tahun 2020.

Tabel 3.18.1 Tabel Pendanaan Kegiatan Tahun 2020

Realisasi
(Rp)

B
lenis Belanja g

Anggaran (Rp)

1. | Belanja Pegawai 4662936000 | 4.626.727.850 | 59.22% 36.208.150 | 0.78%
. 4 810.078.000 | 4.335.155.866 | 90.,13% 474922134 | 9.87%

2. | Belanja Barang
3. | Betanja Modal 1.35%9.956.000 1.348.453.834 | 99,15% 11.502.166 | 0.85%
Jumlah 10.833.970.000 | 10.310.337.550 | 95,1B% 522.632.450 | 4.82%

Sumber: Bagian Umum Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

Tabel 3.18.2 Tabel Perbandingan Realizasi Anggaran Tahun 2018 s.d. 2019

2019 2020

No.

lenis Belanja

Pagu (Rp) Realisasi [Rp) Pagu (Rp) Realisasi (Rp)

1. ] Belanja Pegawai 4.666.280.000 46594421598 | 4.662.936.000 | 4.626.727.350
2. | Betanja Barang 4 B03.724.000 4 696.785.224 | 4.810.078.000 | 4.335.155.866
3. | Betanja Modal 0 0] 1355556000 | 1.34B.453.334
Jumlah 9.470.004.000 9.356.227.422 | 10.833.570.000 | 10.310.337.550

% 98, B0 95,18%

Tabel perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa Kantor Wilayah DIBC Kalimantan
Bagian Timur mengalami penurunan persentase realisasi anggaran yang dilaksanakan dari tahun
2019 ke tahun 2020 dikarenakan ada beberapa belanja yang dilakukan efisiensi.

Total realisasi/penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran [(DIPA) Kantor Wilayah DIBC
Kalimantan Bagian Timur tahun 2020 adalah sebesar Rp. 10.310.337.550,00 {95, 18%) dari total
alokasi DIPA Dengan Realisasi per Mata Anggaran Kegiatan pada tahun 2020 adalah sebagai
berikut:

Tabel 3.18.3 Tabel Realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah DIBC
Kalimantan Bagian Timur Tahun 2020

Uraian Pagu [Rp) Realisasi [Rp) Realisasi (%)
Belanja Non Operasional 1.161.068.000 805.878.172 69.41%
Belanja Pegawai 4.662.936.000 4.626.727.850 99.22%
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Uraian Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)

Belanja Operasional 3.649.010.000 3.529.277.694 96.72%
Belanja Modal 1.359.956.000 1.348.453.834 99,15%
Total 10.832.970.000 10.310.337.550 95,18%

Secara keseluruham penyerapan anggaran DIPA 2020 telah digunakan untuk mendukung
kimerja orgamisasi sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan dapat dikategorikan baik.
Pelaksanaan aspek keuangan ini telah sesuai dengan prinsip pelaporan keuangan yang lazim dan
metode penyajian data keuangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIM) Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timwr Tahwn 2020
merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DIBC
Kalimantan Bagian Timur dalam rangka pencapaian 5asaran Strategis Kantor Wilayah DIBC
Kalimantan Bagian Timur pada Tahun Anggaran 2020 yang tercermin dalam capaian KU
Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur serta merupakan realisasi dari
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2020 yang mengaju kepada Rencana Strategis [Renstra)
DJBC Tahun 2020-2024.

Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur sebagai salah satu unsur Kementerian
Keuangan juga telah menerapkan sistern pengelolaan kinerja berbasis Baolanced Scorecard
sebagaimana telah diatur dengan Keputusan Direktur lenderal Bea dan Cukai Nomor 19/BC/2010
tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengukuran kinerja
dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada indikator utama yang telah
diidentifikasikan untuk tercapainya sasaran strategis. 5asaran Strategis (55) tersebut kemudian
dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan
keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DIBC
Kalimantan Bagian Timur telah ditetapkan 13 (tiga belas) Sasaran 5trategis (55) dan 17 [tujuh belas)
Indikator Kinerja Utama (IKU)} yang merupakan perjanjian kinerja/kontrak kinerja antara Kepala
Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2020.

Secara uwmum target IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
pada tahun 2020 dapat tercapai dengan baik, sesuai dalam perjanjian kinerja/kontrak kinerja
Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2020,

Akhirnya dengan disusunnya LAKIN Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur Tahun
Anggaran 2020 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan
seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi DIBC pada umumnya dan Kantor Wilayah DIBC
Kalimantan Bagian Timur pada khususnya sehingga dapat menjadi umpan balik guna peningkatan
kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijaksanaan lebih lanjut pada
periode berikutnya.
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Lampiran

KONTRAK KINERJA

NOMOR: 27/BC/2020
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC

KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGANM
TAHUN 2020

Pernyataan Kesanggupan

Dhalam melabsarukarn higas sebagsi Kepalas Kantor Wilspah D{BC Kalimantan Bagian Timur,

saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fangs dengan pensh kesumpgehen entuk memonpal target kinerja
sebagairana tesvarme dalam Kontrak Kinea ini

2 Mermedin unsub dilakidken ovalsis alie onpatn kinesgs Lipaspin dapirdukan

3. Menerima segala konschkuensi ams capaian kinerjs sesesd dengan peraturan yang berlako.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN

| 1 | Feperimaan negara yang | 12CF Persentase realisas| penerimann 100%
optimal epabearan dan cukai
2 | Asistensi industri dan TN Waktu penyelessian proses 1M hari |
pemberian fasilitas lepabparan
kepabeanan dan cukai
yamg efekiil N Persentase implementas inisinkil 1%
pendng katan devisn hasil ekspar
3 | Sinergi pengawasan dan | 3aCP Tingkat efektivitas pengawasan dan L
penegakan hukum yarg penegakan hukum kepabesnan dan
efektif oula
i | Kepuasan pengguna da-N Indiks kepuasan pengguna ass 415 I
layaman yang tnggi {skala 5)
5 | Kepatuhan perggana 5a-CF  Persenlase kepatuban importic 8%
layanan yang Hnggi ates
peraburan kepabeanan e =
—— SheIN F‘mmnrpmtn.ngbﬂ dan cukai %
vanyg dselesaskan
[} Perencanaan dan aralisis | Sa-N Indeks Pumg.-rhn.-m h,-jipn i hrlm.g 3
i kepabe dan cuka
perumusan kebijakan pabeanan rukal (skaln 4)
g optimal
¥ | Keoeuenikasi dan edukasi | 7a-N Iecdeks efektivitas komunikass dan -
yareg, afekbif edukasi (skaala 100}
[ ¢ Polayardn publik yang Ba-N Rata-rata persentase realisas jarmg 100%
primma Ir!.llmn'kcpnhonmn dan cukag
» ! |
a F'mﬁuwnu.n hp.n.'lwmn Ba-N Perseniase alekiviias Lpgmun T
dan cakai yang ebekif patroli dan operasi kepabeanan dan
cukai
-N Persentase eleklivilas patoli loat %
10 | Pengendalian matu vang | 10a-N = Rata-rata persentase tingkat 0%
aptimal elekbivitas monisoning dan
pengawasan kepatuhan internal
[
| 10b=-M  Persentase tndak lamjut 0%
rekomendasi Aparat Pengiwis
Fungsional
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Sasaran Mrogramy

Indikator Kinerja
11 | 5DM yang kompeten lla-IN  Persentase peningkatan kooopetensi Ti%
peRawal
12 | Organisasi yang fif for 13a-  Persenlase elektlivitas marapemen 5%
Purpos AR AN 3L
1
13 | Pengelolsan keuangan 13a-N  Persentase koalitas pelaksanaan WG
aptimal J. ARG EATET
Program Anggaran
1. Pengelolsan Penerimanm Negara Rp LI73.238.000:-
1 Dukungan Manajemen Eop 10,758,128 000.-

Jakarta, [ Jamard 330
Direkitur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Wilayah THEC
Falimantan Bagian Tienar,

Heru Pambudi \F\.{mn Hadli
NIF 19700211 1585912 1 M NIF 1960424 198912 1 002
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RINCIAN TARCET KINER]A
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC KALTMANTAN BAGIAN TIMUR
DIREKTORAT |JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020

Target

Q3 sd03
1 Pemerimaan negara yang eptical

12:CF | Persentase realisasi

penerimann kepabeanan | 23,35% | 4T18% | 4708% | TRAN | T264% | 100% 100%
dan culkal
1 Asistensi industri dan pemberian fasililas kepabeanan dan cukai yang efebtif
2a-M | Waktu perveleaalan L&
. 20 | 120 [ 10 | o |12 | 1
proses kepabeonan hari

N | Persentnse implemeninsi
imisintif peningietan 2% 40% % 6% 6% B1% H1%
devisa hasil ekspor |

3 | Simergi pengawadan dan penegakan hukum yang efeloif

I T T T

3a-CF | Tinghat efekiivitas
Lyl and

i B L % | e | 3% | ssw | mew | rasw | masw

penegnkem huakam

kepabearan dan cukai

4 Kepuasan pengguna layanan vang tinggi

da-B Incdols 'I:cplu.inn 1.5
PEMEEUNS [ (akalla %)

] Kepatuhan pengguna Layanan yang tinggi atas sturan kepabeanan dan cukai

~ r =

52-CP | Persentnse kepatohan

Bl1% Bl% El% B1% 8% B1% B1%

unpartic

Fb=-N | Persentase prutang bes
dan cukni yang - To% HE ) W% W
diselesaikan

& | Perencanaan dan analisis perumusan kebijakan yang optimal

én-N | Indieks penyelesaian 5

krjinn di bidang g 1 1 | 7 z 3 '
(skala 4)

[ kepabearan dan cukai |
! | 1 | i | - |
—
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55 dan IKU

7 | Komunilcasi dan eduokasi vamg efeloil

|
Ta-M | Indelcs efekitivims =
komurikas! dan elikasi | & 85 B BS ]

{skals 1041y

] Pelayanan publik yang prima

Ba-I Radn-rata persanlase
realisasi janji layanan 100% 100% 100'% 100% 100% 100% 100%
kepabeanan dan cukai | |

a Pengawasan kepabeanam dam cukai yang efekiif

Ba- ]Fﬂ:cnla.-mnl'elbwua |
kegiatan patroli dan :
. 0% | % | .o% | sow | som | 70w 0%
operas kepabeanan dan
cukai
Tb-I Perseniase efekiivitas
0% % e | 0% 0% 1'% 1%

patroli Lawt

1] Pengendalian mutu ].'zngnp‘imdi
|

- B
1la-N | Rato-ratn porsentass I
!mghnwl’ﬂm:lu
manibering dan 0% SR 5% e % W% 90% I
penjawiasan kipatuhan
imermal |

10N | Persentmse tndak larus |
rekomendasi Aparat 5% 0% % “% 6% BO% BO%
Fengawas Fungsional

n S'M yang kompeben

11a-N | Persentase pendngiitan

: % = SR =% 5% 5% 5%
| Emmpetensi pegawai

12 Orgamisasi yang, fit for purpose

12a-N | Persentase ofektivikas
ENARRETIEN OrEANisas:

E% a% 43% Lo L5 a5% as% |

]
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Kode largel

SSAKL 55 dun IEL)

b} o4 i
Q3 sdQ

13 Pengelolaan keuangan yang optimal

13- Persentase kualitas

pelakaanaan angparan

5% 45% 0E% | 8% 95% a95% 9%

Jaknrta, ¥ Jaouari 2030

PNS yanyg dirilad,

Fussrman Hadi
WP 15850434 198512 1 02
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INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020

Iredik adisr |'1-|-1||.:_u_||||.:

Inisiabif Slradegis

Kaincipa Litama Pelak=amaan Jaswak

Jakarta, & Januari 220
PNS yang dindlad,

~/ 2

Rusman Hadi
NIF 196490424 198912 1 002
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Sasaran Kerja Pegawai

1L FEGAWAL NEGERD SIFIL Y AMNG DINILAL

L PFEJABAT IFENILAIL

Rusman Hadi

Hemu Pamibedi I
19700211 198912 1 001 2 | HIP 19650424 1968912 1 001

Mama MNamn

b

3 | Panglat/ | Pasnbing Utasma Madya / 3 | Pamglat/ Pembéna Uiama Muda/
1 | = "
Gol. Rumng | 1V/d | |GolBuwng |fv/e i
4 i labatan Diirektar Jenderal 4 | Jubatan Ir:tjmlp oandor
5 | Unit Kerja ] Direkiorat Jenderal Bea dan 5 |UnitKera | Kantor Wilayah DfBC Kalimuasben
| — ; Cukedl = Bagian Timmur _
L KEGIATAN TLMAS P
JABA I
Mg pet T pabeanan
1 encapad targed pererimaan kepabesnan . 100% 100 13 bl i
diam cukad |
Mlemneniahi karversi wakhs penyelessian | o
i binirs - 1,20 hari 100 12 bulan =
Mengimplemertasikan indsiatif
a % 1 7E
peningkatan devisa hasil ekspor : 1 m 12 bulan
Melakukan penganwasan dan penegakan
. T45% |
uzkam kepabeanan dan cukad yang efeknf ol 10 12 bulan
4 ] | — |
Memenihi kepussian pengguna josa 4.5
- - 100 12 bulan
(Shoala 5) |
Mienizz katkan b f
] ISP S s v nx 100 | 12 bulan :
| sturan kepacbanan dan cukai
| S [ — —
7 | Menyeleaikan piutang bea dan cukai 4% 100 12 bulan £
} 1 4 A |
Memyeleanikan kajian di bidang 3 |
L] I:#-palwmnﬁ dar cubai & (skala 4] 1w 2 bulan | =
- a1}
Meryelenggarakan komuendkasi dan L | -
9 - 1 g -
edukes yang efektif (skcala 2000 I L X ik,
i |
10 Aemernihi anji layanan kepabearan dan . 100% 100 12 bulan
cukai
Melaksamakan in,i.l.ldn |.|JIJ<:|.| dan UpEraE Fr "
= bepabesaran dan cukai yang efekeif e I e
12 | Melskeanakan patroli lant vang afektif | - | 1% 100 12 bulan
¥ - - — * -
Milakukan moniboring dan pengavwasan l = I
Kbpuctihan nivrmd - wWE 10 12 bulan

- ' T Fe
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LEL KEGIATAN TUGAS POKOK

JABATAN

Meninelaklanjuti rekomendasi Aparat
Pengawas Fungsional

15 | Meningkatkan kompeiensi pegawad

AK Kl

TARGET

WAKTE

LRI MLITL

| 18 Mledakon kam mamagemen CTganisas Vang
ehetaf

Mencapai penyerapan anggaran cdan
autput belanga

7

Pejabat Penslal,

e

Pambudi
MNP 19700211 198512 1 601

He
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BO% 100 12 bulan

my 108 12 balan

B5% 100 12 fnalan

= UL 100 12 bulan
1

&GN TIMUE

Jakarta, & Januam 202
PG yung dirdlad,

—_'—:,F

Rusmam Hadi
MIP 19600424 198912 1 002
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Lampiran I

FORMULIR PENGUKURAN KINERIJA

Unit Organisasi  : Kantor Wilayah DIBC Kalimantan Bagian Timur
Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis ndikator Kinerja Target

(1) (2) (2 (4) (51 (6}

. Persentase realisasi
Penerimaan negara

1 s penerimaan kepabeanan dan 100% 107,.88% 107,88
yang optimal

cukai

Asistensi industri dan | "2kiU penyelesaian proses | o0 | 0,37 hari 120

5 pemberian fasilitas . SR
kepabeanan dan cukai | Persentase implementasi
yang efektif inisiatif peningkatan devisa Bl1% 100% 120
hasil ekspar
. . Tingkat efektivitas
Sinergi pengawasan
pengawasan dan penegakan
3 dan penegakan hukum T4.5% 94.41% 120
. hukum kepabeanan dan
yang efektif ]
cukai
Kepuasan pengguna Indeks kepuasan pengguna 4,25
4 - o E.E ) ; 4 . 4,59 108,00
layanan yang tinggi jasa [skala &)
Persentase kepatuhan
Kepatuhan pengguna . i B1% 93.29% 115,17
importir
= layanan yang tinggi
atas peraturan . F'ersli_-nt,ase Fiutang. bea dan - a9,999% 106,38
kepabeanan dan cukai | cukai yang diselesaikan
Perencanaan dan i B .
o Indeks penyelesaian kajian di
- analisis perumusan i e - 3 e 56
kebijakan yang : E"?E SR [skala 4) ’
. Cukai
optimal
7 Komunikasi dan Indeks efektivitas &5 94,84 111,58
edukasi yang efektif komunikasi dan edukasi (skala 100
. Rata-rata persentase
Pelayanman publik yang Cas it T
8 i realisasi janji layanan 100% 108,22% 108,22
rima
” kepabeanan dan cukai
Persentase efektivitas
Pengawasan kegiatan patroli dan operasi T0% 594,46% 10
9 | kepabeanan dan cukai | kepabeanan dan cukai
yang efektif Persentase efektivitas patroli
1% 82.93% 116,80

laut
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Sasaran Strategis ndikator Kinerja Realisas
(1} (2) 3] (4] (5) (6}
Rata-rata persentase tingkat
efektivitas monitoring dan
o90% 100% 111,11
pengawasan kepatuhan
S Pengendalian mutu internal
yang optimal
Persentase tindak lanjut
rekomendasi Aparat BO% 90% 112,50
Pengawas Fungsional
Persentase peningkatan
11 | SDM yang kompeten ) : 75% §5,.89% 120%
kompetensi pegawai
Organisasi yang fit Persentase efektivitas
12 - yang fit for : bR 85% 99.16% 116,66
purpose manajemen organisasi
Pengelolaan keuangan | Persentase kualitas
13 B 95% 597.38% 102,51
yang optimal pelaksanaan anggaran
Jumilah Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : Rp10.833.970.000,00

Jumilah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020  : Rpl0.310.337.550.00
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